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ABSTRAK 

 

Iin Magfirah SAnalisis FiqhJināyah Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui 
Aplikasi X (Twitter) (dibimbing oleh Ibu Rahmawati dan Bapak Zainal Said). 
 
 Penelitian ini fokus pada tiga hal utama terkait tindak pidana pornografi di 
aplikasi X, yaitu ketentuan hukum positif Indonesia setelah perubahan UU ITE Tahun 
2024, implementasi dan penegakan hukum terhadap penyebaran konten pornografi 
melalui media sosial tersebut, serta pandangan dan analisis fiqh jināyah dalam 
konteks hukum pidana Islam. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang 
komprehensif mengenai peraturan, mekanisme penegakan hukum, serta perspektif 
hukum Islam terhadap tindak pidana pornografi di era digital. 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library 
research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi 
literatur berupa peraturan perundang-undangan terbaru, kitab-kitab fiqh, jurnal, 
artikel ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis isi (content analysis) 
dilakukan untuk mengkaji, membandingkan, dan menarik kesimpulan atas ketentuan 
hukum dan pelaksanaan penegakan hukum terkait tindak pidana pornografi di X. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 1 Tahun 2024 memperkuat 
regulasi terhadap penyebaran konten pornografi di media elektronik dengan 
mekanisme pemutusan akses dan sanksi pidana yang tegas berupa penjara dan denda. 
Implementasi hukum positif dalam penanganan kasus pornografi di X semakin 
sistematis sebagai upaya perlindungan moral dan ketertiban umum. Sementara itu, 
fiqh jināyah mengkategorikan tindak pidana pornografi sebagai jarimah taʿzīr dengan 
sanksi fleksibel, seperti cambuk, denda, atau penjara, berdasarkan kondisi sosial 
masyarakat dan kebijakan penguasa demi efek jera. Dengan demikian, perpaduan 
hukum positif terbaru dan fiqh jināyah memperkuat penegakan keadilan dan menjaga 
norma sosial di era media sosial. 
  
Kata Kunci :Fiqh jināyah ,  Pidana, Pornografi, X 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Transliteri Arab – Latin 

a. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan 

huruf dan tanda. 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin : 

HurufArab Nama HurufLatin Nama 

Alif Tidakdila ا

mbangkan 

Tidakdila

mbangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

Ṡa Ṡ Es(dengantitikd ث

iatas) 

 Jim J Je ج

 Ḥa Ḥ Ha (dengan ح

titikdibawah

) 

 Kha Kh KadanHa خ

 Dal D De د

 Dhal Dh DedanHa ذ

 Ra R Er ر
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 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy EsdanYe ش

Ṣad Ṣ Es(dengantitikd ص

ibawah) 

Ḍad Ḍ De(dengantitikd ض

ibawah) 

 Ṭa Ṭ Te (dengan ط

titikdibawah

) 

Ẓa Ẓ Zet(dengantitikd ظ

ibawah) 

 Ain ‘  Koma‘ ع

TerbalikK

eatas 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qof Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م
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 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis 

dengan tanda (ʼ)  

b. Vokal  

1) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harakat, transliterasinya sebgai berikut : 

Tanda Nama HurufLatin Nama 

 Fathah A A ٲ

 Kasrah I I ٳ

 Dammah U U ٱ

2) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama HurufLatin Nama 

 FathahdanYa Ai Adani يْ  ۔َ

 FathahdanWau Au Adanu و  ۔َ
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Contoh : 

 kaifa : كَي فَ  

ل     haula :  حَو 

3) Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

  

Harkatdan

Huruf 

Nama HurufdanTanda Nama 

FathahdanAlifa ۔يَ/۔َا

tauYa 

Ā Adangarisdiatas 

 KasrahdanYa Ī Idangarisdiatas يْ  ۔ِ

 Dammah و  ۔ُ

danWau 

Ū Udangarisdiatas 

  

Contoh : 

 mata : مَاتَ  

 rama : رَمَى

 qila : قيِ لَ 

تُ    yamutu : يمَُو 

4) Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua : 

1) Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah [t]. 
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2) Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang terkhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 

ang menggunakan kata sandang al – serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta marbutah itu ditransliterasinya dengan ha (h). 

Contoh : 

ضَةاُل جَنَّةِ    raudah al – jannah atau raudatul jannah :  رَو 

 al – madinah al – fadilah atau al- madinatul fadilah :  ال مُبيَ نَِةِال فَاضِلةَِ 

مَةِ ال   حِك    : al - hikmah 

5) Syaddah  (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid ( ۔), dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (kosonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 Rabbana : رَبَّنَا

ي نَا  Najjaina : نَجَّ

 al - haqq : ال حَق  

 al - hajj : ال حَج  

 mu’ima : نعََم  

 aduwwun‘: عَدوُ  

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah   ْ  .maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i) ,(ي)

     Contoh :  

 Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ :  عَرَبِي  
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 Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)‘ :  عَلِي  

6) Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma’rifah)لا

ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf 

syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi 

huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari 

katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh : 

سُ   al – syamsu (bukan asy – syamsu) :  الشَّم 

ل زَلةََ   al – zalzalah (bukan az – zalzalah) :  الزَّ

 al - falsafah :  ال فَل سَفةَُ 

 al - biladu :  ال بلََِدُ 

7) Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. Contoh : 

نَ   al – ‘muruna :  تأَ مُرُو 

ءُ   ’al – nau :  النَّو 

ء    syai’un :  شَي 

تُ   Umirtu :  أمُِر 

8) Kata arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah 

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan 

bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya kata Al-Qur’an (dar Qur’an), Sunnah. Namun bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh : 
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Fi zilal al – qur’an 

Al – sunnah qabl al – tadwin 

Al – ibarat bi ‘umum al – lafz la bi khusus al – sabab 

9) Lafz al – Jalalah ( َّاٰلل) 

Kata “Allah” yang didahuilui partikel seperti huruf jar dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:  ُاللَّهِدِي ن Dinullah  ِ  billah بِاللَّّ

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh : 

مَةِفيِهُم      Hum fi rahmmatillah : اللَّهِرَح 

10) Huruf Kapital  

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada 

pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, 

misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital 

tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 

menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:  

 

Wa ma Muhammadun illa rasul  

Inna awwala baitin wudi’a linnasi lalladhi bi  

Bakkata mubarakan 

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur’an  

Nasir al-Din al-Tusi  

Abu Nasr al-Farabi  

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 

Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama 
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terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 

daftar referensi. Contoh: 

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, 

Abu alWalid  

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)  

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: 

Zaid, Nasr Hamid Abu) 

2. Singkatan  

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 

 swt.   = subahanahu wa ta’ala 

 saw.    = sallallahu’ alaihi wa sallam 

 a.s.    = ‘alaihi al – sallam 

 H    = Hijriah 

 M   = Masehi 

 SM   = Sebelum Masehi 

  l.   = Lahir tahun 

 w.   = Wafat tahun 

 QS…/…: 4  = QS al – Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/…, ayat 4 

 HR    = Hadis Riwayat 

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab : 

 صَف حَة   = ص 

 مَكَانٍبِدوُنِ  = دمَ   

 وَسَلَّمَعَليَ هِاللَّهُصَلَّى = صَلٍعٍمٍ  

 طَب عَة   = ط

 نَاشِرٍبِدوُنِ  = دِن  

هَاإِلىَآخِرِ  /آخِرِهِإلَِى  = ال خُ   

ء    = ج  جُز 
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Beberapa singkatan digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu 

dijelaskan kepanjangannya, diantarnya sebagai berikut : 

Ed.  : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena 

dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih 

editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).  

Et al.: “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis 

dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan 

kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.  

Cet.   : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.  

Terj  : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta  terjemahan  

yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya  

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau 

ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab 

baiasanya digunakan juz.  

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala 

seperti jurnal, majalah, dan sebagainya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Analisis fiqh jināyah terhadap tindak pidana pornografi melalui aplikasi X 

merupakan topik yang relevan dalam konteks hukum dan etika sosial. Perkembangan 

media sosial mempunyai pengaruh yang signifikan dan kompleks terhadap 

masyarakat, mencakup berbagai aspek positif dan negatif. Selain itu, platform sosial 

media memberi ruang untuk pengguna mengekspresikan diri melalui berbagai bentuk 

konten seperti tulisan, gambar, dan video yang mendorong kreativitas serta 

memungkinkan individu untuk berbagi ide dan pengalaman pribadi.1 

Pornografi di media sosial, khususnya X, telah menjadi masalah serius. Pengguna 

dapat dengan mudah mengunggah dan membagikan konten yang melanggar norma 

kesusilaan. Menurut penelitian, banyak akun di Xyang secara aktif menyebarkan 

konten pornografi, sehingga menciptakan lingkungan yang tidak sehat bagi pengguna 

lainnya. 

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi di X sering kali menghadapi 

tantangan. Banyak akun yang menyebarkan konten tersebut beroperasi secara 

anonim, membuat sulit untuk menindaklanjuti secara hukum. Oleh karena itu, 

diperlukan kerjasama antara pemerintah dan platform media sosial untuk memblokir 

konten negatif dan menangkap pelaku.2 

Tindak pidana pornografi dapat dikategorikan sebagai jarimah taʿzīr. Ini berarti 

bahwa sanksi untuk pelanggaran ini tidak ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an 

                                                           
1Nur Aini Rakhmawati and others, ‘Klasterisasi Keyword Terkait Pornografi Pada Media 

Sosial Twitter Menggunakan Latent Dirichlet Allocation’, JIEET (Journal of Information Engineering 

and Educational Technology), 6.2 (2022), 66–72. 

 2Alyssa Khifdhiyani Jaya Putri, ‘Penegakan Hukum Terhadap Penyebarluasan Konten 

Pornografi Di Aplikasi Media Sosial Facebook Dan Twitter Studi Putusan Nomor: 215/Pid. B/2021 

PN. Tgt’ (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021). 
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atau Hadis, melainkan diserahkan kepada otoritas untuk menetapkan hukuman yang 

sesuai.3 

Tingginya minat masyarakat terhadap sosial media, ketergantungan masyarakat 

sebagai pengguna juga meningkat, dan hal ini akan mempengruhi keseharian 

mereka.Salah satu platofrm yang banyakdigunakan masyarakat Indonesia dengan 

jumlah pengguna 25,2 juta sejak januari 2025 dan menempati peringkat keempat 

terbanyak di dunia adalah aplikasi X(Twitter),  platform ini banyak menyediakan 

informasi apapun yang dicari. Salah satu yang banyak dicari dalam aplikasi ini adalah 

konten pornografi.4 

Pornografi diX telah menjadi fenomena yang signifikan, mengingat platform ini 

memungkinkan pengguna untuk berbagi konten dengan cepat dan mudah. 

KarakteristikX yang bersifat terbuka dan kurangnya filter ketat terhadap konten 

asusila menjadikannya sebagai sarana penyebaran pornografi yang mudah dicari. 

Keterlibatan dengan konten pornografi ini memiliki implikasi serius dalam 

konteks hukum Islam. Dalam ajaran Islam, zina dan segala bentuk perilaku yang 

mendekatinya dianggap sebagai dosa besar yang dapat merusak akhlak individu dan 

masyarakat. Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga kesucian diri dan 

menghindari segala sesuatu yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam 

perbuatan haram. Oleh karena itu, akses terhadap pornografi bukan saja hanya 

melanggar aturan agama, tetapi juga dapat mengakibatkan sanksi sosial dan hukum 

bagi pelaku. Pornografi didefinisikan sebagai segala bentuk perilaku atau tampilan 

yang bersifat erotis dan dapat membangkitkan hasrat seksual, baik melalui gambar, 

tulisan, maupun aksi langsung. Dalam perspektif fiqh jināyah, tindakan ini dapat 

dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku, mengingat 

                                                           
3Said Firdaus, Mohd Din, and Iman Jauhari, ‘Hukuman Tindak Pidana Pornografi Dalam 

Hukum Pidana Islam’, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 21.2 (2019), 241–54. 

 4Said Amirulkamar, ‘Dampak Literasi Digitalterhadap Pelayanan Publik Di Indonesia Dalam 

Perspektif Etika’, TheJournalish: Social and Government, 5.1 (2024), 87–94. 
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dampaknya yang merugikan baik bagi individu maupun masyarakat secara 

keseluruhan.5 

Pekerjaan pelacuran dalam pandangan Islam dianggap sangat buruk dan dilarang, 

karena merupakan salah satu bentuk perzinahan. Dalam ajaran Islam, setiap 

hubungan badan di luar ikatan perkawinan yang sah dianggap sebagai zina, yang 

memiliki konsekuensi serius baik di dunia maupun di akhirat.Dalam Islam, pekerjaan 

ini dianggap sebagai tindakan yang dilarang oleh agama karena termasuk dalam 

kategori zina dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.Prostitusi online 

melalui media sosial X, dari perspektif hukum positif Indonesia yang diberlakukan 

saat ini, merupakan tindakan yang perlu diteliti lebih mendalam untuk menentukan 

apakah aktivitas ini dapat termasuk sebagai tindak pidana dan dikenakan sanksi 

sesuai dengan peraturan dalam UU ITE. Dalam hal ini, individu yang terlibat dapat 

menghadapi konsekuensi pidana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.6 

Salah satu contoh kasus yang paling viral di X adalah kasus asusila artis Rebecca 

Klopper Pada Mei 2023, video asusila berdurasi 47 detik yang diduga menampilkan 

artis Rebecca Ayu Putri (Rebecca Klopper) tersebar luas di media sosial, khususnya 

Xdan menjadi viral. Polisi kemudian menangkap Bayu Ferlinyang menyebarkan 

video tersebut untuk mempromosikan grup telegram berbayar yang berisi konten 

pornografi. Usai diperiksa, Bayu mengaku ia membeli video pornografi di telegram 

dengan kisaran harga Rp100,000.- sampai Rp300,000l alu dijual kembali kepada 

pengguna X yang berminat yang mana di arahkan untuk bergabung ke channel 

Dedekgemes  ke dalam grup privat telegram yang diberi nama GRUP INDO, ASIA, 

BARAT, ARTIS VIRAL, PREMIUM dan SUB GACOR.Adapun akun X yang 

digunakan bayu ada 4 yaitu @dedekgemes, @artisindovirall, @reyaj, dan 

@momisexx_ akun ini dibuat untuk menambah pengikut Bayu di X. Dengan Bayu 

                                                           
5Siti Hanna, ‘Cyber Pornography (Pornografi Dunia Maya) Dalam Persepektif Hukum Positif 

Dan Hukum Islam’. 

 6 Linda Ikawati, ‘Prostitusi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam’, Transformasi 

Hukum, 1.1 (2022), 13–22. 
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Ferlin yang menyebarkan video pornografi yang melibatkan Rebecca Klopper dengan 

mantan pacarnya Rizky Fahlevi, Rebecca kemudian melaporkan kasus tersebut 

sehingga Bayu Ferlin ditahan dan dituntut dengan vonis 3 tahun penjara dan denda 1 

Miliyar rupiah sesuai dengan putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL.7 

Agama Islam memandang tubuh manusia sebagai amanah yang diberikan Allah 

kepada setiap orang. Oleh karena itu, tubuh harus dilindungi dari segala bentuk dosa 

dan perbuatan tercela, serta tindakan yang dapat merugikan masyarakat, bangsa, dan 

diri sendiri. Tujuan menjaga tubuh dari segala bentuk perbuatan terlarang dan tercela 

ini adalah untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan hidup bagi semua orang, 

terutama bagi individu yang memilikinya, baik di dunia maupun di akhirat. 

Kesadaran akan amanah mendorong orang untuk menjadi lebih bertanggung jawab 

terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar mereka. Dalam situasi seperti ini, 

pendidikan moral dan spiritual sangat penting untuk menumbuhkan karakter yang 

baik.Dengan memahami bahwa tubuh adalah titipan Allah, setiap orang diharapkan 

dapat menjalani hidup dengan kesadaran dan disiplin, menghindari perilaku yang 

merugikan, dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Hal ini akan berdampak 

baik pada kesejahteraan pribadi mereka sendiri, tetapi juga pada harmoni sosial dan 

kemajuan bangsa secara keseluruhan.8 

Pornografi dipandang sebagai tindakan yang jelas-jelas melanggar norma-norma 

syara’ atau hukum Islam, di mana pelarangannya tidak hanya terbatas pada materi 

visual seperti gambar dan video, tetapi juga mencakup teks atau tulisan yang 

mengandung unsur seksual eksplisit. Dalam perspektif Islam, segala bentuk 

pornografi dilarang keras karena dapat menimbulkan fitnah, merusak akhlak individu, 

dan membawa dampak buruk bagi masyarakat secara luas. Hal ini ditegaskan dalam 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 287 Tahun 2001, yang menyatakan 

                                                           
 7 Direktotori putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL 

 8M Ihsan Fauzi and Tutik Hamidah, ‘Konsep Amanah Dalam Al-Qur’an’, Al-Irfani: Journal 

of Al Qur’anic and Tafsir, 2.1 (2021), 14–25. 
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bahwa pornografi dan pornoaksi serta hal-hal sejenis semakin merebak secara bebas 

dan tersebar luas di masyarakat melalui berbagai media dan perbuatan nyata. 9 

Fatwa tersebut menimbang bahwa pornografi dan pornoaksi menimbulkan 

dampak negatif bagi umat Islam dan bangsa Indonesia, terutama generasi muda, 

seperti pergaulan bebas, perselingkuhan, kehamilan di luar nikah, aborsi, penyakit 

kelamin, kekerasan seksual, dan perilaku menyimpang lainnya. Membiarkan 

pornografi dan pornoaksi sama saja dengan membiarkan kerusakan moral dan sosial 

berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, fatwa ini memutuskan bahwa 

menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku erotis melalui 

lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, ucapan, baik melalui media cetak 

maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.  

Demikian pula, membiarkan aurat terbuka dan/atau berpakaian ketat, tembus 

pandang, atau yang membangkitkan nafsu birahi di hadapan bukan mahram adalah 

haram, begitu juga dengan melakukan, memperlihatkan, memperbanyak, 

mengedarkan, menjual, membeli, atau melihat gambar, tulisan, atau adegan yang 

mengandung pornografi dan pornoaksi. Membantu atau membiarkan tanpa 

pengingkaran perbuatan yang diharamkan tersebut juga termasuk haram, begitu pula 

dengan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah (zina), melakukan 

perbuatan intim dan sejenisnya yang mendekati hubungan seksual di luar nikah, serta 

memperoleh manfaat atau uang dari perbuatan yang diharamkan tersebut. Fatwa ini 

menjadi pedoman bagi umat Islam untuk menolak dan mencegah penyebaran 

pornografi dan pornoaksi demi menjaga moral dan tatanan masyarakat yang beradab 

sesuai ajaran Islam, karena pornografi dinilai memiliki banyak efek negatif, terutama 

bagi generasi muda dan bangsa Indonesia secara keseluruhan, yang dapat memicu 

tindakan kejahatan seperti perbuatan asusila dan kekerasan seksual.10 

                                                           
 9 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-287 Tahun 2001 

 10 Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 28 Tahun 2002 



6 

 

 

 

Dalam fiqh jināyah, pornografi termasuk kategori jarimah yang dapat dikenakan 

sanksi taʿzīr, di mana sanksinya bersifat fleksibel dan ditentukan berdasarkan situasi 

serta dampak dari tindakan tersebut, sehingga pelaku tindak pidana pornografi dapat 

dikenakan hukuman penjara, denda, atau rehabilitasi sesuai keputusan hakim. Selain 

itu, zina sebagai salah satu bentuk pelanggaran berat dalam syariat Islam dipandang 

sebagai masalah sosial yang sangat serius dan pelakunya dianggap sebagai pelaku 

kejahatan umum yang diadili oleh penuntut umum demi kepentingan publik. Berbeda 

dengan pandangan hukum barat yang melihat zina sebagai masalah pribadi, syariat 

Islam memiliki sikap tegas terhadap perbuatan zina dengan hukuman berat sebagai 

bentuk perlindungan moral masyarakat.  

Dengan demikian, tindak pidana pornografi melalui aplikasi Xtidak hanya 

melanggar hukum positif Indonesia, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip 

moral dalam Islam, sehingga penanganannya memerlukan kerjasama antara 

pemerintah, masyarakat, dan lembaga keagamaan untuk meningkatkan kesadaran 

akan bahaya pornografi serta memperkuat regulasi terhadap penyebaran konten tidak 

senonoh di media sosial11. Dalam fiqh jināyah, pornografi termasuk dalam kategori 

jarimah yang dapat dikenakan sanksi taʿzīr. Sanksi ini bersifat fleksibel dan 

ditentukan berdasarkan situasi serta dampak dari tindakan tersebut. Pelaku tindak 

pidana pornografi dapat dikenakan hukuman penjara, denda, atau rehabilitasi sesuai 

dengan keputusan hakim.  

Zina dianggap sebagai masalah sosial oleh Syari'at Islam dan ditangani dengan 

sangat serius. Masyarakat menganggap orang yang melakukan zina sebagai pelaku 

kejahatan umum. Akibatnya, mereka diadili oleh penuntut umum, yang mewakili 

kepentingan publik. Ini berbeda dengan undang-undang barat, yang melihat zina 

sebagai masalah pribadi. syari'at Islam memiliki sikap tegas dan tegas terhadap 

                                                           
11Kamarul Hidayat and Syofiaty Lubis, ‘Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Revenge Porn Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam’, UNES Law Review, 6.2 (2023), 4575–

82. 
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perbuatan zina, dengan hukuman mati sebagai sanksi tertinggi dan hukuman dera 

sebanyak 100 kali sebagai sanksi terendah.12 

Pidana pornografi melalui aplikasi Xmenunjukkan bahwa tindakan ini tidak 

hanya melanggar hukum positif Indonesia, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-

prinsip moral dalam Islam. Pornografi, yang didefinisikan sebagai penyebaran konten 

seksual eksplisit, dikategorikan sebagai jarimah taʿzīr dalam fiqh jināyah di mana 

sanksi ditentukan berdasarkan situasi dan dampaknya. Penegakan hukum terhadap 

pelanggaran ini menghadapi tantangan, termasuk anonimitas pelaku dan kemudahan 

akses konten negatif. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, 

masyarakat, dan lembaga keagamaan untuk mengatasi masalah ini secara efektif 

melalui peningkatan kesadaran akan bahaya pornografi dan penguatan regulasi 

terhadap penyebaran konten tidak senonoh di media sosial. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat 

diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana ketentuan tindak pidana pornografi yang diatur dalam hukum positif 

terkait penyebaran konten pornografi melalui aplikasi X? 

2. Bagaimana implementasi dan penegakan hukum positif dalam menangani 

tindak pidana pornografi yang terjadi melalui media sosial X? 

3. Bagaimana pandangan dan analisis fiqh jināyah terhadap tindak pidana 

pornografi melalui aplikasi X dalam konteks hukum pidana Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penulis yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan tindak pidana pornografi yang 

diatur dalam hukum positif Indonesia, khususnya tentang penyebaran konten 

                                                           
          

 12Dudi Badruzaman, ‘Sanksi Hukum Bagi Fasilitator Tindak Pidana Asusila Dalam Persfektif 

Fiqh Jinayah’, Asy-Syari’ah, 19.2 (2017), 145–59. 
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pornografi melalui aplikasi X, termasuk aturan terbaru yang mengatur larangan 

dan sanksi hukum terkait hal tersebut. 

2. Untuk memahami dan mengevaluasi implementasi serta penegakan hukum positif 

dalam menangani tindak pidana pornografi di media sosial X, termasuk 

mekanisme pengawasan, teknologi pendeteksian, pemblokiran konten, serta 

tantangan yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum. 

3. Untuk mengkaji dan menganalisis pandangan fiqh jināyah terhadap tindak pidana 

pornografi melalui X dalam konteks hukum pidana Islam, dengan menelaah jenis 

sanksi yang diterapkan dan konsep keadilan dalam hukum Islam terkait kasus 

tersebut. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca secara 

umum, dan khususnya bagi pengemban ilmu hukum. Manfaat penelitian ini terdiri 

dari 2 aspek, yaitu: 

1. Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

dan pemahaman tentang hukum Islam terkait pornogfi dan dapat dijadikan 

sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut. 

2. Secara Praktisi 

a. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan mengenai analisis fiqh jināyah terhadap penyebaran 

pornografi di X. 

b. Bagi Pembaca 

Sebagai sumber informasi dan referensi untuk menambah pengetahuan. Bagi 

peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-

penelitian selanjutnya.Penelitian ini juga  dapat mendorong kesadaran hukum di 

masyarakat sehingga mereka lebih peka terhadap pelanggaran hukum dan dapat 

mengenal lebih banyak tentang hukum Islam.  
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E. Definisi Istilah 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam dalam memahami judul penelitian 

ini, yaitu Analisis Fiqh Jjināyah  Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui 

Aplikasi X. Maka penelitian ini akan memberikan penegasan dari istilah yang 

terkandung di dalamnya lebih jelas untuk memberikan batasan dalam pembahasan 

selanjutnya, adapun istilah yang perlu mendapatkan penjelasan adalah sebagai 

berikut: 

1. Fiqh Jināyah 

 Fiqh jināyah adalah cabang ilmu fiqh yang mengatur tentang hukum 

pidana dalam Islam. Fiqh ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan 

tindakan kriminal, sanksi, dan proses hukum yang diterapkan terhadap 

pelanggaran syariat. Dalam konteks ini, fiqh jināyah tidak hanya membahas 

jenis-jenis kejahatan, tetapi juga prinsip-prinsip keadilan, perlindungan hak 

individu, dan upaya pencegahan tindak pidana. Fiqh jināyah berfungsi untuk 

memberikan panduan mengenai bagaimana masyarakat dapat menjaga 

ketertiban dan keamanan melalui penerapan hukum yang sesuai dengan nilai-

nilai Islam.13 

 Dengan demikian, fiqh jināyah memainkan peran penting dalam 

menegakkan keadilan sosial dan moral dalam masyarakat Muslim, karena 

mengatur tata cara penegakan hukum, perlindungan hak individu, serta 

pencegahan kejahatan sesuai prinsip syariat. Fiqh ini juga memastikan bahwa 

sanksi yang diberikan bersifat adil, proporsional, dan bertujuan untuk 

kemaslahatan bersama.  

2. Pidana Pornografi 

 Pidana pornografi adalah tindakan memproduksi, menyebarkan, atau 

menyediakan konten yang mengandung unsur pornografi, yang dilarang oleh 

hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 

                                                           
13Sri Yunarti, ‘Fiqh Jinayah’, 2022. 
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mengatur secara jelas larangan produksi, penyebaran, dan penyediaan konten 

pornografi dengan sanksi pidana yang tegas. Selain itu, Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan terbaru UU ITE memperkuat 

mekanisme penanganan pornografi di media elektronik, termasuk aplikasi 

seperti X, dengan ancaman pidana penjara dan denda, serta mekanisme 

pemutusan akses konten yang melanggar. Penegakan pidana ini bertujuan 

menjaga moral, ketertiban sosial, dan melindungi generasi muda dari dampak 

negatif konten pornografi di era digital. 

3. Aplikasi X (Twitter) 

Aplikasi Twitter, yang kini dikenal sebagai X, adalah platform media sosial dan 

microblogging yang memungkinkan pengguna membagikan pesan singkat 

(tweet), foto, dan video secara real-time. Pengguna bisa mengikuti akun lain, 

menyukai, membalas, dan me-retweet postingan, serta menggunakan hashtag 

untuk mencari topik atau tren tertentu. Dengan lebih dari 500 juta pengguna di 

dunia dan 25,2 juta pengguna aktif di Indonesia. X menjadi tempat populer 

untuk berbagi informasi, berita, dan berinteraksi secara global. 

Selain itu, sebagai platform dengan jangkauan luas dan pengaruh besar dalam 

kehidupan sosial masyarakat, Xmemegang peranan penting dalam membentuk 

opini publik dan budaya digital. Oleh karena itu, pengelolaan konten, 

khususnya yang berkaitan dengan pornografi dan materi negatif lainnya, 

menjadi sangat krusial untuk menjaga kenyamanan dan keamanan pengguna, 

terutama generasi muda. Penegakan kebijakan konten yang tegas dan edukasi 

mengenai etika bermedia sosial sangat dibutuhkan agar penggunaan platform 

ini selaras dengan nilai-nilai moral, adat istiadat, dan hukum yang berlaku, 
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termasuk kearifan lokal dan prinsip-prinsip ajaran Islam yang melarang 

penyebaran konten pornografi dan pornoaksi.14 

F. Tinjauan Relevan 

Pada bagianini, penelitimenggunakanbeberapareferensipenelitianterdahulu 

yang dijadikansebagai rujukan dalampenyusunan  

proposalskripsikedepannyadandianggaprelavandenganpenelitian yang 

akanpenelitilakukan. Adapunbeberapapenelitianterdahulu yang berhubungandengan 

proposal skripsi yang inginpenelititulis “Analisis Fiqh JināyahTerhadap Tindak 

Pidana Pornografi Melalui Aplikasi X (Twitter)”,  yaitu: 

Pertama, Penelitian Ipa Ariani yang berjudul “Prostitusi Online Dalam Yuridis 

Normatif Perspektif Hukum Pidana Islam: Telaah Kasus di Pengadilan Negeri 

Pinrang Putusan No.65/PID.SUS/2020/PN.PINRANG” membahas secara mendalam 

praktik prostitusi online yang dilakukan melalui media sosial, dengan fokus pada 

analisis yuridis normatif dan perspektif hukum pidana Islam terhadap kasus yang 

diputus di Pengadilan Negeri Pinrang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik 

prostitusi online di kasus ini dilakukan melalui sosia media, di mana terdakwa 

menawarkan jasa seksual dan memperoleh keuntungan 30-40% dari tarif yang 

dibayarkan. Dalam putusan pengadilan, terdakwa dijatuhi hukuman penjara 3 tahun 6 

bulan yang dinilai telah sesuai dengan ketentuan yuridis normatif berdasarkan 

undang-undang yang berlaku, meskipun secara khusus belum ada aturan yang 

mengatur prostitusi online secara eksplisit dalam KUHP, kecuali terkait peran 

mucikari. Dari perspektif hukum pidana Islam, perbuatan ini dikategorikan sebagai 

jarimah taʿzīr, yaitu pelanggaran yang sanksinya ditetapkan oleh hakim atau 

penguasa karena tidak diatur secara tegas dalam nash, sehingga sanksi yang diberikan 

bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan maslahat. Penelitian ini menegaskan bahwa 

penegakan hukum terhadap prostitusi online membutuhkan pemahaman yang 

                                                           
 14Raden Imam Al Hafis and Moris Adidi Yogia, ‘Abuse of Power: Tinjauan Terhadap 

Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia’, Publika: Jurnal Ilmu Administrasi 

Publik, 3.1 (2017), 80–88. 
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komprehensif baik dari sisi hukum positif maupun hukum Islam, serta perlunya 

pembaruan regulasi agar dapat menjawab tantangan perkembangan teknologi dan 

fenomena sosial yang terus berubah.15 

Perbedaan utama antara penelitian Ipa Ariani dengan penelitian ini terletak 

pada fokus kasusnya. Ipa Ariani meneliti prostitusi online dengan pendekatan yuridis 

normatif dan hukum pidana Islam berdasarkan kasus di Pengadilan Negeri Pinrang, 

sedangkan penelitian ini  fokus pada penyebaran konten pornografi di media sosial 

dan analisis fiqih jināyah terhadap tindak pidana tersebut. Jadi, meskipun keduanya 

membahas kejahatan berbasis teknologi dan hukum Islam, objek dan konteksnya 

berbedayaitu antara  prostitusi online versus pornografi digital. adapun untuk 

persamaannya, terletak pada keduanya kajian tindak pidana yang terjadi di ranah 

media sosial atau aplikasi digital dengan pendekatan hukum pidana Islam (fiqh 

jināyah). Keduanya menggunakan studi kasus pengadilan sebagai objek analisis 

untuk memahami bagaimana hukum Islam memandang dan memberikan sanksi 

terhadap kejahatan berbasis teknologi tersebut. Selain itu, keduanya menekankan 

pentingnya integrasi antara hukum positif nasional dan prinsip fiqh jināyahdalam 

penegakan hukum agar dapat menghadapi tantangan kejahatan yang berkembang 

seiring kemajuan teknologi informasi. 

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Rasni Asri, berjudul "Analisis Fiqih 

JināyahTerhadap Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik (Studi Putusan 

Nomor: 106/Pid.Sus/2018/PN Parepare)" mengkaji secara mendalam penerapan 

prinsip-prinsip fiqih jināyah dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana 

pornografi yang terjadi di media elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

studi kasus terhadap putusan pengadilan nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Parepare, 

dengan tujuan utama menelaah bagaimana hakim mengintegrasikan kaidah hukum 

Islam dengan regulasi positif nasional dalam memutus perkara pornografi digital. 

                                                           
15Ipa Ariana, ‘Prostitusi Online Dalam Yuridis Normatif Prespektif Hukum Pidana Islam: 

Telaah Kasus Di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan No. 65/Pid. Sus/2020/PN. Pinrang’ (IAIN 

Parepare, 2022). 
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Fokus utama penelitian adalah pada klasifikasi tindak pidana pornografi dalam 

perspektif fiqih jināyah, yang menempatkannya sebagai jarimahtaʿzīr, pelanggaran 

yang hukuman dan sanksinya bersifat discretionary dan bergantung pada kebijakan 

penguasa atau hakim, karena tidak ada dalil nash eksplisit yang mengaturnya. 

Penelitian ini juga membahas kompleksitas penegakan hukum di era digital, di mana 

media elektronik menjadi sarana utama penyebaran konten pornografi, sehingga 

menimbulkan tantangan baru dalam identifikasi pelaku dan pembuktian hukum. 

Melalui analisis putusan tersebut, jurnal ini mengungkap bagaimana hakim berupaya 

menyeimbangkan antara ketentuan undang-undang positif, seperti UU ITE dan UU 

Pornografi, dengan prinsip keadilan dan maslahat menurut fiqih jināyah, sehingga 

menghasilkan putusan yang tidak hanya bersifat legal formal tetapi juga 

mempertimbangkan aspek moral dan sosial. Kesimpulan dari penelitian ini 

menegaskan perlunya sinergi antara hukum nasional dan hukum Islam dalam 

menangani kejahatan pornografi di ranah digital, serta pentingnya pembaruan regulasi 

dan pendekatan hukum yang adaptif terhadap dinamika teknologi informasi demi 

terciptanya penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.16 

Perbedaan penelitian Rasni Asri dan penelitian ini mempunyai perbedaan 

pokok pada objek dan fokus penelitiannya. Penelitian Rasni Asri lebih fokus pada 

analisis framing dalam pemberitaan media, khususnya bagaimana televisi atau media 

online membingkai suatu isu, seperti pemberitaan sosial atau politik, dengan 

menggunakan teori framing. Sedangkan penelitian tindak pidana pornografi di X 

secara khusus mengkaji aspek hukum Islam (fiqh jināyah) mengenai peredaran 

konten pornografi di platform media sosial X, dengan fokus pada penerapan hukum 

pidana Islam pada tindak pidana di ranah digital. 

Kedua penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengkaji fenomena 

sosial yang berkaitan dengan penyebaran informasi atau konten di media, baik media 

berita maupun media sosial. Keduanya menggunakan pendekatan analisis mendalam 

                                                           
16 Rasni Asri, ‘Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dalam Media 

Elektronik (IAIN Parepare, 2024) 
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untuk memahami dampak dan dampak penyebarannya terhadap masyarakat. Selain 

itu, baik penelitian Rasni Asri maupun penelitian tindak pidana pornografi melalui X 

sama-sama bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang 

bagaimana suatu fenomena diolah dan disikapi dalam konteks sosial dan hukum. 

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Jihan Rizqi Nur Hanifah, berjudul 

"Prostitusi Online Melalui Sosial Media X Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana 

Islam dan Hukum Positif"17. Penelitian yang dilakukan oleh Jihan Rizqi Nur Hanifah 

berjudul "Prostitusi Online Melalui Sosial Media X Ditinjau dari Perspektif Hukum 

Pidana Islam dan Hukum Positif" membahas fenomena prostitusi online yang 

berkembang pesat melalui media sosial X, di mana para pelaku seperti mucikari, 

pekerja seks komersial, dan pelanggan jasa seksual memanfaatkan platform ini untuk 

menawarkan dan melakukan transaksi layanan seksual secara daring. Penelitian ini 

menggunakan metode kepustakaan dengan analisis konten dan perbandingan untuk 

mengkaji bentuk-bentuk prostitusi online di Xserta menelaah ketentuan hukum yang 

mengaturnya dari perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa prostitusi online merupakan tindak pidana yang 

dalam hukum Islam dikategorikan sebagai jarimah, di mana mucikari dapat 

dikenakan sanksi taʿzīr, sedangkan pekerja seks dan pelanggan dapat dikenai 

hukuman sesuai dengan kelas zina yang dilakukan, seperti rajam bagi muhsan. Dari 

sisi hukum positif, prostitusi online melalui X dapat dikenai sanksi berdasarkan 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan terkait 

lainnya, meskipun pembuktian dan penindakan masih menghadapi tantangan karena 

sifat digital dan anonimitas pelaku. Penelitian ini menegaskan bahwa praktik 

prostitusi online tidak hanya merusak moral masyarakat tetapi juga melanggar 

ketentuan hukum baik secara agama maupun negara, sehingga dibutuhkan sinergi 

antara hukum pidana Islam dan hukum positif dalam upaya pencegahan dan 

                                                           
 17Jihan Rizqi Nur Hanifah and E vi Ariyani, ‘Prostitusi Online Melalui Sosial Media Twitter  

Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif’ (UIN Surakarta, 2023). 
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penindakan, serta peran aktif pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi 

penyebaran prostitusi online di era digital. 

Perbedaan antara penelitian Jihan dengan penelitian ini terletak pada fokus 

objek kajian dan pendekatan hukum yang digunakan. Penelitian Jihan mengkaji 

praktik prostitusi online di X dengan mengkajinya dari dua sudut pandang hukum 

yaitu hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia, sehingga membahas dua 

aspek hukum formal dan syarīʿah terkait prostitusi dan pelakunya seperti mucikari, 

pekerja seks komersial, dan pelanggan. Penelitian jihan  menggunakan metode 

kepustakaan dengan analisis isi dan perbandingan hukum. Sedangkan penelitian ini 

lebih fokus pada kajian normatif fiqih jināyah yaitu hukum pidana Islam dalam 

menilai kejahatan pornografi yang terjadi di media sosial Xtanpa membahas hukum 

positif secara detail. 

Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan fokus yang mengkaji tindak 

pidana yang terjadi di media sosial X dalam perspektif hukum Islam, khususnya 

menggunakan pendekatan fiqh jināyah atau hukum pidana Islam. Keduanya 

menyoroti bagaimana perilaku negatif di dunia digital, seperti prostitusi online dan 

pornografi, dapat dianalisis dan dituntut secara hukum berdasarkan prinsip hukum 

Islam. Selain itu, penelitian kedua berupaya memberikan pemahaman mendalam 

mengenai penerapan hukum Islam dalam konteks modern, yaitu penyebaran konten 

dan aktivitas ilegal melalui platform media sosial, serta berkontribusi terhadap 

pengembangan kajian hukum Islam dalam menghadapi tantangan teknologi dan 

komunikasi digital. 

Dari segi media yang digunakan, ketiga penelitian menunjukkan bahwa 

perkembangan teknologi, terutama media sosial dan aplikasi elektronik, menjadi 

sarana utama dalam melakukan tindak pidana ini. Prostitusi online dan pornografi 

melalui X memiliki pola serupa dalam pemanfaatan platform digital untuk 

menyebarluaskan atau menawarkan jasa ilegal. Meskipun jenis tindak pidananya 

berbeda, keduanya dianggap mendekati zina, yang dilarang keras dalam Islam. 

Penelitian mengenai pornografi melalui Xmenambahkan dimensi baru dengan fokus 
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pada dampak teknologi dan aspek sosial-psikologis dari tindakan tersebut, berbeda 

dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan aspek legal formal. Dengan 

demikian, meskipun ketiga penelitian membahas pelanggaran norma kesusilaan 

dalam konteks hukum Islam, mereka memiliki fokus yang berbeda dalam hal jenis 

kejahatan dan pendekatan analisis yang diterapkan. 

G. Landasan Teori 

1. Teori Kriminologi 

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai 

fenomena sosial secara sistematis, meliputi sifat, jenis, penyebab, dan pengendalian 

perilaku kejahatan, penyimpangan, serta pelanggaran hukum. Pornografi di media 

sosial, khususnya X, merupakan fenomena yang semakin marak dan menjadi 

perhatian serius dalam kajian kriminologi. X sebagai platform yang memberikan 

kebebasan pengguna untuk mengunggah dan membagikan konten secara cepat dan 

luas, sering disalahgunakan untuk menyebarkan konten pornografi. Hal ini diperparah 

dengan kemudahan akses dan anonimitas yang diberikan oleh platform tersebut, 

sehingga pelaku dapat dengan mudah menghindari identifikasi dan penindakan 

hukum. Dari sisi kriminologi, penyebaran pornografi di X termasuk dalam kategori 

cybercrime yang berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan dan norma sosial yang 

berlaku.18 

Salah satu aspek penting dalam kriminologi pornografi di Xadalah motivasi 

pelaku. Banyak pelaku yang menggunakan platform ini untuk keuntungan finansial, 

seperti menjual foto atau video pornografi dengan harga tertentu, atau memanfaatkan 

konten tersebut untuk menarik pengikut dan mendapatkan donasi atau bayaran dari 

pengguna lain. Selain itu, ada juga pelaku yang terdorong oleh faktor psikologis 

seperti dorongan seksual, kebutuhan pengakuan sosial, atau bahkan kecanduan media 

                                                           
 18Afif Ghani Zahran and others, ‘Analisis Penggunaan Media Sosial X Sebagai Sarana Cyber 

Pornography’, Analisis Penggunaan Media Sosial X  Sebagai Sarana Cyber Pornography 3.1 (2023), 

260–68. 
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sosial. Motivasi ini menjadi kunci dalam memahami pola perilaku pelaku dan 

merancang strategi pencegahan yang efektif.19 

Dari segi pola kejahatan, pelaku pornografi di X sering menggunakan akun 

anonim atau akun alter yang memungkinkan mereka beroperasi tanpa terdeteksi. 

Akun-akun ini kerap kali mengunggah konten pornografi secara terbuka atau melalui 

tautan yang mengarah ke situs atau folder berisi materi asusila yang dijual atau 

disebarkan secara gratis. 20  Pola ini menunjukkan bagaimana teknologi digital 

memfasilitasi kejahatan dengan tingkat risiko yang rendah bagi pelaku, sehingga 

memperbesar peluang terjadinya penyebaran konten negatif secara masif. 

Kriminologi juga menyoroti dampak sosial dari penyebaran pornografi di X. 

Konten pornografi yang mudah diakses dapat merusak moral dan nilai-nilai sosial, 

terutama jika sampai dikonsumsi oleh anak-anak dan remaja yang rentan terhadap 

pengaruh negatif tersebut. Dampak ini tidak hanya bersifat individual tetapi juga 

kolektif, karena dapat menimbulkan pergeseran norma sosial dan menurunkan 

kualitas kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penanganan pornografi di media 

sosial menjadi bagian dari upaya perlindungan sosial dan rehabilitasi moral.21 

Dalam konteks hukum, tindak pidana pornografi diX seringkali sulit ditindak 

karena pelaku menggunakan teknologi untuk menyembunyikan identitas dan lokasi. 

Hal ini menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum dalam melakukan 

penyelidikan dan penindakan. Selain itu, regulasi yang ada seperti Undang-Undang 

Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) harus 

diimbangi dengan kemampuan teknologi untuk mengawasi dan memblokir konten 

pornografi secara efektif. Kriminologi berperan dalam mengkaji bagaimana sistem 

                                                           
 19Novita Ariani and Untung Sumarwan, ‘Tinjauan Kriminologis Terhadap Jual Beli Konten 

Pornografi Melalui Media Sosial X’, Anomie, 4.3 (2022), 98–112. 

 20Afifah Dinillah, ‘Pornografi Pada Akun Media Sosial X (Studi Kasus Pengguna Akun 

Alter@ Juliebabys)’ (Universitas Islam Riau, 2021). 

 21Nurfitrah Pakaya, Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa, and Julisa Aprilia Kaluku, ‘Upaya 

Penanggulangan Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial’, Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu 

Hukum, Sosial Dan Politik, 1.2 (2024), 10–24. 
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hukum dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pola kejahatan baru 

ini.22 

Pencegahan kejahatan pornografi di X juga menjadi fokus kajian kriminologi. 

Strategi pencegahan dapat dilakukan melalui edukasi masyarakat tentang bahaya 

pornografi dan penggunaan media sosial secara bijak, serta peningkatan kesadaran 

hukum bagi pengguna internet. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, penyedia 

platform, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang 

aman dan bersih dari konten negatif. 

Kriminologi juga mengkaji peran teknologi dalam penanggulangan pornografi 

di X. Penggunaan teknologi filter otomatis, algoritma deteksi konten negatif, dan 

pelaporan oleh pengguna menjadi alat penting dalam mengurangi penyebaran 

pornografi. Namun, teknologi ini juga memiliki keterbatasan, seperti kesulitan 

membedakan konten yang sah dan yang melanggar, serta potensi pelanggaran privasi. 

Oleh karena itu, pendekatan teknologi harus dikombinasikan dengan kebijakan yang 

jelas dan penegakan hukum yang tegas. 

Selain itu, kriminologi menelaah aspek psikososial pelaku pornografi di X. 

Banyak pelaku yang mengalami tekanan sosial, kesepian, atau masalah psikologis 

yang mendorong mereka melakukan tindakan tersebut. Pemahaman ini penting untuk 

merancang program rehabilitasi dan intervensi yang dapat mengurangi risiko pelaku 

mengulangi perbuatannya. Pendekatan ini menekankan bahwa penanggulangan 

kejahatan bukan hanya soal hukuman, tetapi juga pemulihan sosial dan psikologis. 

Faktor lingkungan sosial juga menjadi perhatian dalam kriminologi pornografi 

di X. Lingkungan yang permisif terhadap konten asusila, lemahnya pengawasan 

keluarga, dan kurangnya pendidikan moral menjadi faktor yang memperbesar risiko 

penyebaran dan konsumsi pornografi. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai sosial 

dan peran keluarga serta sekolah sangat penting dalam mencegah penyebaran 

pornografi di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. 

                                                           
 22 Raymond Caesar Perangin Aangin, ‘Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana 

Pornografi Melalui Aplikasi Media Soaial X’. 
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Kriminologi juga melihat pentingnya kerja sama internasional dalam 

menghadapi pornografi di media sosial, mengingat sifat internet yang lintas batas 

negara. Koordinasi antarnegara dalam penegakan hukum, pertukaran informasi, dan 

pengembangan teknologi bersama menjadi kunci untuk menekan penyebaran 

pornografi global yang juga terjadi di X. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan 

kejahatan dunia maya memerlukan pendekatan multidimensi dan lintas sektor.23 

Dalam memahami fenomena pornografi di X, mulai dari motivasi pelaku, pola 

kejahatan, dampak sosial, tantangan penegakan hukum, hingga strategi pencegahan 

dan rehabilitasi. Pendekatan ini membantu merumuskan kebijakan yang efektif dan 

berkeadilan dalam mengatasi penyebaran konten pornografi di era digital, serta 

menegaskan perlunya sinergi antara teknologi, hukum, dan pendidikan sosial untuk 

menciptakan lingkungan media sosial yang sehat dan aman bagi seluruh pengguna. 

Ilmu ini bertujuan memahami, menjelaskan, memprediksi, dan mencegah 

kejahatan dengan menggunakan pendekatan lintas disiplin seperti sosiologi, 

psikologi, antropologi, dan ekonomi. Menurut Edwin Sutherland, kriminologi 

mencakup tiga aspek utama yaitu etiologi kejahatan (sebab-sebab kejahatan), 

sosiologi hukum (pembentukan hukum), serta penologi (pengendalian dan 

pencegahan pelanggaran hukum). Dengan demikian, kriminologi tidak hanya 

mempelajari pelaku dan tindakan kriminal, tetapi juga reaksi masyarakat dan sistem 

peradilan pidana dalam menangani kejahatan. 

Kriminologi mempunyai kaitan yang erat dengan pornografi karena 

kriminologi mempelajari tentang penyebab, dampak dan upaya penanggulangan 

tindak pidana termasuk pornografi sebagaimana diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 

tentang Pornografi. Dalam konteks ini, kriminologi menganalisis bagaimana 

pornografi sebagai kejahatan mempengaruhi masyarakat, motif pelakunya, dan reaksi 

sosial terhadap kejahatan tersebut. Misalnya saja kajian kriminologi mengenai 

                                                           
23Eko Nurisman and Emiliya Febriyani, ‘Kritikal Analisi Pengeakan Hukum Terhadap Tindak Pidana 

Cyber Ponography: Kajian Perbandingan Hukkum Negara Indonesia dan China’, JIL: Journal of 

Indonesian Law, 4.2 (2023), 115–42. 
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revenge porn yang menunjukkan bahwa pelaku biasanya berlatar belakang balas 

dendam dan tindakan tersebut melanggar norma kesusilaan dan hukum pidana, 

sehingga diperlukan penegakan hukum dan edukasi masyarakat sebagai upaya 

pencegahan.24 

2. Teori Hukum Pidana 

Pornografi di X merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur 

dalam hukum pidana Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 27 ayat (1) UU ITE 

secara tegas melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi 

elektronik yang mengandung muatan pornografi. Ketentuan ini menjadi dasar 

hukum utama dalam menindak penyebaran konten pornografi di media sosial 

seperti X.25 

Sanksi pidana bagi pelaku penyebaran pornografi di X diatur dalam Pasal 

45 ayat (1) UU ITE, yang menyebutkan ancaman pidana penjara paling lama 6 

tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar. Hukuman ini dirancang untuk 

memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melindungi masyarakat dari 

dampak negatif pornografi yang dapat merusak moral dan norma sosial. Selain itu, 

Undang-Undang Pornografi juga melarang produksi, penyebaran, dan peredaran 

konten pornografi dengan ancaman pidana yang serupa. 

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi di X menghadapi 

berbagai tantangan, terutama karena pelaku sering menggunakan akun anonim 

atau palsu untuk menyebarkan konten tersebut. Hal ini menyulitkan aparat 

penegak hukum dalam mengidentifikasi pelaku dan mengumpulkan bukti yang 

                                                           
24 Sufriadi Ishak, ‘Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan 

Hukum Pidana Umum)’, Ameena Journal, 1.1 (2023), 89–100. 

 25Jimmy Maulana, ‘Analisa Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Berdasarkan 

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’ (universitas islam Kalimantan MAB, 2021). 
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cukup untuk proses hukum. Selain itu, sifat digital dari konten pornografi 

memungkinkan penyebaran yang cepat dan luas, sehingga memerlukan respons 

yang cepat dan terkoordinasi dari aparat penegak hukum dan penyedia platform. 

Dalam praktiknya, aparat kepolisian dan Direktorat Kriminal Khusus 

Subdit Cybercrime memiliki peran penting dalam mengusut kasus pornografi di 

media sosial. Mereka melakukan penyelidikan dengan memanfaatkan teknologi 

digital forensik untuk melacak sumber konten dan pelaku. Namun, keterbatasan 

sumber daya dan perkembangan teknologi yang pesat menjadi kendala dalam 

penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas 

dan kerja sama lintas sektor untuk mengatasi permasalahan ini.26 

Selain aspek penegakan hukum, perlindungan hukum bagi korban 

penyebaran konten pornografi di X juga menjadi perhatian penting. Korban sering 

mengalami kerugian psikologis dan sosial akibat tersebarnya konten asusila tanpa 

izin. Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya mengatur sanksi bagi pelaku, 

tetapi juga memberikan ruang bagi korban untuk mengajukan pengaduan dan 

mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan 

restoratif yang mulai diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. 

Perkembangan teknologi informasi menuntut adanya pembaruan regulasi 

dan pendekatan hukum yang adaptif. UU ITE dan Undang-Undang Pornografi 

harus terus disesuaikan agar mampu menjawab tantangan baru, seperti penyebaran 

konten pornografi melalui fitur live streaming, video pendek, dan media sosial 

yang terus berkembang. Selain itu, peran platform seperti X sangat penting dalam 

melakukan moderasi konten dan bekerja sama dengan pemerintah untuk 

memblokir dan menghapus konten pornografi. 

Kriminologi hukum pidana juga menyoroti pentingnya edukasi dan 

kesadaran masyarakat dalam mencegah penyebaran pornografi di X. Kampanye 

                                                           
 26Fitrah Azizah Alif Permatasari, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Yonna Beatrix 

Salamor, ‘Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Berdasarkan 

Presfektif Restorative Justice’, Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum, 3.2 (2023), 158–69. 
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literasi digital dan pemahaman hukum dapat membantu mengurangi perilaku 

penyebaran konten negatif serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

melaporkan pelanggaran. Pendekatan preventif ini menjadi bagian integral dalam 

strategi penanggulangan kejahatan pornografi di dunia maya. 

Dalam konteks yuridis normatif, kajian terhadap putusan pengadilan terkait 

tindak pidana pornografi di media sosial menunjukkan bahwa hakim kerap 

mempertimbangkan aspek kesengajaan, dampak sosial, dan bukti digital dalam 

menjatuhkan hukuman. Putusan-putusan ini menjadi preseden penting dalam 

menguatkan penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran pornografi di X 

dan media sosial lainnya. Dengan demikian, sistem peradilan berperan strategis 

dalam memberikan efek jera sekaligus perlindungan hukum yang adil bagi 

masyarakat. 

Hukum pidana terkait pornografi di X diatur secara jelas dalam UU ITE 

dan Undang-Undang Pornografi dengan ancaman pidana yang cukup berat. 

Penegakan hukum masih menghadapi tantangan teknis dan sosial, sehingga 

memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, penyedia platform, 

dan masyarakat. Pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta 

edukasi masyarakat menjadi kunci utama dalam mengatasi penyebaran pornografi 

di era digital demi terciptanya lingkungan media sosial yang sehat dan aman.27 

3. Teori ʿUqūbahal-Islāmiyyah 

Dalam hukum Islam, ʿUqūbah al-Islāmiyyah merujuk pada hukuman atau 

sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran terhadap ketentuan syariat, termasuk 

perilaku yang berkaitan dengan pornografi. Pornografi tidak hanya dimaknai 

sebagai konten visual atau audio yang eksplisit, tetapi juga segala tindakan yang 

menampilkan atau memamerkan aurat secara tidak sah menurut aturan Islam. 

Larangan ini berakar kuat pada ajaran Al-Qur’an dan Hadits yang menetapkan 

                                                           
27 Rismalita Ayuginanjar and Vinita Susanti, ‘Perempuan Sebagai Korban Dari Non-

Consensual Pornography’, Jurnal Yuridis, 9.1 (2022), 73–85. 



23 

 

 

 

batasan aurat serta menjaga pandangan sebagai upaya memelihara kesucian dan 

moral umat.28 

Pornografi dalam perspektif hukum Islam termasuk dalam kategori jarimah 

taʿzīr, yaitu kejahatan yang hukuman dan jenisnya diserahkan kepada penguasa 

sesuai konteks dan tingkat keparahan pelanggaran. Sanksi taʿzīr bisa bermacam-

macam, mulai dari denda, cambuk, hingga penjara, tergantung kebijakan otoritas 

dan kondisi sosial masyarakat yang berlaku. Hal ini berbeda dengan hukum positif 

yang biasanya hanya mengenal bentuk pidana berupa penjara dan denda, 

sementara hukum Islam memberikan cakupan sanksi yang lebih fleksibel dan 

menyeluruh dalam menjaga moral dan ketertiban.29 

Pornografi juga dapat dikaitkan dengan kejahatan zina (hubungan seksual 

di luar nikah) dalam beberapa kasus, di mana sanksi hukumnya adalah hadd yang 

jelas dan berat, seperti cambuk atau rajam, dengan pembuktian bukti yang ketat. 

Hukuman hadd ini hanya dijalankan jika pelaku memenuhi syarat pembuktian 

yang sangat kuat, sedangkan pelanggaran porno lain yang belum mencapai 

kategori tersebut dikenai hukuman taʿzīr. Dalam semua kasus, tujuan utama 

penjatuhan hukuman adalah untuk melindungi masyarakat dari kerusakan moral, 

menegakkan keadilan, dan memberikan efek jera agar pelanggaran tidak berulang. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menyatakan bahwa 

pornografi dan pornoaksi adalah haram dan wajib dikenai sanksi sesuai hukum 

Islam. Pornografi dianggap merusak moral dan dapat memicu masalah sosial yang 

serius, seperti pelecehan seksual dan penyimpangan moral lainnya. Oleh karena 

itu, penegakan ʿUqūbah al-Islāmiyyah menjadi bagian penting dalam menjaga 

                                                           
 28Zia Khosnul Habib Akhmad, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mentransmisikan 

Muatan Pornografii di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 513/Pid. Sus/2017/PN Jakarta 

Selatan)’ (Universitas Hasanuddin, 2023). 
29Nika Wela Romandanti, ‘Pertanggungjawaban Pelaku Penyebarluasan Video Pribadi Yang 

Mengandung Pronografi Melalui Media Sosial X’, Jurnal Esensi Hukum, 5.2 (2023), 44–56. 
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kebersihan moral umat dan ketertiban sosial demi melindungi generasi muda dari 

pengaruh negatif konten yang tidak sesuai syariat.30 

Dalam era digital saat ini, penyebaran pornografi melalui media sosial dan 

internet meningkat secara signifikan, sehingga penguasa dan lembaga penegak 

hukum Islam perlu menggunakan pendekatan yang adaptif, termasuk teknologi 

untuk mengawasi dan mengendalikan konten negatif. Mekanisme pemutusan akses 

maupun penghapusan konten pornografi menjadi bagian dari penegakan hukum 

Islam yang lebih modern dan efektif. Pendekatan ini juga mencerminkan bahwa 

hukum Islam tidak hanya menekankan hukuman, tetapi juga pencegahan dan 

perbaikan sosial agar kerusakan moral tidak meluas.31 

Penerapan hukuman taʿzīr terhadap pelaku pornografi harus 

mempertimbangkan maslahat umum dan kondisi masyarakat setempat. Hukuman 

yang dijatuhkan bertujuan bukan semata untuk menghukum, tetapi juga untuk 

memperbaiki pelaku dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa situasi, 

pendekatan rehabilitatif atau pendampingan keagamaan lebih dikedepankan untuk 

memberikan pemahaman dan memperbaiki moral pelaku agar kembali ke jalan 

yang benar. 

Secara keseluruhan, ʿUqūbah al-Islāmiyyah terhadap pelanggaran 

pornografi merupakan manifestasi dari upaya hukum Islam dalam menjaga 

kesucian agama, akhlak, dan tatanan sosial. Hukum ini menggariskan prinsip 

keadilan yang serius dengan tetap mempertimbangkan kemanfaatan, 

keseimbangan, dan tujuan pembentukan masyarakat yang berakhlak mulia. 

Dengan demikian, penegakan hukum Islam dalam konteks pornografi menjadi 

instrumen penting dalam mencegah penyebaran kerusakan moral di masyarakat 

modern yang semakin terhubung oleh teknologi. 

                                                           
 30Iwan Rasiwan and Rheyna Terranova, ‘Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn 

Di Indonesia: Antara Celah Hukum Dan Urgensi Perlindungan Korban’, Jurnal Hukum Indonesia, 3.4 

(2024), 158–67. 

 31Riski Yadi, Busra Febriyarni, and Muhammad Husein, ‘Menjaga Pandanagn Perspektif Al-

Qur'an Pada Surah An-Nur: 30 (Studi Komperatif Tafsir Al-Mishbah, Al-Azhar Dan Tafsir Al-

Maraghi)’ (Insitut Agama Islam Negeri Curup, 2023). 
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Pornografi dalam hukum Islam tidak hanya dilihat dari aspek penyebaran 

konten, tetapi juga dari pelanggaran moral dan kesucian individu yang diatur secara 

tegas dalam syariat. Larangan pornografi mencakup segala bentuk visual, audio, 

maupun perilaku yang memunculkan atau menonjolkan aurat secara tidak sah dan 

bertujuan membangkitkan nafsu birahi di luar batas pernikahan. Ini didasarkan pada 

prinsip menjaga pandangan dan kesucian diri yang diwahyukan dalam Al-Qur’an dan 

Hadits, sehingga pelanggaran terhadap aturan ini diperlakukan serius dengan 

diterapkannya sanksi hukum sesuai tingkat pelanggaran. 32 Dalam QS. Al-

Fushilat/41:34, Allah swt berfirman: 

توَِى ال حَسَنَةُ وَلَا السَّي ئِةَُ ۗاِد فَع  بِالَّتِي  هِ  هٗ عَداَوَة  كَانََّهٗ الَّذِي  بيَ نَكَ وَبَي نَ سَنُ فَاِذاَيَ احَ  وَلَا تسَ 

 وَلِي  حَمِي م   
 

Terjemahnya: 

"Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) 

dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara 

kamu dan dia akan seperti teman yang setia."33 

Sanksi dalam hukum Islam untuk tindak pidana pornografi termasuk dalam 

kategori taʿzīr, yaitu hukuman yang sifat dan kadarannya diserahkan pada 

penguasa atau pemerintah sesuai dengan konteks sosial dan tingkat kesalahan 

pelaku. Taʿzīr dalam kasus pornografi dapat berupa hukuman fisik seperti cambuk, 

hukuman penjara, denda, atau bentuk hukuman lain yang dianggap sesuai untuk 

memberikan efek jera. Dalam konteks ini, penguasa diharapkan berlaku bijaksana 

dan mempertimbangkan maslahat umat dalam menentukan jenis hukuman agar 

tetap mendidik dan adil, bukan semata-mata menghukum. 

Dalam beberapa kondisi di mana pornografi terkait dengan praktik zina, 

pelanggaran bisa dikenai hukuman hadd yang lebih berat dan bersifat tetap, seperti 

                                                           
 32Riski Amalia Nastiti, ‘Strategi Pencegahan Pornografi Dan Pornoaksi Berbasis Pendidikan 

Karakter Islam Pada Remaja Di Era Digital: Tinjauan Tafsir Ath-Thabari An-Nur Ayat 30-31’, Jurnal 

Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2.2 (2025), 131–44. 

 33 Kemenag RI surah Al-Fushilat? 41;34 Terjemahan 
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cambuk atau bahkan rajam, dengan syarat pembuktian yang sangat ketat. 

Hukuman hadd ini menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran moral yang 

berhubungan dengan hubungan seksual di luar pernikahan menurut Islam. Namun, 

penerapan hukuman hadd menuntut bukti yang jelas dan proses hukum yang 

sangat teliti agar tidak terjadi ketidakadilan, sehingga dalam banyak kasus 

penguasa lebih memilih mengedepankan taʿzīr sebagai solusi penegakan hukum. 

Pentingnya peran fatwa dan otoritas keagamaan sangat terlihat dalam 

penanganan kasus pornografi di masyarakat Muslim. Misalnya, Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) secara tegas mengharamkan aktivitas yang berkaitan dengan 

pornografi dan pornoaksi, serta mendorong pelaksanaan sanksi sesuai hukum 

Islam sebagai bagian dari menjaga kesucian moral umat. Pernyataan semacam ini 

menjadi landasan kuat untuk mengimplementasikan pendekatan hukum Islam 

dalam menghadapi penyebaran pornografi, terutama di era digital saat ini yang 

penuh tantangan penyebaran konten negatif dalam berbagai bentuk. 

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial, termasuk platform 

seperti X, menambah dimensi baru dalam penegakan ʿUqūbah al-Islāmiyyah. 

Penyebaran konten pornografi massif dan mudah diakses oleh berbagai kalangan 

mengharuskan penguasa dan lembaga agama melakukan penyesuaian dengan 

menggunakan teknologi untuk mendeteksi, menghapus, dan memblokir akses 

terhadap konten negatif ini. Pendekatan preventif seperti ini sangat sesuai dengan 

prinsip Islam yang tidak hanya menekankan hukuman, tetapi juga pencegahan dan 

perbaikan sosial agar kerusakan moral tidak meluas. 

Selain hukuman formal, prinsip keadilan dalam Syariah menuntut bahwa 

penjatuhan hukuman harus mempertimbangkan faktor niat pelaku, tingkat 

kesadaran, dan kemampuan mereka memahami kesalahan. Oleh karena itu, dalam 

beberapa kasus, pendekatan rehabilitatif atau pembinaan moral dapat dilakukan 

sebagai bagian dari pengawasan dan perbaikan diri pelaku, bukan sekadar tindakan 

represif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Islam sangat fleksibel dalam 



27 

 

 

 

menjaga keseimbangan antara keadilan dan rahmat dalam memelihara tatanan 

sosial. 

Hukuman taʿzīr yang fleksibel juga memungkinkan adanya perbedaan 

penerapan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Penguasa dapat 

menyesuaikan jenis dan berat hukuman demi mencapai tujuan utama dalam hukum 

Islam, yaitu menjaga kemaslahatan umat, mencegah kerusakan, dan memperbaiki 

moral masyarakat. Pengaturan ini sangat berbeda dengan hukum positif yang 

cenderung lebih kaku dan spesifik dalam memberikan sanksi pidana, sehingga 

hukum Islam memberikan solusi yang lebih kontekstual dan komprehensif 

terhadap masalah pornografi. 

Dalam konteks Indonesia, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Pornografi dan 

UU ITE terbaru memberikan landasan hukum yang sejalan dengan prinsip 

ʿUqūbah al-Islāmiyyah terkait penanganan pornografi di media elektronik. UU ini 

mengatur aturan pidana, sanksi, serta mekanisme pemblokiran konten pornografi 

secara elektronik sebagai bagian dari upaya melindungi moral masyarakat. Dengan 

demikian, perpaduan antara hukum positif dan hukum Islam menjadi kekuatan 

ganda dalam mengatasi tantangan pornografi modern dengan pendekatan yang 

komprehensif.34 

Penegakan hukum terhadap pornografi di era digital juga menghadapi 

berbagai tantangan, seperti keterbatasan teknologi deteksi yang akurat, masalah 

koordinasi antar lembaga, serta perbedaan kultur dan pemahaman masyarakat 

terhadap moralitas. Oleh karena itu, implementasi ʿUqūbah al-Islāmiyyah dalam 

konteks kontemporer harus dilengkapi dengan edukasi, sosialisasi nilai-nilai 

syariah, serta kerjasama antara pemerintah, lembaga agama, dan platform media 

sosial. Dengan langkah-langkah ini, penegakan hukum dapat menjadi lebih efektif 

dan berkeadilan. 

                                                           
 34Anggini Salsabillah and Yudi Kornelis, ‘Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Seksual 

Melalui Media Sosial Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE’, Scientia Journal: 

Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 7.2 (2025). 
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Secara prinsip, ʿUqūbah al-Islāmiyyah yang diterapkan untuk tindak 

pidana pornografi merupakan manifestasi dari tanggung jawab hukum Islam dalam 

menegakkan nilai-nilai kesucian, keadilan, dan keselamatan umat. Sanksi-sanksi 

yang diberikan bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki 

dan menjaga tatanan masyarakat agar selaras dengan tujuan syariah yakni 

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan hukum Islam 

yang holistik ini menjadi model ideal dalam menghadapi fenomena pornografi di 

zaman modern. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library 

research) yang dilengkapi dengan penelitian lapangan berupa wawancara untuk 

memperoleh data primer secara langsung. Pendekatan kepustakaan dilakukan 

dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, 

seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana 

pornografi melalui aplikasi X. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara di 

lapangan untuk memperdalam pemahaman dan mendapatkan data empiris dari 

narasumber terkait. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan tujuan 

mendeskripsikan tanggapan lisan dan tulisan yang berkaitan dengan tindak pidana 

pornografi tersebut melalui kombinasi kajian literatur dan data hasil wawancara 

lapangan.35 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya 

mengandalkan metode kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagai 

sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen resmi, tetapi juga 

dilengkapi dengan pengumpulan data langsung di lapangan melalui wawancara. 

Hal ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami konsep, teori, serta temuan 

                                                           
35Mudjia Rahardjo, ‘Studi Teks Dalam Penelitian Kualitatif’, 2018. 
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sebelumnya terkait topik penelitian, sekaligus memperoleh perspektif empiris dari 

narasumber yang relevan. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh gambaran 

yang lebih menyeluruh dan mendalam, baik dari sisi teori maupun praktik di 

lapangan, sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid dan komprehensif. 

3. Jenis Data 

Jenis data pada penelitian ini ada dua sumber,yaitu data primer dan data 

sekunder: 

a. Data Primer  

Data primermencakup informasi yang langsung diperoleh dari sumber 

utamayang sesuai dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode 

kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai 

sumber hukum normatif, seperti kitab fiqh, undang-undang, jurnal, serta literatur 

ilmiah tentang tindak pidana pornografi dalam perspektif fiqh jināyah . Sebagai 

pelengkap, peneliti melakukan wawancara dengan hakim yang menangani perkara 

terkait untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai pertimbangan hukum 

dan implementasi sanksi di pengadilan. Selain itu, penelitian ini juga 

menggunakan putusan pengadilan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL sebagai 

data primer yang sangat penting, dimana putusan tersebut menjadi bahan kajian 

kasus konkret untuk menganalisis penerapan fiqh jināyah  dalam penanganan 

tindak pidana pornografi melalui aplikasi X (Twitter). Putusan ini memberikan 

fakta hukum, pertimbangan hakim, serta jenis hukuman yang dijatuhkan, sehingga 

memperkaya kajian kepustakaan dengan data empiris dan yuridis yang aktual. 

Dengan kombinasi kajian pustaka, wawancara, dan analisis putusan pengadilan, 

penelitian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif tentang perlakuan 

hukum Islam terhadap tindak pidana pornografi di era media sosial. 
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b. Data Sekunder 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber, 

meliputi sumber data primer dan sekunder. Sumber primer mencakup wawancara 

langsung dengan hakim sebagai informan untuk mendapatkan data empiris 

mengenai praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi melalui 

aplikasiX. Sementara itu, sumber data sekunder yang digunakan terdiri dari e-

book, jurnal, artikel, Al-Qur’an, skripsi, website, serta data dari media internet 

yang terkait langsung dengan penelitian. Pendekatan kombinasi ini memungkinkan 

peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam, baik secara 

teori maupun fakta empirik di lapangan, sehingga memperkaya analisis dalam 

kajian fiqh jināyahterhadap tindak pidana pornografi. 

4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini 

menggabungkan metode kepustakaan dan wawancara. Pengumpulan data sekunder 

dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai bahan hukum 

primer, sekunder, dan tersier yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, 

peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait tindak pidana pornografi 

melalui aplikasi X. Peneliti secara sistematis membaca, memilah, dan mengutip 

dokumen-dokumen tersebut guna memperoleh bahan hukum yang mendukung 

analisis. Sebagai pelengkap, data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan 

hakim yang berkompeten untuk mendapatkan informasi empiris terkait 

pelaksanaan dan pertimbangan yuridis dalam penanganan perkara pornografi di 

pengadilan. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif dengan cara 

mendeskripsikan, mengelompokkan, dan menganalisis isi dari bahan pustaka serta 

hasil wawancara. Pendekatan ini memungkinkan penelitian memperoleh gambaran 

yang holistik dan valid antara data normatif dan data empiris yang kontekstual. 
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BAB II 

KETENTUAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM APLIKASI X 

(TWITTER) MENURUT  PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA 

Ketentuan hukum mengenai tindak pidana pornografi di Indonesia diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, tentang Pornografi juga dalam 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(UU ITE) dan Peraturan Pemerintan Nomor 71 Tahun 2019. Ketentuan hukum inni 

bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif pornografi dengan 

menjaga moral, etika, dan norma kesusilaan yang berlaku di Indonesia. Undang-

Undang Pornografi memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap warga 

negara, khususnya anak-anak dan perempuan, dari penyebaran konten pornografi 

dalam berbagai bentuk, sementara UU ITE secara khusus mengatur larangan 

distribusi dan akses konten pornografi melalui media elektronik dengan sanksi pidana 

tegas. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 mendukung pengawasan dan 

pengelolaan sistem elektronik agar tidak digunakan sebagai sarana penyebaran 

pornografi, sehingga ketiga peraturan ini secara sinergis menjaga tatanan sosial dan 

nilai-nilai luhur bangsa di era.36 

A. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan 

regulasi yang mengatur secara komprehensif larangan produksi, penyebarluasan, dan 

penggunaan pornografi di Indonesia. UU ini didasarkan pada asas Ketuhanan Yang 

Maha Esa, penghormatan terhadap nilai-nilai budaya bangsa, perlindungan terhadap 

warga negara, serta asas nondiskriminasi. Dalam Pasal 4 Undang-Undang ini, secara 

tegas dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, 

menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, 

memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit 

                                                           
 36 Muhammad Rizky Firdaus and Fery Virdaus, ‘Analisis Normatif Terhadap Ketentuan 

Hukum Bagi Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Di Internet’, Indonesian Journal of Islamic 

Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 3.1 (2025), 651–62. 
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memuat hal-hal seperti persenggamaan (termasuk yang menyimpang), kekerasan 

seksual, masturbasi, ketelanjangan, alat kelamin, dan pornografi anak. Selain itu, 

penyediaan jasa pornografi yang menampilkan ketelanjangan, alat kelamin, atau 

aktivitas seksual juga dilarang keras. Undang-Undang ini juga mengatur larangan 

memiliki, menyimpan, atau memanfaatkan produk pornografi, kecuali untuk 

kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang diatur secara khusus (Pasal 

14). 37 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan 

sebuah regulasi yang dirancang untuk mengatur segala bentuk tindakan, produksi, 

maupun penyebaran materi pornografi di Indonesia guna menjaga moral dan etika 

masyarakat. Undang-undang ini lahir sebagai respon atas perkembangan pesat 

teknologi dan media yang memungkinkan penyebaran konten pornografi dengan 

sangat luas dan sulit dikontrol. Salah satu alasan penting disusunnya undang-undang 

ini adalah untuk melindungi generasi muda dan masyarakat secara umum dari 

dampak negatif pornografi yang bisa merusak nilai-nilai moral, akhlak, serta tatanan 

sosial bangsa. Legislasi ini bertujuan membentuk suasana sosial yang sehat dan 

beretika, selaras dengan pandangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang 

menjadi dasar negara Republik Indonesia.38 

UU Nomor 44 Tahun 2008 mengatur segala aspek penggunaan materi 

pornografi, mulai dari larangan produksi, distribusi, hingga konsumsi konten 

pornografi. Definisi pornografi dalam undang-undang ini sangat luas mencakup 

gambar, tulisan, suara, dan gerakan tubuh yang bertujuan menimbulkan rangsangan 

seksual. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengklasifikasikan 

bentuk pornografi agar dapat diantisipasi dengan terarah. Aturan ini tidak hanya 

berlaku untuk media konvensional, tetapi juga mengakomodasi perkembangan media 

elektronik dan teknologi digital yang saat ini menjadi saluran utama penyebaran 

                                                           
 37Terhadap Tindak Pidana Pornografi, ‘Undang-Undang No. 44 Tahun 2008’. 

 38Raisha Arprilia and Gandes Candra Kirana, ‘Perbandingan Penyelesaian Tindak Pidana 

Pornografi Indonesia Dan Korea Selatan’, Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol, 7.1 (2025). 
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pornografi, seperti internet dan aplikasi media sosial. Dalam konteks ini, undang-

undang mengambil posisi penting dalam mengatur tanggung jawab penyedia layanan 

dalam mengawasi dan menanggulangi konten negatif yang beredar di platform 

mereka. 

Selain pengaturan larangan, UU Pornografi juga mengatur tentang 

pengecualian terhadap karya seni, budaya, dan pendidikan yang memiliki nilai positif, 

agar tidak dikategorikan sebagai materi pornografi. Hal ini penting supaya kebebasan 

berekspresi dan penghormatan terhadap keberagaman budaya tidak terhambat oleh 

regulasi yang terlalu ketat. Dengan demikian, undang-undang ini mencoba 

menyeimbangkan antara kebutuhan penegakan moral dengan perlindungan terhadap 

kebebasan kreatif dan seni. Namun demikian, perlu ketelitian dalam menerapkan 

ketentuan ini agar tidak terjadi penyalahgunaan yang justru bisa merugikan hak-hak 

individu dan kelangsungan kebebasan berekspresi.39 

Dalam hal sanksi, UU ini menetapkan hukuman pidana bagi mereka yang 

melanggar ketentuan larangan penyebaran dan produksi materi pornografi. Sanksi 

yang dijatuhkan bisa berupa hukuman penjara dan denda yang jumlahnya disesuaikan 

dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan. Kedua bentuk sanksi ini dimaksudkan 

untuk memberikan efek jera sekaligus perlindungan kepada masyarakat dari dampak 

pornografi. Penerapan hukuman ini juga didukung dengan mekanisme pengawasan 

yang melibatkan berbagai lembaga negara yang memiliki kewenangan, seperti 

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian, dan Badan Pengawas Konten 

Media. Pengawasan ini menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa undang-

undang dapat diimplementasikan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia. 

Peran pemerintah Indonesia dalam menangani pornografi juga ditegaskan 

melalui kewajiban melakukan pendidikan dan pembinaan moral masyarakat, terutama 

generasi muda. Upaya edukasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman yang 

                                                           
 39Desy Ulfah Nurjamilah, ‘Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Dalam Hukum 

Pidana Islam: Analisis Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi’ (UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung, 2020). 
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benar tentang bahaya pornografi dan membangun kesadaran akan pentingnya 

menjaga nilai-nilai moral serta etika dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, 

pencegahan pornografi tidak hanya melalui tindakan hukum semata, tetapi juga harus 

didukung oleh upaya pembentukan karakter dan budaya yang kuat dan sehat. Hal ini 

sejalan dengan fungsi negara sebagai pelindung dan pembina masyarakat agar 

tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan beradab. 

Dalam menghadapi era digital yang terus berkembang pesat, UU Nomor 44 

Tahun 2008 juga dilengkapi dengan ketentuan yang mengatur tanggung jawab 

penyelenggara sistem elektronik untuk mencegah penyebaran konten pornografi. 

Ketentuan ini menempatkan penyedia platform digital seperti media sosial, situs web, 

dan aplikasi online lainnya sebagai pihak yang wajib melakukan pengawasan aktif 

terhadap konten yang diunggah atau disebarkan oleh pengguna. Jika penyelenggara 

sistem elektronik lalai dalam menghapus konten pornografi yang dilaporkan, mereka 

dapat dikenakan sanksi administratif bahkan pidana. Dengan demikian, undang-

undang ini memposisikan penyedia layanan digital tidak hanya sebagai 

penyelenggara teknologi, tetapi juga sebagai mitra dalam menjaga moral masyarakat 

dari pengaruh negatif pornografi digital.40 

Perlindungan khusus terhadap anak menjadi salah satu perhatian utama dalam 

UU Pornografi ini. Mengingat anak-anak dan remaja merupakan kelompok yang 

paling rentan terhadap pengaruh negatif pornografi, undang-undang mengatur sambil 

mendorong perlindungan hak anak melalui pembatasan akses dan pengawasan ketat 

terhadap penyebaran konten pornografi. Upaya ini sangat penting karena paparan 

pornografi dapat memberikan dampak psikologis dan sosial yang merusak 

perkembangan mental dan perilaku anak-anak. Selain itu, undang-undang juga 

menegaskan pentingnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam melakukan 

pengawasan dan edukasi agar anak-anak dapat terlindungi dari konten yang tidak 

sesuai usia mereka. Dalam praktiknya, implementasi UU No. 44 Tahun 2008 sering 

                                                           
 40Tasya Anjani Swara, ‘Peran Komunikasi Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual 

Pada Anak Usia Dini’ (UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalonfagan, 2024). 
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menghadapi tantangan tersendiri, terutama dalam menyeimbangkan antara penegakan 

hukum dengan kebebasan berekspresi dan prinsip keterbukaan di era demokrasi. 

Sebagian kelompok masyarakat mengkritik penerapan undang-undang ini yang 

dianggap cenderung membatasi ruang kebebasan individu dan kreatifitas. Oleh 

karena itu, para pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum harus mampu 

melaksanakan undang-undang ini secara proporsional dan bijaksana agar tidak 

menjadi alat represi yang berlebihan, tetapi tetap efektif dalam mencegah penyebaran 

pornografi.41 

Selain aspek hukum dan sosial, UU Pornografi juga merefleksikan 

kesepakatan moral dan budaya masyarakat Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai 

agama dan kearifan lokal. Hal ini terlihat dari pengaturan yang menekankan 

perlindungan terhadap budaya, seni, dan adat istiadat yang menjadi ciri khas 

masyarakat Indonesia. Dengan demikian, keberadaan undang-undang ini juga 

berfungsi sebagai upaya melestarikan nilai-nilai luhur bangsa sekaligus menghadapi 

tantangan globalisasi dan arus informasi digital yang sangat terbuka. Secara yuridis, 

UU Nomor 44 Tahun 2008 memberikan fondasi hukum yang kuat bagi penegakan 

hukum dalam bidang pornografi. Ketentuan alat bukti elektronik mulai dari rekaman 

video, foto, hingga dokumen digital turut menjadi dasar pembuktian dalam proses 

peradilan yang melibatkan perkara pornografi. Pelibatan teknologi informasi dalam 

proses pembuktian ini menunjukkan adaptasi hukum nasional terhadap 

perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari. 

Undang-undang tersebut juga mengatur tentang kewenangan dan koordinasi 

antar lembaga yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan pornografi. 

Kewenangan ini meliputi monitoring, penindakan, serta koordinasi dengan instansi 

lain seperti kepolisian, Kominfo, Kementerian Pendidikan, dan lembaga masyarakat. 

Kolaborasi ini sangat penting agar penanganan pornografi dapat dilakukan secara 

                                                           
 41Aji Handoko and Indah Sari, ‘Pertanggungjawaban Pidana Penyimpan Video Porno: Antara 

Norma Kesusilaan Dan Hak Privasi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 

Tahun 2008 Tentang Pornografi’, MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, Dan Viktimologi, 

1.2 (2024), 62–78. 
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menyeluruh dan terintegrasi sehingga hasilnya maksimal dalam meminimalisir 

dampak negatif pornografi terhadap masyarakat. Dalam hal penegakan hukum, UU 

Pornografi memuat mekanisme litigasi yang dapat memberi perlindungan kepada 

korban serta proses penegakan hukum terhadap pelaku dengan tetap menjunjung hak 

asasi manusia. Tindakan hukum dilakukan berdasarkan asas keadilan dan 

proporsionalitas agar norma hukum yang berlaku tidak menimbulkan tekanan yang 

berlebihan terhadap individu atau kelompok tertentu.42 

Adanya UU Nomor 44 Tahun 2008 juga berimplikasi terhadap peran aktif 

masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan edukasi, sosialisasi, 

dan pengawasan terhadap konten pornografi. Peran masyarakat sebagai bagian dari 

sistem kontrol sosial diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kolektif sehingga 

dapat turut mengawasi dan mencegah penyebaran pornografi di lingkungan sekitar. 

Selain itu, UU ini juga menjadi titik tolak pengembangan regulasi dan kebijakan 

lanjutan, terutama yang berkaitan dengan regulasi teknologi informasi dan 

komunikasi. Pemerintah secara bertahap mengembangkan aturan pelaksana dan 

kebijakan pendukung yang mendukung efektivitas undang-undang, termasuk 

peraturan yang mengatur penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi melalui 

internet serta media sosial. 

Perlindungan atas martabat manusia dalam konteks undang-undang ini 

menjadi sorotan penting, karena pornografi tidak hanya merusak moral tetapi juga 

berpotensi menghancurkan harga diri dan kehormatan individu yang terlibat, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, undang-undang menegaskan 

perlunya perlindungan hukum bagi korban dan penanganan yang adil terhadap 

pelaku. UU Nomor 44 Tahun 2008 tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat 

dengan sejumlah regulasi lain yang juga mengatur aspek keamanan dan etika dalam 

bermasyarakat, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-

                                                           
 42 Polhukam RI Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Pornografi Anak," 2023 
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Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan perundang-

undangan lainnya yang mengatur pidana dan perlindungan anak. 

Di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat, pemerintah dan 

lembaga terkait terus melakukan evaluasi untuk menyempurnakan pengaturan yang 

ada agar tetap relevan dan responsif terhadap perubahan zaman. Hal ini termasuk 

menghadapi tantangan berupa modus baru penyebaran materi pornografi yang kian 

kompleks seperti deepfake, virtual reality, dan konten ilegal berbasis teknologi 

terbaru. Dengan berbagai tantangan dan dinamika tersebut, maka implementasi UU 

Nomor 44 Tahun 2008 diharapkan tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai negara 

yang kuat dalam penegakan hukum pidana terhadap konten pornografi, tetapi juga 

sebagai negara yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai moral dan budaya dalam 

kehidupan masyarakat modern. Pada akhirnya, UU ini memiliki peran strategis dalam 

membangun generasi yang sehat, berkarakter, serta mampu menghadapi pengaruh 

globalisasi dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.43Secara keseluruhan, Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah instrumen hukum yang 

vital dalam usaha menjaga integritas moral dan sosial bangsa Indonesia. 

Keberadaannya mencerminkan keseriusan negara menghadapi problematika 

pornografi di era modern dan menjadi landasan yang kokoh bagi penegakan hukum, 

pendidikan moral, serta perlindungan masyarakat dari dampak negatif pornografi, 

khususnya generasi muda. 

Sanksi pidana bagi pelanggar Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 cukup 

tegas, mulai dari penjara hingga denda yang besar, sesuai dengan tingkat pelanggaran 

yang dilakukan. Misalnya, orang yang memproduksi atau menyebarkan pornografi 

dapat dikenai pidana penjara dan denda berat, begitu pula bagi yang meminjamkan, 

mengunduh, atau memiliki produk pornografi. UU ini juga menegaskan perlindungan 

khusus terhadap anak-anak dan remaja dari dampak negatif pornografi, mengingat 

                                                           
 43Ananda Rayhan Dumako, Dian Ekawaty Ismail, and Avelia Rahmah Y Mantali, ‘Hambatan 

Dalam Penerapan Regulasi Hukum Di Indonesia Dalam Mengatur Penyebaran Konten Bermuatan 

Pornografi Di Media Sosial’, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3.2 (2025), 1155–62. 
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pengaruh buruknya terhadap moral dan tatanan sosial bangsa. Secara filosofis, UU ini 

didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan ketentuan konstitusi yang menempatkan 

negara sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi norma kesusilaan dan agama. 

Dengan demikian, Undang-Undang Pornografi berfungsi sebagai payung hukum 

utama untuk menjaga moralitas masyarakat Indonesia, mencegah penyebaran 

pornografi, serta memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum terhadap pelaku 

tindak pidana pornografi di berbagai bentuk media, termasuk media elektronik.44 

B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan pembaruan dan 

penyempurnaan dari UU ITE yang lama untuk menyesuaikan dengan dinamika 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat, sehingga 

regulasi hukum yang mengaturnya pun harus lebih adaptif dan komprehensif. 

Pembaruan ini didasarkan pada kebutuhan agar ruang digital di Indonesia tidak hanya 

menjadi tempat pertukaran informasi dan transaksi secara efisien, tetapi juga aman, 

sehat, dan beretika sesuai nilai-nilai Pancasila serta perlindungan hak asasi manusia. 

UU ini mengatur berbagai aspek, mulai dari pengelolaan data pribadi, tanggung 

jawab penyelenggara sistem elektronik (PSE), sampai pada penanganan konten-

konten negatif seperti pornografi dan hoaks yang kerap merusak tatanan sosial dan 

moral masyarakat. Dengan memasukkan ketentuan-ketentuan baru dan memperkuat 

pasal-pasal yang ada, UU tersebut mewujudkan pengawasan yang lebih ketat 

terhadap aktivitas siber dan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi 

pengguna dan pelaku usaha digital.45 

                                                           
 44Aryo Fadlian, ‘Analisis Yuridis Terhadap Ancaman Cyberporn Bagi Pengguna Aplikasi X: 

1. Ancaman Cyberporn Sebagai Tindak Pidana Dunia Maya Bagi Pengguna Aplikasi X 2. Dampak 

Bagi Korban Kejahatan Cyberporn Dan Peran Cyberlaw Dalam Penanganan Tindak Pidana Du’, 

Juncto Delicti J. Law, 1 (2021), 106–31. 

 45Julizar Idris Idris and Achmad Supandi, ‘Evaluasi Kebijakan Undang-Undang Informasi 

Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia; Potret Bibliometric Analysis’, Transparansi: Jurnal Ilmiah 

Ilmu Administrasi, 7.1 (2024), 149–62. 
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Salah satu hal yang menjadi perhatian utama dalam UU No. 1 Tahun 2024 

adalah pemberian sanksi tegas terhadap penyebaran konten pornografi di dunia maya 

yang selama ini menjadi persoalan serius dalam pengendalian moral publik. Undang-

undang ini mengancam pelaku penyebaran konten pornografi dengan hukuman 

penjara maksimal enam tahun dan denda hingga satu miliar rupiah, sekaligus 

mewajibkan PSE untuk aktif melakukan penghapusan dan pemutusan akses secara 

cepat terhadap konten-konten yang terbukti melanggar aturan. Kewajiban ini tidak 

hanya menempatkan aparat penegak hukum sebagai pihak yang bertanggung jawab 

tetapi juga melibatkan para pengelola platform digital sebagai mitra strategis negara 

untuk menjaga ekosistem digital yang sehat dan bersih. Pelaporan dan penindakan 

terhadap pelanggaran pornografi pun bisa dilakukan lebih efektif dan responsif 

dengan adanya mekanisme yang terstruktur dan penegakan hukum yang modern. 

Dengan demikian, generasi muda dan masyarakat luas dapat terlindungi dari dampak 

negatif pornografi yang dapat merusak moral dan psikologis. 

Selain itu, UU ini juga memperkuat perlindungan atas data pribadi pengguna 

sistem elektronik dengan mewajibkan para PSE untuk menerapkan tata kelola dan 

keamanan data yang ketat. Dalam era digital yang serba terbuka, data pribadi menjadi 

komoditas penting yang jika tidak dikelola dan dilindungi dengan baik akan 

membuka celah pada kejahatan siber seperti pencurian identitas, penipuan, serta 

penyalahgunaan informasi. UU menetapkan bahwa pengumpulan, pengolahan, dan 

penyimpanan data harus dilakukan secara transparan, dengan persetujuan dari pemilik 

data, serta menjamin keamanan data dari akses tidak sah. Ketentuan ini tidak hanya 

memperkuat hak konsumen, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap teknologi digital dan transaksi daring. Dengan adanya perlindungan yang 

kuat, diharapkan partisipasi masyarakat dalam ekosistem digital akan semakin 

meningkat secara positif dan bertanggung jawab.46 

                                                           
46Suhaila Suhaila, Husni Husni, and Nuribadah Nuribadah, ‘PPerlindungan Hukum Terhadap Korban 

Penyebaran Foto dan Video Pornografi (Studi Penelitian Di Polres Kota Lhokseumawe)’, Jurnal 
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Perubahan signifikan lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2024 adalah pengenalan dan pengaturan detail tentang layanan sertifikasi elektronik 

yang meliputi tanda tangan elektronik, segel elektronik, dan penanda waktu 

elektronik. Hal ini menjadi fondasi penting untuk mendukung keabsahan dan 

keamanan transaksi digital yang semakin berkembang pesat di berbagai sektor, baik 

bisnis maupun pemerintahan. Dengan adanya sertifikasi elektronik, proses transaksi 

daring dapat memiliki nilai hukum yang sah dan dapat dipercaya secara hukum 

sehingga risiko penipuan dan kesalahan dapat diminimalisasi secara signifikan. 

Pengaturan ini mengakomodasi modernisasi bisnis digital serta mendorong pelaku 

usaha dan publik untuk lebih aktif menggunakan teknologi informasi sebagai sarana 

efisiensi dan transparansi. 

Terlebih lagi, UU ini secara eksplisit mengatur kewenangan pengawasan dan 

penindakan terhadap penyelenggara sistem elektronik dari luar negeri yang beroperasi 

di Indonesia melalui platform digital. Hal ini penting mengingat banyaknya layanan 

digital asing yang diakses oleh masyarakat Indonesia, sehingga para penyelenggara 

tersebut wajib mematuhi peraturan nasional terkait konten, keamanan data, dan 

pengelolaan pengguna agar sesuai dengan standar hukum Indonesia. Pengaturan ini 

sekaligus meningkatkan kedaulatan digital Indonesia di tengah arus globalisasi 

teknologi yang sangat terbuka dan cepat berevolusi. Negara pun memiliki mekanisme 

untuk melakukan tindakan hukum yang jelas apabila penyelenggara asing tersebut 

lalai atau melanggar aturan yang berlaku. Dengan demikian, hukum bisa ditegakkan 

secara adil dan merata tanpa melihat asal platform digital.47 

Penggunaan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan (artificial 

intelligence) juga diintegrasikan dalam UU ini sebagai alat bantu untuk melakukan 

pengawasan konten dan penindakan pelanggaran di ranah digital. AI memungkinkan 

deteksi otomatis terhadap konten yang melanggar hukum, mempercepat pemblokiran 

                                                           
 47Maria Asteria Bekti Rahayu and others, ‘Strategi Pengawasan Penyelenggara Sistem 

Elektronik (PSE)Lingkup Privat Direktorat Pengendalian APlikasi Infromatika Kementerian  

Komunikasi dan Informatika’, JEMBA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4.2 
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konten negatif seperti pornografi, ujaran kebencian, dan hoaks, sekaligus 

meminimalkan ketidaktepatan yang mungkin muncul jika pengawasan hanya 

dilakukan secara manual. Hal ini menjadi inovasi yang sangat dibutuhkan agar 

penegakan hukum digital dapat lebih efektif dan efisien di tengah volume transaksi 

dan komunikasi elektronik yang sangat besar. Di sisi lain, penggunaan teknologi ini 

juga diawasi oleh ketentuan yang melindungi privasi dan hak-hak pengguna agar 

tidak disalahgunakan oleh pihak yang berwenang atau operator platform.48 

UU No. 1 Tahun 2024 juga menguatkan pengaturan terhadap jenis kejahatan 

siber lain seperti penipuan digital, peretasan sistem elektronik, intimidasi, 

pencemaran nama baik, dan pengancaman yang dilakukan lewat media elektronik. 

Sanksi pidana yang lebih jelas dan tegas diberikan bagi pelaku kejahatan ini sebagai 

benteng perlindungan bagi individu maupun institusi agar tidak menjadi korban 

tindak kejahatan di dunia maya. Dengan adanya ketentuan ini, masyarakat merasa 

lebih terlindungi dan aparat hukum diberi ruang yang efektif untuk menindak para 

pelaku kejahatan siber. Di samping itu, penanganan kejahatan ini juga diimbangi 

dengan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat lebih waspada dan memahami 

penggunaan teknologi dengan bijak dan aman. 

Selain itu, penyebaran berita bohong atau hoaks yang secara sengaja dibuat 

dan disebarkan dengan tujuan merusak ketertiban umum, menciptakan keresahan, 

atau kerugian bagi masyarakat disanksi dengan ketentuan hukum yang tegas dalam 

UU ini. Fenomena hoaks menjadi salah satu ancaman utama bagi stabilitas sosial dan 

keamanan negara di era digital, sehingga penanganannya memerlukan strategi hukum 

dan teknologi yang cermat. UU mengatur langkah-langkah legal untuk menghentikan 

penyebaran hoaks secara cepat agar dampak negatifnya dapat diminimalisasi. 

Penegakan ini didukung oleh kerja sama berbagai lembaga negara serta penggunaan 
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Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam, 4.1 (2024), 29–50. 
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teknologi untuk mendeteksi dan menindak penyebaran konten bohong secara real-

time.49 

Aspek penting lain adalah pemantapan kepastian hukum dalam transaksi 

elektronik yang kini semakin pesat dan kompleks, sehingga UU ini menetapkan 

standar prosedur dan keamanan transaksi daring yang harus dipatuhi oleh pelaku 

usaha serta memberikan perlindungan hak konsumen. Regulasi ini menjawab 

tantangan perlindungan konsumen yang selama ini menjadi persoalan dalam transaksi 

digital, terutama terkait transparansi, keamanan pembayaran, dan hak mendapatkan 

informasi yang jelas dan benar. Dengan adanya kepastian hukum ini, kepercayaan 

masyarakat terhadap perdagangan elektronik dapat tumbuh dan mendukung 

pertumbuhan ekonomi digital nasional secara berkelanjutan. UU juga mengatur 

penyelenggaraan sistem pembayaran digital dan mekanisme penyelesaian sengketa 

yang lebih modern dan mudah diakses. 

Selain itu, UU No. 1 Tahun 2024 memberikan perhatian khusus pada 

pentingnya edukasi dan pembinaan masyarakat terutama generasi muda dalam 

penggunaan teknologi digital secara sehat, aman, dan produktif. Upaya edukasi ini 

diharapkan mampu mengurangi dampak negatif penyebaran konten berbahaya seperti 

pornografi, hoaks, serta penggunaan teknologi untuk kejahatan siber. Pemerintah dan 

lembaga terkait diarahkan untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai etika, literasi digital, 

dan budaya digital yang santun. UU ini mengajarkan bahwa teknologi bukan hanya 

soal kemudahan dan inovasi, tetapi juga memerlukan tanggung jawab moral dan 

sosial dalam pemanfaatannya.50 

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 meliputi berbagai 

aspek yang saling terkait dalam tata kelola teknologi informasi dan komunikasi 

nasional, mulai dari pengaturan konten, perlindungan data pribadi, keamanan siber, 

hingga penegakan hukum dan pengembangan teknologi. Regulasi ini menjadi 

                                                           
 49Wardatun Nabilah and others, ‘Implikasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik (UU-ITE) Terhadap Kerukunan Kehidupan Beragama Di Ruang Digital’, Dialog, 45.1 

(2022), 69–80. 

 50 Hukum Online, Jerat Hukum Pelaku Cracking Menurut UU PDP dan UU ITE 
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instrumen strategis yang memperkuat peran Indonesia di dunia digital global dengan 

menegakkan kedaulatan digital yang kokoh. Dengan kerangka hukum yang holistik 

dan modern, Indonesia dapat memanfaatkan peluang teknologi secara optimal 

sekaligus mengendalikan risiko yang mungkin muncul. Keberadaan UU ini juga 

merupakan fondasi untuk memperkuat inklusivitas digital dan pemerataan akses 

teknologi informasi di seluruh wilayah Indonesia. 

C. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 juga mengatur sanksi 

administratif terhadap penyelenggara sistem elektronik yang mengizinkan atau tidak 

mencegah penyebaran konten pornografi di platform mereka. Dalam konteks X, jika 

platform tidak mengambil langkah tegas untuk menghapus konten pornografi yang 

dilaporkan, mereka dapat dikenai sanksi administratif berupa denda hingga seratus 

juta rupiah per konten yang melanggar. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab 

tidak hanya pada pelaku penyebaran konten, tetapi juga pada penyedia layanan media 

sosial untuk menjaga agar platform mereka tidak digunakan sebagai sarana 

penyebaran pornografi.51 

Hal ini juga sesuai seperti pada contoh kasus perkara di kabupaten Pinrang 

pada putusan No.65/PID.SUS/2020/PN.PINRANG. Berdasarkan putusan ini 

terdakwa Aulia bin Sapri terbukti melakukan tindakan melawan hukum dengan 

kejahatan prostitusi online dengan ancaman penjara 3 tahun 6 bulan dan denda 

Rp200.000.000.- dengan pelanggaran dalam pasal 12 UU RI No.21 tahun 2007 

tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. 

Hal ini juga Sesuai pasal 29 UU Pornografi mengatur sanksi pidana bagi 

pelaku tindak pidana pornografi berupa hukuman penjara paling singkat 6 bulan dan 

paling lama 12 tahun serta denda hingga Rp6 miliar. Ketentuan ini berlaku bagi siapa 

saja yang memproduksi, memperbanyak, menyebarluaskan, atau menyediakan 

                                                           
 51Kanzun Muchfian, ‘Kewenangan Kemenkominfo Dalam Memblokir Akses Konten Asusila 

Di Media Sosial X’ (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022). 
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pornografi secara ilegal. Dalam konteks media sosial, pelaku yang menyebarkan 

konten pornografi di aplikasi X dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan ini. 

Besarnya ancaman pidana ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan 

mencegah penyebaran materi pornografi yang dapat merusak moral masyarakat.52 

Lebih lanjut, UU Pornografi juga mengatur pertanggungjawaban hukum bagi 

korporasi atau badan hukum yang terlibat dalam tindak pidana pornografi. Korporasi 

yang memfasilitasi produksi dan penyebaran konten pornografi dapat dikenai denda 

hingga tiga kali lipat dari ketentuan pidana denda yang berlaku untuk individu. Hal 

ini menegaskan bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya dibebankan kepada 

pelaku langsung, tetapi juga kepada entitas yang menyediakan ruang atau layanan 

bagi penyebaran konten pornografi, termasuk platform media sosial seperti X yang 

menyediakan fitur interaktif bagi penggunanya.53 

Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian tindak pidana pornografi di 

media sosial memerlukan alat bukti elektronik yang valid dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak 

hukum karena karakteristik konten digital yang mudah dimanipulasi dan 

disebarluaskan secara cepat. Oleh karena itu, proses pembuktian harus mengikuti 

prosedur hukum yang ketat agar dapat diterima di pengadilan, serta aparat penegak 

hukum harus meningkatkan kapasitas teknis dalam bidang forensik digital untuk 

menghadapi kasus-kasus yang melibatkan aplikasi seperti X.54 

Pasal 32 UU Pornografi melarang memiliki, menyimpan, dan 

mempertontonkan produk pornografi. Ketentuan ini sangat relevan terhadap 

                                                           
 52 Rianedo Anggriawan, Muhlizar Muhlizar, and Dian Mandayani Ananda Nasution, 

‘Pornografi Melalui Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang 

Pornografi Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid. B/2022/PN. Wat)’, Future Academia: The 

Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced, 3.1 (2025), 496–508. 

 53Hatarto Pakpahan and Crisjiatmoko mindika Dwimaylando, ‘Pertanggungjawaban Pidana 

Korporasi Dalam Cyber Pornografi’, Jurnal Cakrawala Hukum, 12.3 (2021), 274–83. 

 54Syifa Riski Ardiningtias, Sunardi Sunardi, and Herman Herman, ‘Forensik Digital Kasus 

Penyebaran Pornografi Pada Aplikasi Facebook Messenger Berbasis Android Menggunakan Kerangka 

Kerja National Institute of Justice’, JEPIN (Jurnal Edukasi Dan Penelitian Informatika), 7.3 (2021), 

322–28. 
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pengguna media sosial yang menyimpan atau menyebarkan konten pornografi di 

aplikasi X. Pengguna yang melanggar ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana, 

sehingga UU Pornografi memberikan perlindungan tidak hanya terhadap produksi 

dan penyebaran, tetapi juga terhadap kepemilikan konten pornografi. Hal ini penting 

untuk membatasi peredaran konten pornografi dan mencegah dampak negatifnya 

terhadap masyarakat.55 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 juga mengatur sanksi 

administratif terhadap penyelenggara sistem elektronik yang mengizinkan atau tidak 

mencegah penyebaran konten pornografi di platform mereka. Dalam konteks X, jika 

platform tidak mengambil langkah tegas untuk menghapus konten pornografi yang 

dilaporkan, mereka dapat dikenai sanksi administratif berupa denda hingga seratus 

juta rupiah per konten yang melanggar. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab 

tidak hanya pada pelaku penyebaran konten, tetapi juga pada penyedia layanan media 

sosial untuk menjaga agar platform mereka tidak digunakan sebagai sarana 

penyebaran pornografi.56 

Selain itu, penyedia layanan atau platform digital juga memiliki tanggung 

jawab hukum untuk mencegah penyebaran konten pornografi di platform mereka. 

Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 30 UU Pornografi mengatur sanksi bagi penyedia jasa yang 

memfasilitasi penyebaran konten pornografi, termasuk platform media sosial seperti 

X. Penyedia platform diharapkan melakukan moderasi konten secara aktif dan 

bertanggung jawab dengan menerapkan kebijakan yang ketat serta teknologi filter 

untuk mencegah penyebaran konten pornografi, sebagai bagian dari upaya kolektif 

menjaga ekosistem digital yang sehat dan sesuai norma hukum.57 

                                                           
 55Indah Maya Sari Ritonga, ‘Kritik Restorative Justice Dalam Kasus Pelecehan Seksual Di 

Pesantren: Analisis Undang-Undang No. 12 Tahun 2022’, Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan 

Hukum Pidana Islam, 2024. 

 56Andre Arya Pratama Andre Arya Pratama and others, ‘Hukum dan Era Digital:Mekanisme 

Pnegajuan Restitus Secara Online (E-Restitution) Terhadap Anak korban Tindak Pidana Kekerasann 

Seksual: Konspesi dan Dinamika’, 2022. 

 57Natanael Hiskia Mongkau, Herlyanty Yuliana A Bawole, and Altje Musa, ‘Penegakkan 

Hukum Terhadap Penyalhgunaan Kecerdasan Buatan Dengan Cara Memanipulasi Wajah Seseorang 

Ke Dalam Gambar Atau Video Porno’, Lex Administratum, 13.2 (2025). 
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Penegakan hukum terhadap penyebaran pornografi di media sosial masih 

menghadapi kendala seperti perbedaan persepsi masyarakat mengenai apa yang 

dikategorikan sebagai pornografi dan batasan kebebasan berekspresi di dunia maya. 

Perbedaan interpretasi ini menyebabkan penerapan hukum tidak selalu konsisten dan 

terkadang menimbulkan kontroversi. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang 

lebih mendalam dan sosialisasi hukum yang efektif agar masyarakat dapat memahami 

batasan-batasan yang diatur dalam perundang-undangan.58 

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pornografi di media sosial 

menjadi aspek penting yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan ketentuan 

lain dalam UU Pornografi. Korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan 

dan keadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses hukum harus 

memberikan ruang bagi perlindungan tersebut, termasuk hak untuk melaporkan, 

mendapatkan pendampingan hukum, dan pemulihan psikologis. Hal ini menjadi 

bagian dari upaya negara dalam memberikan keadilan dan perlindungan bagi 

masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana pornografi.59 

Penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebar konten pornografi di media 

sosial memerlukan sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum, penyedia 

platform, dan masyarakat. Penyedia platform diharapkan melakukan moderasi konten 

secara proaktif dengan menggunakan teknologi filter dan sistem pelaporan yang 

efektif untuk mengidentifikasi dan menghapus konten pornografi secara cepat. 

Kolaborasi ini menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan 

bebas dari konten negatif.60 

                                                           
 58 Suryani Suryani and HAYG Wibisono, ‘Hubungan Paparan Media Pornografi Dengan 

Persepsi Remaja Tentang Seksual Pranikah Di Smk Wipama Kabupaten Tangerang’, Nusantara 

Hasana Journal, 1.1 (2021), 102–9. 

 59Muh Taufik Darmawan, Amir Junaidi, and Ariy Khaerudin, ‘Penegakan Hukum Terhadap 

Penyalahgunaan Deepfake Pada Pornografi Anak Di Era Artifical Intelegence Di Indonesia’, Jurnal 

Penelitian Serambi Hukum, 18.01 (2025), 42–54. 

 60Robbil Iqsal Mahendra, ‘Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi’, 

Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), 2.2 (2021), 126–34. 
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Tantangan utama dalam penegakan hukum pornografi di media sosial adalah 

karakteristik konten digital yang mudah disebarluaskan dan sulit dilacak pelakunya. 

Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas teknis dalam 

forensik digital serta memperkuat regulasi agar dapat mengikuti perkembangan 

teknologi dan pola penyebaran konten pornografi yang semakin kompleks di platform 

seperti X. Pendekatan yang adaptif dan kolaboratif sangat diperlukan untuk mengatasi 

hambatan tersebut.61 

Perkembangan teknologi informasi yang pesat menuntut penyesuaian regulasi 

dan strategi penegakan hukum agar efektif mengatasi penyebaran pornografi di media 

sosial. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus terus mengembangkan metode 

investigasi digital dan memperkuat kerja sama dengan penyedia platform sepertiX 

untuk meminimalisir penyebaran konten pornografi. Hal ini penting untuk menjaga 

keamanan dan moralitas masyarakat di tengah kemajuan teknologi digital yang 

semakin kompleks.62 

Permasalahan pornografi di aplikasi X (Twitter) dipengaruhi oleh dua faktor 

utama yang memiliki dampak ketentuan pidana, yakni: 

1. Ketidaksesuaian dan keterbatasan aturan dalam KUHP 

Faktor pertama yang paling penting mencakup aturan. Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia mengatur tindak pidana pornografi secara 

terbatas dalam Pasal 282 dan Pasal 283 yang mengacu pada kejahatan terhadap 

kesusilaan, namun pengaturan ini tidak memadai untuk mengakomodasi berbagai 

bentuk pornografi yang berkembang pesat, terutama yang melibatkan teknologi 

digital dan internet. Ketidaktepatan pengaturan ini menyebabkan kesulitan dalam 

                                                           
 61Mongkau, Bawole, and Musa. 

 62Gomgom T P Siregar and Indra Purnanto S Sihite, ‘Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku 

Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik’, Jurna Rectyum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 3.1 (2020), 1–11. 
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penegakan hukum karena norma yang ada tidak cukup spesifik dan tidak mencakup 

seluruh aspek tindak pidana pornografi modern.63 

Selain itu, perbedaan sanksi pidana antara KUHP dan Undang-Undang 

Pornografi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. UU Pornografi 

memberikan sanksi yang lebih berat dibandingkan KUHP untuk perbuatan yang 

sama, seperti membacakan, memperdengarkan, atau mempertontonkan muatan 

pornografi. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum terkadang bingung dalam 

memilih dasar hukum yang tepat, sehingga penegakan hukum menjadi tidak 

konsisten.64 

Ketidakjelasan dalam KUHP juga berdampak pada perlindungan hukum bagi 

korban, terutma dalam konteks penyebaran konten pornografi melalui media 

elektronik. KUHP belum mengatur mekanisme yang memadai untuk menangani 

kasus pornografi berbasis teknologi informasi, sehingga penanganan kasus-kasus 

tersebut seringkali terhambat oleh keterbatasan aturan hukum yang ada.65 

Perkembangan teknologi yang pesat menuntut adanya pembaruan hukum 

pidana agar dapat mengatur tindak pidana pornografi secara komprehensif dan 

efektif. Pembaruan ini harus mencakup definisi yang jelas, sanksi yang proporsional, 

serta mekanisme penegakan hukum yang sesuai dengan karakteristik kejahatan 

pornografi di era digital, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi semua 

pihak.66 

Selain itu, ketidakselarasan antara KUHP dan undang-undang sektoral seperti 

UU Pornografi dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menimbulkan 

                                                           
 63Brolin Rongkene, ‘Tindak Pidana Pornografi Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 

44 Tahun 2008 Tentang Pornografi’, Lex Crimen, 9.1 (2020). 

 64 Darin Nur Aini Muthiah and Mukhtar Zuhdy, ‘Pertimbangan Hakim Dalam Memutus 

Perkara Tindak Pidana Pornografi’, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), 

2.1 (2021), 42–53. 

 65Annisa Rahayu, ‘erlindungan Hukum Bagi korban Tindak Pidana Malicious Distribution 

(Anvcaman Penyebaran) Konten Pornografi DI Indonesia’, Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan 

Penanggulangan Kejahatan, 11.1, 56–68. 

 66 Maudy Rohaini and Efridani Lubis, ‘Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pidana 

Pornografi Melalui Media Sosial’, Jurnal Hukum Jurisdictie, 4.2 (2022), 87–113. 
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tumpang tindih kewenangan dan multitafsir dalam penerapan hukum. Hal ini 

memperumit proses penyidikan dan penuntutan, serta mengurangi efektivitas 

penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi.67 

Sebagai bagian dari upaya penegakan hukum di era digital, penyelarasan 

dilakukan melalui pengembangan infrastruktur teknologi seperti platform video 

konferensi dan sistem e-court. Dengan memfasilitasi pengajuan berkas perkara secara 

elektronik, proses administratif menjadi lebih efisien dan memungkinkan penanganan 

perkara, termasuk tindak pidana di dunia maya seperti penyebaran pornografi, dapat 

dilakukan secara lebih optimal. Namun, efektivitas penerapan undang-undang seperti 

UU ITE sangat bergantung pada adanya laporan atau aduan dari masyarakat atau 

korban. Tanpa adanya aduan, proses hukum sulit untuk berjalan ke tahap persidangan 

meskipun aturan sudah mengatur secara lengkap. Oleh karena itu, selain 

pengembangan teknologi dan infrastruktur, perhatian terhadap pelatihan aparat 

penegak hukum juga penting agar mereka mampu mengelola sistem secara maksimal 

dan memahami pentingnya peran aktif masyarakat dalam melaporkan tindak pidana 

agar penegakan hukum dapat berjalan efektif. 

Ketidaksesuaian pengaturan dalam KUHP juga memunculkan perbedaan 

perlakuan dalam proses hukum acara pidana, seperti penahanan dan penuntutan, yang 

dapat menimbulkan ketidakadilan bagi tersangka maupun korban. Oleh karena itu, 

harmonisasi antara KUHP dan undang-undang sektoral sangat diperlukan untuk 

menghindari kekeliruan dalam penerapan hukum.68 

Selain itu, harmonisasi aturan juga penting untuk mengatur pembagian tugas 

dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pencegahan dan 

penanganan tindak pidana pornografi. Ketidakjelasan kewenangan ini dapat 

                                                           
 67Audrin Fransisco Moningkey, ‘Penegakan Hukum Penjualan Barng Pornografi di indonesia 

Mneurut Aturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kebijakan dan Pengaturan 

Impor’, Lex Privatum 13.5 (2024). 

 68Andi Marlina, ‘Tindak Pidana Umum (Memahami Delik Delik Dalam KUHP)’ (Makassar: 

Yayasan Barcode, 2020). 
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menimbulkan tumpang tindih dan menghambat pelaksanaan program pencegahan 

secara efektif di tingkat daerah. 

Dengan demikian, penanganan tindak pidana pornografi di media sosial 

menuntut pendekatan hukum yang tegas dan terstruktur, terutama dalam hal 

pembuktian dan penegakan aturan. Dalam proses hukum, aparat penegak hukum 

harus mampu menguraikan secara jelas unsur-unsur pelanggaran yang terdapat dalam 

undang-undang, seperti niat dan tindakan pelaku yang secara sengaja menyebarkan 

konten pornografi. Tantangan terbesar sering muncul dari fakta bahwa pelaku dapat 

menyembunyikan identitasnya dengan mudah di dunia maya, sehingga penyidikan 

membutuhkan metode yang cermat dan teknologi yang memadai untuk mengungkap 

pelaku sebenarnya.69 

Selain itu, pengumpulan bukti elektronik menjadi aspek yang sangat penting 

dalam proses peradilan kasus pornografi online. Bukti yang diperoleh harus 

dipastikan keasliannya dan diperoleh melalui prosedur yang sah agar dapat diterima 

di pengadilan. Hal ini memerlukan keahlian khusus dalam bidang teknologi informasi 

dan forensik digital agar bukti tersebut dapat dianalisis dengan tepat dan tidak 

menimbulkan keraguan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak 

pidana pornografi di media sosial harus didukung oleh kemampuan teknis dan 

pemahaman hukum yang mendalam agar proses peradilan dapat berjalan efektif dan 

adil. 

2. Perkembangan teknologi dan internet dan aspek perlindungan terhadap 

anak remaja 

Terkait dengan faktor kedua, yaitu faktor perkembangan teknologi dan 

internet.Perkembangan pesat teknologi dan internet telah mengubah lanskap 

komunikasi dan informasi secara drastis, tak terkecuali bagi anak dan remaja. Namun, 

di balik kemudahan akses ini, muncul ancaman serius, salah satunya adalah tindak 
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pidana pornografi, yang kini merajalela di berbagai platform digital, termasuk 

aplikasi X. Kemudahan dalam mengunggah, menyebarkan, dan mengakses konten 

tanpa filter menjadikan platform ini rentan terhadap penyalahgunaan. Ironisnya, 

literasi digital yang belum merata di kalangan remaja seringkali membuat mereka 

mudah terpapar, bahkan menjadi korban eksploitasi pornografi, menandakan betapa 

krusialnya aspek perlindungan dalam ekosistem digital saat ini.70 

Dalam penanganan kasus terkait pornografi digital, seringkali ditemukan 

kompleksitas yang signifikan dalam upaya pembuktian. Sifat konten digital yang 

mudah dihapus, dienkripsi, atau disebarkan secara anonim melalui berbagai platform 

terutama pada aplikasi Xmenjadi kendala utama.Pelaku sering memanfaatkan fitur-

fitur platform untuk menyamarkan identitas atau jejak digital mereka, membuat 

proses pelacakan dan pengumpulan bukti awal menjadi sangat menantang. Hal ini 

membutuhkan keahlian khusus dalam analisis forensik digital untuk mengungkap 

informasi yang relevan dan valid secara hukum 

Penanganan tindak pidana pornografi digital menunjukkan bahwa identitas 

akun, baik anonim maupun resmi, tidak membebaskan pelaku dari tanggung jawab 

hukum. Siapa pun yang terlibat dalam penyebaran konten pornografi tetap dapat 

dijerat oleh hukum yang berlaku. Akun anonim memang lebih sulit dilacak karena 

tidak terhubung langsung dengan identitas pribadi, namun jejak digital yang 

ditinggalkan pada setiap aktivitas daring dapat ditelusuri dengan bantuan keahlian 

dan teknologi dari tim siber. Sementara itu, akun resmi yang menggunakan data 

pribadi justru lebih mudah untuk diidentifikasi dan ditindak secara hukum. Hal ini 

membuktikan bahwa di era digital, tidak ada tindakan yang benar-benar bisa 

disembunyikan, dan hukum akan tetap berjalan seiring dengan keterbukaan informasi 

dan kemajuan teknologi. 
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Hukum menegaskan bahwa penggunaan akun anonim tidak membebaskan 

pelaku dari tanggung jawab pidana. Meskipun sulit dilacak, jejak digital yang 

ditinggalkan selama aktivitas online dapat diungkap melalui teknologi dan keahlian 

tim siber, sehingga pelaku tetap dapat diidentifikasi dan diproses hukum. Akun resmi 

dengan data pribadi bahkan lebih mudah untuk ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan 

bahwa di era digital, tindakan penyebaran konten pornografi tidak dapat sepenuhnya 

disembunyikan dari penegakan hukum yang terus berkembang seiring teknologi. 

Dalam persidangan perkara pornografi di internet, penilaian hakim terhadap alat 

bukti digital menjadi sangat krusial. Hakim akan secara cermat mengevaluasi 

validitas dan keaslian bukti yang diajukan oleh penyidik, seperti tangkapan layar, 

riwayat percakapan, metadata file, hingga jejak login aktivitas online. Proses ini 

memerlukan pemahaman mendalam tentang forensik digital untuk memastikan 

bahwa bukti tidak dimanipulasi atau direkayasa. Hakim juga akan 

mempertimbangkan bagaimana bukti-bukti tersebut diperoleh, memastikan tidak ada 

pelanggaran prosedur hukum yang dapat mencederai keabsahan bukti. Kehati-hatian 

dalam penilaian ini sangat penting demi tercapainya keadilan, mengingat karakter 

bukti digital yang rentan terhadap perubahan.71 

Selain aspek teknis bukti, hakim juga akan menyoroti keterkaitan antara bukti 

digital dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Penilaian tidak hanya 

berhenti pada ada atau tidaknya konten pornografi, tetapi juga apakah ada niat jahat 

(mens rea) dari pelaku dalam menyebarkan atau memproduksi konten tersebut, serta 

apakah ada unsur eksploitasi terhadap anak atau remaja. Hakim akan menggali motif 

pelaku, dampak yang ditimbulkan pada korban, dan sejauh mana pelaku memahami 

konsekuensi hukum dari perbuatannya.  

Dalam penanganan perkara kesusilaan yang melibatkan konten digital, proses 

pembuktian memegang peranan sentral. Meskipun bukti yang dihadirkan bersifat 
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elektronik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah 

mengatur secara khusus keabsahan dokumen atau informasi elektronik sebagai alat 

bukti dalam perkara pidana, termasuk pornografi. Namun, sesuai dengan ketentuan 

Pasal 184 KUHAP, bukti elektronik tidak berdiri sendiri, melainkan harus didukung 

oleh alat bukti lain yang sah seperti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan 

keterangan terdakwa. Pengadilan mempersyaratkan adanya minimal dua alat bukti 

yang sah dan saling mendukung agar dapat meyakini terpenuhinya unsur tindak 

pidana kesusilaan yang didakwakan.72 

Perlindungan anak dan remaja menjadi sangat penting di tengah tantangan ini. 

Orang tua sering kesulitan mengawasi penggunaan internet anak karena fitur aplikasi 

perpesanan dan penyamaran identitas yang memungkinkan aktivitas tanpa terdeteksi. 

Ditambah lagi, kurangnya kesadaran di kalangan remaja tentang bahaya pornografi 

dan tekanan teman sebaya dapat mendorong mereka mengakses atau menjadi korban 

konten eksploitasi. Fenomena ini memicu risiko pergaulan bebas dan dampak 

psikologis serius bagi mereka, sehingga perlindungan dan edukasi digital yang lebih 

intensif sangat dibutuhkan. 

Dengan demikian,perlindungan terhadap anak remajamenghadapi tantangan 

serius di tengah derasnya arus informasi digital. Orang tua seringkali kesulitan 

memantau aktivitas anak-anak mereka di dunia maya, terutama dengan adanya 

aplikasi perpesanan dan fitur penyamaran yang memungkinkan akses tersembunyi. 

Selain itu, kurangnya kesadaran akan bahaya pornografi di kalangan remaja itu 

sendiri, serta tekanan teman sebaya untuk mengonsumsi konten tersebut, menjadi 

pengaruh yang berdampak negatif kepada anak. Hal ini juga menjadi 
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pemicukeingintahuan tentang pergaulan bebas di dalam dunia maya, sehingga sering 

kali anak menjadi korban pornografi di sosial media terutama X.73 
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BAB III 

SANKSI HUKUMAN DAN IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM  

POSITIF DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI 

TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI X 

A. Sanksi Hukum terhadap Tindak Pidana Pornografi di X Berdasarkan 

Hukum Positif 

Sanksi hukum terhadap tindak pidana pornografi di X berdasarkan hukum 

positif di Indonesia mengacu pada sejumlah peraturan yang secara tegas mengatur 

dan melarang penyebaran konten pornografi melalui media sosial. Undang-Undang 

Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menjadi landasan utama yang mengatur 

semua bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pornografi, termasuk penyebaran 

melalui platform digital seperti X. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa setiap 

orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, 

memperjualbelikan, menyewakan, menawarkan, hingga menyebarluaskan pornografi 

dapat dikenakan sanksi pidana yang cukup berat.74 

Penyebaran konten pornografi di Xdianggap sebagai perbuatan melanggar 

hukum apabila konten tersebut memenuhi unsur pornografi sebagaimana diatur dalam 

Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang mencakup materi yang memperlihatkan 

persenggamaan, ketelanjangan, kekerasan seksual, dan konten pornografi anak. 

Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi aparat penegak 

hukum untuk menindak pelaku yang menyalahgunakan media sosial untuk tujuan 

pornografi, sehingga para pengguna platform digital tidak lepas dari pengawasan 

hukum meskipun aktivitasnya berlangsung di dunia maya. 

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pornografi 

berdasarkan UU Pornografi sangat beragam, mulai dari pidana penjara selama enam 
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bulan hingga dua belas tahun, dan bahkan sampai lima belas tahun dalam kasus-kasus 

tertentu yang dinilai sangat memberatkan. Selain pidana penjara, pelaku juga dapat 

dikenakan denda yang nilainya sangat besar, mulai dari ratusan juta rupiah sampai 

miliaran rupiah. Besaran sanksi ini dipandang sejalan dengan tingkat dampak negatif 

yang ditimbulkan oleh penyebaran pornografi, karena tidak hanya merugikan korban 

secara pribadi, tapi juga mencemari norma sosial dan moral masyarakat luas. 

Selain UU Pornografi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menegaskan bahwa penyebaran 

informasi elektronik yang mengandung muatan melanggar kesusilaan, termasuk 

pornografi, dapat dikenakan sanksi hukum. Perubahan ini juga memperkuat aspek 

pembuktian dan penanganan tindak pidana yang berhubungan dengan konten digital 

sehingga penegakan hukum terhadap pelaku dapat lebih efektif.Pasal 27 ayat (1) UU 

ITE melarang setiap orang untuk menyebarkan konten yang mengandung unsur 

pornografi melalui media elektronik, dan apabila dilanggar dapat dijatuhi pidana 

penjara sampai enam tahun dan denda hingga satu miliar rupiah, sebagai upaya 

memperkuat mekanisme penegakan hukum di ranah cyber.75 

Penggunaan kedua undang-undang ini secara bersamaan memungkinkan 

penegak hukum untuk melakukan penuntutan secara lebih efektif terhadap pelaku 

penyebaran konten pornografi di X. Misalnya, dalam praktik peradilan, terdakwa 

yang terbukti menyebarkan gambar atau video pornografi melalui X dapat dikenakan 

dakwaan berlapis berdasarkan pasal-pasal dari UU Pornografi dan UU ITE, sehingga 

memberikan efek hukum yang lebih tegas dan memadai untuk meredam penyebaran 

konten ilegal tersebut.Selain ketentuan sanksi pidana, hukum positif juga mengatur 

pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pornografi melalui media sosial. 

Dalam proses hukum, pembuktian penyebaran pornografi melalui X didasarkan pada 

bukti elektronik yang didapat, seperti rekaman layar (screenshot), tautan URL, hingga 

metadata akun yang digunakan untuk menyebarkan konten tersebut. Kekuatan dan 
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keabsahan bukti elektronik ini menjadi sangat penting agar penyidikan dan 

penuntutan dapat berjalan sesuai prosedur dan menghasilkan putusan yang sah. 

Sanksi tambahan berupa pencabutan izin akses akun X atau pemblokiran juga 

dapat menjadi bagian dari tindakan penegakan hukum, terutama jika penyebaran 

pornografi dilakukan secara masif dan terus-menerus. Ini merupakan langkah 

preventif yang memungkinkan penyelenggara platform untuk bekerja sama dengan 

aparat hukum dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) guna 

menekan peredaran konten pornografi yang merugikan banyak pihak.Dalam 

penegakan hukumnya, hakim juga mempertimbangkan bahwa pelaku tindak pidana 

pornografi di X dilakukan dengan beragam modus. Ada yang memproduksi dan 

menyebarkan konten secara langsung, namun ada juga yang sekadar menjadi 

perantara atau penyebar ulang (share/retweet). Seluruh aktivitas ini dapat dikenai 

sanksi pidana sesuai dengan posisinya dalam rantai penyebaran materi pornografi, 

sehingga tidak ada pelaku yang luput dari pertanggungjawaban hukum.76 

Tidak hanya penjatuhan pidana, proses peradilan juga memberikan ruang bagi 

penerapan restorative justice apabila pelaku menunjukkan itikad baik dan penyesalan, 

terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan korban yang merupakan pihak ketiga 

atau korban tidak langsung. Hal ini menjadi bagian dari strategi hukum yang tidak 

semata-mata menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan pemulihan sosial.77 

Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi di X pun 

harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas, agar tidak 

menimbulkan ketidakadilan baru, misalnya dengan mempertimbangkan aspek usia 

pelaku, apakah pelaku pemula atau pengguna yang tidak memahami konsekuensi 

hukum secara penuh. Ini penting agar penegakan hukum dapat berfungsi sebagai 

sarana edukasi hukum selain sebagai alat hukuman. 
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Beberapa putusan pengadilan menyatakan bahwa konten pornografi yang 

bersifat pribadi dan dibuat untuk konsumsi sendiri tidak selalu bisa dikenai sanksi, 

jika tidak disebarkan ke publik. Ketentuan ini menegaskan batasan dalam hukum 

positif terkait perlindungan privasi dan kebebasan berekspresi, sehingga perbuatan 

yang menjadi perhatian utama adalah penyebaran atau penyiaran materi pornografi ke 

publik, terutama di platform seperti X yang bersifat terbuka. 

Berbagai peraturan pelengkap juga terlibat dalam penanganan tindak pidana 

pornografi di X, misalnya Peraturan Menteri Kominfo yang mengatur mekanisme 

pelaporan dan pemblokiran konten negatif serta koordinasi antar lembaga penegak 

hukum. Ini memperlihatkan bahwa penegakan sanksi pidana bukan hanya tugas polisi 

dan kejaksaan, tetapi juga melibatkan berbagai pihak dalam ekosistem digital.Selain 

itu, sanksi administrasi juga dapat dikenakan kepada pelaku, misalnya dalam bentuk 

pencabutan hak akses atau pembekuan akun secara sementara. Hal ini memberikan 

efek langsung yang dapat mencegah kerusakan lebih luas akibat penyebaran 

pornografi di X, dan membantu mempersempit ruang gerak pelaku sebelum proses 

pidana selesai.78 

Kewenangan Kominfo sebagai regulator dan penegak aturan internet sangat 

penting dalam mendukung pemberian sanksi hukum positif terhadap tindak pidana 

pornografi di X. Kominfo dapat melakukan pemblokiran situs atau akun yang 

menyebarkan konten ilegal sesuai permintaan penegak hukum, sehingga hukum 

positif dalam Praktiknya menjadi efektif menekan penyebaran pornografi di ranah 

media sosial.Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pornografi di X juga 

melihat dari aspek peran serta anggota masyarakat lain yang turut menyebarkan 

konten tersebut. Dalam hukum positif di Indonesia, siapa pun yang ikut serta 

menyebarkan, mengajak, atau membantu memperbanyak pornografi dapat dijerat 

pidana sesuai dengan ketentuan pasal yang berlaku, sehingga pemberantasan 
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pornografi harus dilakukan secara menyeluruh melibatkan semua pihak.Ketatnya 

ancaman sanksi pidana sesuai hukum positif juga dimaksudkan untuk memberikan 

efek jera yang tinggi bagi masyarakat pengguna media sosial. Dengan hukuman yang 

berat, diharapkan para pelaku akan berpikir dua kali sebelum menyebarkan konten 

pornografi di X, sehingga kebijakan hukum ini dapat memberi kontribusi pada 

pemenuhan nilai-nilai kesusilaan dan moral masyarakat.79 

Dalam pelaksanaannya, aparat kepolisian dan kejaksaan melakukan pelatihan 

khusus dalam bidang forensik digital untuk meningkatkan kemampuan menangani 

kasus pornografi di internet tak terkecuali X. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan 

hukum positif terus ditingkatkan kualitasnya agar proses penyidikan dan penuntutan 

berjalan optimal, dan sanksi hukum dapat diterapkan dengan tepat.Selain itu, kerja 

sama internasional juga menjadi faktor penting dalam menindak kejahatan pornografi 

dunia maya yang lintas batas negara. Mengingat banyak konten dan pelaku berasal 

dari luar negeri, hukum positif Indonesia mengakomodasi kerja sama lintas negara 

melalui mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) untuk mengusut dan menjerat 

pelaku yang menyebarkan pornografi ke warga negara Indonesia melalui X. 

Upaya sosialisasi hukum positif terkait sanksi pornografi di X juga giat 

dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Edukasi mengenai larangan dan 

ancaman hukuman bagi penyebaran pornografi penting untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut, sekaligus 

memperkuat budaya hukum yang menghormati norma kesusilaan.Selain aspek 

pidana, pendekatan preventif juga digalakkan melalui berbagai kampanye anti-

pornografi digital yang menyasar kalangan jelata agar mereka memahami 

konsekuensi hukum dan sosial dari tindak pidana pornografi. Dengan penegakan 
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hukum positif yang jelas dan sosialisasi yang masif, diharapkan penyebaran konten 

pornografi di Xdapat diminimalisir secara signifikan.80 

Pelaku yang mengedarkan konten pornografi di X yang melibatkan anak di 

bawah umur mendapat penanganan yang lebih serius dan sanksi yang jauh lebih 

berat. Ini sesuai dengan ketentuan tambahan dalam UU Perlindungan Anak yang 

melengkapi UU Pornografi dan UU ITE, sehingga aspek perlindungan terhadap anak 

menjadi prioritas dalam pemberian sanksi.Tidak hanya itu, dalam praktik peradilan, 

hakim memperhatikan juga apakah pelaku melakukan tindak pidana secara berulang. 

Recidivism menjadi faktor yang memperberat hukuman guna memberikan sinyal 

jelas bahwa pengulangan tindak pidana pornografi di X tidak akan ditoleransi oleh 

sistem hukum Indonesia. 

Dalam putusan pengadilan, hakim pun sering menimbang keadaan yang 

meringankan pelaku, seperti itikad baik untuk memperbaiki diri, pengakuan 

kesalahan, dan tidak adanya unsur eksploitasi anak atau kekerasan dalam penyebaran 

konten, sehingga penerapan sanksi tidak selalu bersifat kaku tapi tetap 

berkeadilan.Tidak kalah penting, sanksi hukum tersebut juga harus diimbangi dengan 

mekanisme perlindungan korban, terutama korban penyebaran video atau gambar 

yang tidak memiliki izin. Hukum positif mengatur bahwa korban berhak mengajukan 

gugatan dan mendapatkan restitusi atas kerusakan psikologis dan sosial yang dialami 

akibat penyebaran konten pornografi di media sosial.81 

Penegakan hukum positif dalam kasus pornografi di X merupakan bagian dari 

upaya menjaga ketertiban sosial dan perlindungan moral bangsa. Dengan adanya 

sanksi tegas yang diatur melalui undang-undang, diharapkan masyarakat semakin 

sadar akan batas-batas legal dalam menggunakan media sosial, sehingga penyebaran 

konten pornografi dapat ditekan.Secara keseluruhan, sanksi hukum terhadap tindak 
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pidana pornografi di X menunjukkan kesinambungan antara norma hukum positif 

dengan dinamika teknologi informasi. Regulasi yang ada memberikan kerangka 

hukum yang cukup kuat dan praktis dalam menanggulangi kejahatan pornografi di 

media sosial, sekaligus membuka ruang penegakan hukum yang adaptif serta 

responsif terhadap perkembangan teknologi digital. 

Dengan sanksi yang jelas dan implementasi hukum positif yang konsisten, 

diharapkan efek jera yang kuat dapat muncul terhadap pelaku penyebaran pornografi 

di X. Hal ini juga mendorong pengguna media sosial agar lebih berhati-hati dan 

bertanggung jawab dalam membagikan konten di dunia maya.Penegakan hukum 

positif dalam tindak pidana pornografi di X merupakan bagian penting dari upaya 

menjaga keamanan dan stabilitas digital nasional. Melalui sanksi pidana yang relevan 

dan adanya koordinasi antar lembaga hukum, diharapkan Indonesia mampu 

menciptakan ruang digital yang lebih bersih dan aman dari penyebaran konten 

pornografi yang merugikan.82 

Akhirnya, penguatan regulasi dan penegakan hukum akan terus menjadi 

perhatian utama pemerintah dan penegak hukum dalam mengantisipasi peningkatan 

kasus pornografi di media sosial. Kesiapan hukum positif dalam memberikan sanksi 

terhadap pelaku pornografi di X merupakan bukti nyata keseriusan negara dalam 

melindungi warganya dari kejahatan siber yang dapat merusak tatanan moral dan 

sosial bangsa. 

B. Implementasi Penegakan Hukum Positif dalam Menangani Perkara 

Pornografi diX 

Implementasi penegakan hukum positif dalam menangani perkara pornografi 

di X merupakan suatu proses yang kompleks dan memerlukan koordinasi antar 

berbagai lembaga penegak hukum serta pemanfaatan teknologi modern. Media sosial 

seperti X menjadi sarana penyebaran konten pornografi yang sangat cepat dan luas, 

maka penegakan hukum harus adaptif dan responsif terhadap dinamika teknologi 
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informasi serta pola kejahatan siber yang berkembang. Undang-Undang Nomor 44 

Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi dasar hukum utama yang 

digunakan dalam menerapkan sanksi dan penindakan terhadap pelaku.83 

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum melaksanakan penyidikan dan 

penuntutan berdasarkan bukti digital yang diperoleh dari platformX. Bukti berupa 

tangkapan layar, metadata akun, hingga rekaman percakapan elektronik menjadi 

krusial untuk membuktikan kesalahan pelaku. Namun, pembuktian ini tidak mudah 

mengingat konten pornografi dapat dengan cepat dihapus dan akun penyebar dapat 

menggunakan identitas palsu atau anonim. Oleh sebab itu, kepolisian dan kejaksaan 

terus mengembangkan kemampuan forensik digital agar dapat menelusuri jejak 

digital dengan tepat dan efektif. 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memegang peranan 

penting dalam mendukung penegakan hukum tersebut melalui implementasi 

teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Sistem AI yang dioperasikan 

Kominfo mampu melakukan deteksi otomatis hingga 80-85% dari konten visual dan 

teks dengan tingkat akurasi mencapai 75-85%. Teknologi ini mengombinasikan 

computer vision dan natural language processing yang memungkinkan proses 

monitoring dan penyaringan konten pornografi di X berjalan secara cepat dan masif 

tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat.84 

Namun, penggunaan AI juga menghadapi tantangan seperti tingginya angka 

false positives, di mana konten yang sebenarnya tidak melanggar ikut terblokir, serta 

kendala dalam memahami konteks budaya lokal yang sering kali berbeda-beda. Hal 

ini mengharuskan pengembangan algoritma yang lebih adaptif, serta penguatan 

                                                           
 83Indah Cahya Wulan, ‘Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Melalui  Twitter Yyang 

Memberikan Layanan Infromasi Seksual  (Studi Kasus Putusan No. 662/Pid. Sus/2022/PN. Sby)= 

Jurical Analysis Pornography Crimes Trough Twitter Providing Sexual Information (Case S’ 

(Universitas Hasanuddin, 2023). 

 84Cakra Heru Santosa and M Ihsan Maulana, ‘Implementation of Artificial Intelligence by 

Kominfo in the Enforcement of Pornographic Content on Social Media Twitter (X)’, Walisongo Law 

Review (Walrev), 6.2 (2024). 
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koordinasi antar instansi dan penyedia layanan media sosial agar penerapan kebijakan 

lebih akurat dan berkeadilan. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses deteksi dan 

pemblokiran juga menjadi bagian dari pengembangan sistem yang terus 

disempurnakan. 

Selain itu, aparat penegak hukum juga melakukan upaya preventif dengan 

meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi hukum. 

Penyuluhan mengenai larangan penyebaran konten pornografi serta konsekuensi 

hukum yang akan dijalani jika melanggar diadakan di berbagai kalangan masyarakat, 

termasuk pelajar, mahasiswa, serta pengguna media sosial umum. Strategi ini 

bertujuan meminimalisir motivasi penyebaran konten negatif di X dan membangun 

budaya digital yang sehat.Penindakan hukum tidak hanya berhenti pada proses 

penyidikan dan penuntutan pelaku penyebaran konten pornografi, tetapi juga 

memperhatikan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Hukum positif di Indonesia 

memberikan ruang bagi korban untuk mengajukan gugatan dan mendapatkan restitusi 

atas kerugian psikologis dan sosial yang dialami akibat penyebaran konten pornografi 

di media sosial. Pendekatan ini mencerminkan integrasi antara aspek hukum pidana 

dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan.85 

Proses litigasi dalam perkara pornografi di X juga mempertimbangkan unsur 

niat dan dampak sosial dari tindakan pelaku. Pengadilan memeriksa apakah pelaku 

secara sadar dan sengaja memproduksi atau menyebarkan konten pornografi untuk 

mendapatkan keuntungan atau hanya tanpa sengaja. Dalam beberapa putusan, hakim 

menimbang faktor pemberatan jika konten tersebut merugikan pihak lain secara nyata 

atau disebarluaskan secara massal, sehingga menentukan tingkat hukuman yang 

sesuai dan proporsional.Penegakan hukum juga difokuskan terhadap konten 

pornografi yang melibatkan anak-anak dan korban yang rentan. Kasus-kasus yang 

melibatkan eksploitasi seksual anak di media sosial, termasuk X, mendapatkan 

perhatian khusus dengan sanksi pidana yang lebih berat. Hal ini diatur tidak hanya 

                                                           
 85Amanda Mellyuana, ‘Efektivitas UU ITE Dalam Menangani Penyebaran Konten Pornografi 
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dalam UU Pornografi dan UU ITE, tetapi juga UU Perlindungan Anak, sehingga 

aparat penegak hukum memiliki instrumen hukum yang kuat untuk memberikan 

perlindungan maksimal bagi anak sebagai korban. 

Dalam mekanisme penegakan hukum, penegak hukum memanfaatkan 

prosedur yang terintegrasi dengan penyedia layanan platform digital. Penyedia X 

sering diajak bekerja sama untuk melakukan pemblokiran, penghapusan konten 

ilegal, dan pengidentifikasian akun-akun yang menyebarkan pornografi. Kerja sama 

ini penting untuk mempercepat proses penindakan dan meminimalisir penyebaran 

konten yang merugikan masyarakat secara luas.Meski begitu, penegakan hukum 

terhadap pornografi di X kerap menemui kendala, terutama dalam hal lintas batas 

yurisdiksi karena banyak kasus yang melibatkan pelaku atau server berada di luar 

wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia aktif menjalin kerja sama internasional 

melalui mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) untuk memfasilitasi pertukaran 

informasi dan proses hukum antarnegara dalam menangani tindak pidana dunia 

maya.86 

Penegakan hukum juga beradaptasi dengan strategi hukum berlapis 

(concurrent charges), di mana terdakwa dapat dijerat dengan berbagai pasal dari UU 

Pornografi dan UU ITE sekaligus. Pendekatan ini membuat proses penuntutan 

menjadi lebih efektif karena pelaku dapat dipidana secara menyeluruh atas 

keseluruhan perbuatannya, mulai dari penyebaran konten, pencemaran nama baik, 

hingga pelanggaran norma kesusilaan lainnya.Keberhasilan penegakan hukum 

terhadap pornografi di X sangat bergantung pada kecanggihan perangkat teknologi 

yang dimiliki aparat, kemampuan interpretasi hukum oleh hakim, dan dukungan 

kebijakan pemerintah dalam menyediakan sumber daya manusia dan fasilitas yang 

memadai. Pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang 

                                                           
 86Raisa Safina, Khalda Alifia Azzahra, and Ananda Fersa Dharmawan, ‘Kajian Yuridis 

Penggunaan Kecerdasan Artifisial Pada Pembuatan Dan Penyebaran Konten Pornografi Di Media 
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teknologi informasi menjadi prioritas agar proses penyidikan dan penuntutan berjalan 

lancar.87 

Selain aspek teknis, implementasi penegakan hukum positif juga dituntut 

untuk senantiasa memegang prinsip keadilan dan proporsionalitas. Hakim harus 

memperhatikan konteks sosial dan psikologis pelaku, serta tidak menjatuhkan sanksi 

yang berlebihan terutama bagi pelaku pemula atau yang tidak memiliki unsur 

keuntungan komersial dari penyebaran konten pornografi.Masyarakat juga memiliki 

peran konstruktif dalam mendukung penegakan hukum ini melalui mekanisme 

pelaporan cepat terhadap konten pornografi yang ditemui di X. Aparat penegak 

hukum bekerja sama dengan masyarakat sipil dan komunitas digital untuk 

menciptakan lingkungan maya yang bersih dari konten negatif dengan memperkuat 

kesadaran hukum dan etika digital.88 

Perkembangan praktik digital saat ini menuntut penegakan hukum positif 

semakin gesit, salah satunya melalui penerapan pengawasan real-time berbasis AI 

yang dimiliki Kominfo dan instansi terkait. Sistem ini membantu mengidentifikasi 

konten-konten pornografi secara cepat dan akurat sebelum tersebar luas, sehingga 

mencegah dampak negatif lebih besar terhadap masyarakat luas.Bukan hanya itu, 

dalam dinamika penegakan hukum, hakim juga kerap merujuk pada putusan-putusan 

sebelumnya (yurisprudensi) untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum. Dengan 

demikian, putusan yang dijatuhkan mengenai perkara pornografi di X memiliki acuan 

yang kuat dan tidak bertentangan dengan putusan serupa, sehingga hukum terasa 

lebih adil dan terarah. 

Peran teknologi juga merambah ke tahap rehabilitasi pelaku, di mana aparat 

dan lembaga sosial memberikan edukasi dan pembinaan agar pelaku dapat 

menghindari perilaku serupa di masa depan. Pendekatan ini memberikan dimensi 

                                                           
 87Dede Al Mustaqim and others, ‘Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet 

Dalam Mewujudukan Keadilan Dan Akuntabilitas Penegakan Hukum Di Indonesia’, Journal of 

Multidisciplinary Research and Development, 1.1 (2024), 53–66. 
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lebih humanis dan memperkuat tujuan hukum yakni pembinaan sekaligus penegakan 

keadilan.Namun demikian, kendala seperti penyebaran konten melalui fitur VPN 

masih menjadi tantangan besar dalam implementasi penegakan hukum. VPN 

memungkinkan pelaku menyembunyikan jejak digital dan melanjutkan aktivitas 

tanpa terdeteksi, sehingga aparat harus mengembangkan strategi dan teknologi yang 

lebih canggih untuk mengatasi hal ini.89 

Koordinasi lintas lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, Pengadilan Negeri, 

Kominfo, dan Kementerian Pendidikan menjadi penting untuk mengharmonisasi 

upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana pornografi di X. Pendekatan holistik 

ini menjadikan penegakan hukum lebih komprehensif dan berkelanjutan.Dalam 

menghadapi kasus-kasus penyebaran konten pornografi, aparat juga melakukan 

pendekatan restorative justice apabila dirasa perlu dan apabila pelaku bersedia 

melakukan pengakuan kesalahan serta perbaikan diri. Hal ini bertujuan agar proses 

hukum tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan solusi penyembuhan secara 

sosial dan moral. 

Kebijakan penegakan hukum positif di media sosial juga sering kali diikuti 

dengan pengembangan kebijakan internal X terkait regulasi konten.X sebagai 

platform berupaya mematuhi aturan lokal dengan memperketat kebijakan kontennya 

sesuai permintaan regulator nasional, sehingga membantu aparat dalam 

mengendalikan penyebaran pornografi.Mekanisme pelaporan konten oleh pengguna 

juga diperkuat, karena masyarakat merupakan garda terdepan dalam mendeteksi 

konten yang melanggar. Hal ini memastikan proses penegakan hukum tidak hanya 

bergantung pada pengawasan pemerintah semata, melainkan juga partisipasi aktif 

publik. 

Dalam beberapa kasus, penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran 

pornografi di X juga menyoroti aspek psikologis pelaku yang mungkin memiliki 

gangguan tertentu, sehingga diperlukan peran ahli psikologi untuk memberikan 

                                                           
 89Christya An Malagani, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Konten Di Media 
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pendampingan selama proses hukum berjalan. Ini menambah dimensi perlindungan 

hak asasi manusia dalam penegakan hukum.Implementasi hukum positif juga 

mencakup penanganan terhadap penyalahgunaan teknologi seperti bot atau akun 

palsu yang digunakan untuk memperbanyak konten pornografi secara otomatis. 

Aparat berupaya menindak pelaku yang memanfaatkan teknologi ini agar penyebaran 

ilegal dapat dicegah secara sistematis. 

Salah satu kebijakan yang sedang dikembangkan adalah pembentukan satuan 

tugas (task force) khusus penanganan kejahatan siber termasuk pornografi media 

sosial. Task force ini bertugas meningkatkan koordinasi dan efektivitas pengawasan 

serta penindakan terhadap tindak pidana di ranah digital seperti X.Dalam konteks 

penegakan hukum positif, hakim juga harus mempertimbangkan perlindungan 

terhadap pelaku ketika ditemukan adanya manipulasi atau pemaksaan oleh pihak lain 

dalam penyebaran konten pornografi. Hal ini berkaitan dengan perlindungan hak 

asasi manusia dan perlunya penegakan hukum yang berkeadilan.90 

Selain implementasi teknis, ada kebutuhan terus-menerus untuk mengkaji 

ulang regulasi yang ada agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan 

modus penipuan terbaru di dunia maya. Pembaruan regulasi menjadi kebutuhan agar 

hukum positif dapat menjangkau semua bentuk kejahatan pornografi di X. 

C. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Penegakan Hukum terhadap 

Tindak Pidana Pornografi di X 

Tantangan dan hambatan dalam implementasi penegakan hukum terhadap 

tindak pidana pornografi di X sangat kompleks dan multidimensional. Salah satu 

tantangan utama adalah sifat konten pornografi yang terus muncul bagaikan 

"amoeba", artinya konten tersebut berkembang dan berubah dengan sangat cepat 

sehingga sulit untuk dilacak dan dihapus secara permanen. Kecepatan penyebaran 

yang tinggi melalui fitur sharing, retweet, dan jaringan pengikut di Xmemperbesar 

                                                           
 90Muhaimin Ihsan Tsani, ‘Proses penegakan Hukum Terhadap Kasus Tinndak Pidana 
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ruang gerak pelaku sehingga penegak hukum seringkali kewalahan melakukan 

pelacakan dan pengawasan konten secara real-time. 

Selain itu, kesulitan pelacakan para pelaku menjadi kendala besar dalam 

penindakan hukum. X menyediakan fitur anonim dan memungkinkan pengguna 

membuat akun palsu atau berkedok, sehingga menyulitkan aparat hukum dalam 

mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Anonimitas ini menjadi perlindungan bagi 

para pelaku untuk melanjutkan aktivitas penyebaran konten pornografi tanpa takut 

ditindak. Akibatnya, proses penyidikan memerlukan dukungan teknologi dan 

kerjasama lebih intensif dari pihak platform dan penyedia internet.Keterbatasan 

pengawasan atas penggunaan internet dalam skala luas juga mempengaruhi efektifitas 

penegakan hukum. Pemerintah memang sudah memiliki regulasi, seperti UU 

Pornografi dan UU ITE, tetapi masih sulit mengawasi aktivitas jutaan pengguna 

media sosial secara menyeluruh. Kurangnya sumber daya manusia berkompeten di 

bidang forensik digital dan teknologi informasi semakin memperlambat proses 

investigasi kasus tindak pidana pornografi di X.91 

Tantangan lain yang dihadapi adalah tingginya false positive dalam 

penggunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk deteksi 

konten bermuatan pornografi. AI yang digunakan oleh Kominfo sudah dapat 

mendeteksi konten visual dan teks dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi, namun 

kadang salah mengidentifikasi konten yang sebenarnya tidak melanggar sehingga ikut 

diblokir. Hal ini menimbulkan keresahan dan kritik, serta masalah ketidakadilan 

dalam proses penindakan.Perbedaan standar moderasi konten antara berbagai pihak 

juga menjadi kendala tersendiri. X sebagai perusahaan global memiliki kebijakan dan 

standar moderasi yang harus diikuti di banyak negara dengan peraturan hukum yang 

berbeda-beda. Perbedaan budaya dan norma kesusilaan setiap negara turut 
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menyulitkan penerapan penegakan hukum yang seragam dan sesuai konteks lokal 

Indonesia. 

Kurangnya pemahaman konteks budaya lokal oleh teknologi AI menjadi 

hambatan lain. Deteksi otomatis terkadang tidak mampu menangkap nuansa bahasa, 

simbol, atau konteks budaya yang ada di Indonesia sehingga potensi kesalahan dalam 

menghukum konten masih cukup tinggi. Kondisi ini menuntut adanya pengembangan 

algoritma AI yang adaptif dan didasarkan pada dataset lokal agar hasil moderasi 

menjadi lebih akurat dan relevan.92 

Tumpang tindihnya regulasi yang berlaku juga menjadi hambatan dalam 

implementasi penegakan hukum. Selain UU Pornografi dan UU ITE, terdapat pula 

aturan lain yang mengatur persoalan sejenis namun dengan fokus atau ketentuan yang 

berbeda-beda. Ketidakserasian antar regulasi ini kadang menyebabkan kebingungan 

dalam menentukan dasar hukum yang tepat untuk menjerat pelaku sehingga 

memperlambat proses hukum.Kurangnya literasi digital masyarakat turut 

berkontribusi pada meluasnya penyebaran konten pornografi di X. Banyak pengguna 

tidak memahami batasan hukum dan konsekuensi dari membagikan konten 

pornografi secara ilegal. Rendahnya kesadaran ini menyebabkan angka pelanggaran 

terus bertambah, meski sudah ada aturan dan sanksi tegas. Oleh karena itu, edukasi 

digital yang masif sangat diperlukan sebagai bagian dari strategi penegakan hukum. 

Hambatan dalam penyidikan juga muncul karena sifat konten pornografi yang 

mudah dihapus atau disembunyikan oleh pelaku. Pelaku dapat dengan cepat 

membuang bukti digital seperti menghapus unggahan, mengubah profil atau 

menonaktifkan akun sehingga menghambat proses pembuktian di pengadilan. Hal ini 

memaksa aparat penegak hukum menggunakan teknologi forensik digital yang 

canggih dan melakukan pengumpulan bukti secara cepat.Pengguna X yang berasal 

dari luar negeri menjadi masalah tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. 
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Aplikasi berbasis global ini membuat pelaku dapat beroperasi dari wilayah yurisdiksi 

yang tidak bisa dijangkau oleh penegak hukum Indonesia secara langsung. 

Pengaturan yurisdiksi lintas negara yang masih terbatas memperlambat penindakan 

terhadap pelaku asing sehingga membuka celah bagi penyebaran konten pornografi. 

Ketidaklengkapan infrastruktur dan sumber daya manusia aparat penegak 

hukum dalam bidang teknologi informasi juga menjadi kendala signifikan. Banyak 

kasus tindak pidana pornografi di dunia maya yang tidak dapat diselesaikan secara 

maksimal karena aparat tidak memiliki keahlian teknis cukup untuk menelusuri bukti 

digital secara mendalam dan akurat.Sebagian korban tindak pidana pornografi 

mengungkapkan kekhawatiran terkait perlindungan hukum yang masih lemah. 

Pengaduan dan pendampingan korban yang kurang maksimal serta kurangnya sistem 

dukungan psikologis membuat proses penegakan hukum menjadi tidak optimal dan 

membuat korban merasa kurang terlindungi selama proses hukum berlangsung.93 

Kerjasama antar lembaga penegak hukum di dalam negeri masih perlu 

diperkuat. Keterpaduan antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Kominfo 

kurang optimal dalam menangani perkara pornografi di X sehingga proses koordinasi 

sering kali lamban dan terhambat informasi penting antar pihak. Hal ini berakibat 

pada lambatnya proses penindakan dan rendahnya tingkat penyelesaian 

kasus.Berdasarkan studi kasus dan skripsi terkait, modus operandi penyebaran konten 

pornografi di X semakin bervariasi dan semakin canggih. Pelaku menggunakan teknik 

penyamaran dan manipulasi akun yang sulit dideteksi. Mereka juga memanfaatkan 

fitur-fitur baru di X untuk memperbesar jangkauan konten sehingga proses penegakan 

hukum harus terus mengikuti perkembangan metode ini agar efektif. 

Kendala administrasi dan prosedural dalam peradilan juga menjadi 

penghambat. Proses penanganan perkara pornografi di pengadilan memerlukan waktu 

lama karena adanya proses banding, verifikasi bukti elektronik, dan pemeriksaan 
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saksi ahli teknologi yang rumit. Kondisi ini membuat putusan hukum menjadi lambat 

dan memberi ruang bagi pelaku untuk terus menyebarkan konten selama proses 

hukum berlangsung.Konten revenge porn yang makin marak di X menambah urgensi 

kebijakan dan penegakan hukum yang efektif. Namun, penanganan konten revenge 

porn yang berhubungan dengan kekerasan gender berbasis online (KGBO) masih 

menemui hambatan dalam hal pembuktian intensi kejahatan dan perlindungan 

korban, sehingga penegakan hukum belum optimal. 

Keberadaan akun- akun palsu, bot, dan software otomatis yang digunakan 

untuk memperbanyak penyebaran pornografi di X juga menyulitkan aparat dalam 

mengidentifikasi pelaku sebenarnya. Praktik ini menyebabkan jumlah konten yang 

beredar sulit dikendalikan dan memerlukan teknologi deteksi yang lebih maju. 

Hambatan lain adalah aspek koordinasi dalam kerjasama dengan platformX. 

Sebagai perusahaan berbasis luar negeri, X menerapkan kebijakan privasi dan 

perlindungan data pengguna yang ketat sehingga proses permintaan data untuk 

keperluan penyidikan sering terkendala regulasi internasional dan prosedur hukum 

yang rumit.Tidak terpenuhinya kapasitas teknis dan regulasi untuk mengawasi 

penyebaran konten di X secara komprehensif menyebabkan banyak celah bagi pelaku 

yang memanfaatkan sistem kelemahan tersebut untuk menghindar dari penegakan 

hukum. Hal ini menuntut pembaruan regulasi yang relevan dengan perkembangan 

media sosial dan teknologi digital.94 

Burnout dan beban kerja yang berat di kalangan aparat penegak hukum juga 

memengaruhi efektivitas penanganan perkara pornografi di X. Banyaknya kasus dan 

keterbatasan sumber daya menyebabkan kualitas penyidikan dan penuntutan kurang 

optimal sehingga butuh penambahan tenaga ahli dan fasilitasi yang 

memadai.Kesadaran hukum yang rendah di masyarakat membuat partisipasi publik 

dalam melaporkan konten pornografi di X juga minim. Padahal, masyarakat memiliki 
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Elektronik’, Artemis Law Journal, 2.2 (2025), 420–32. 
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peran kunci dalam melaporkan pelanggaran sehingga upaya pemberantasan 

pornografi siber harus dibarengi dengan kampanye kesadaran hukum yang luas. 

Pelaku yang beroperasi di ranah digital juga lebih luwes dan adaptif dalam 

memanfaatkan celah hukum. Mereka dapat dengan cepat mengganti akun, 

menggunakan VPN, dan mengembangkan metode baru untuk menghindar dari deteksi 

sehingga penegakan hukum perlu selalu berinovasi untuk mengejar perkembangan 

teknologi tersebut.Tantangan berikutnya adalah sulitnya pemulihan dan perlindungan 

hak atas nama baik dan psikologis korban setelah konten pornografi tersebar di X. 

Sistem hukum di Indonesia masih belum sepenuhnya menyediakan mekanisme 

kompensasi dan rehabilitasi sosial bagi korban secara maksimal.95 

Sistem penegakan hukum yang belum sepenuhnya terintegrasi secara 

elektronik antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memperlambat alur proses 

penanganan kasus. Paper-based process masih dominan sehingga penyampaian 

berkas dan koordinasi antar lembaga berjalan lambat dan rentan kesalahan 

administrasi.Selain itu, regulasi yang tidak cukup mengakomodir perkembangan 

teknologi media sosial memerlukan pembaharuan yang berkelanjutan. Regulasi harus 

mampu mengantisipasi munculnya fitur baru dari X yang dapat disalahgunakan, 

sehingga penegakan hukum tetap relevan dan up to date. 

Keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan penting dalam pengadaan 

perangkat teknologi, pelatihan SDM, dan pelaksanaan kampanye edukasi hukum 

yang masif guna mendukung penegakan hukum yang efektif terhadap pornografi di 

X.Kelemahan pendekatan hukum yang terlalu formalistik tanpa memerhatikan aspek 

pemberdayaan masyarakat juga menjadi pemicu kurang optimalnya penegakan 

hukum. Upaya pemberdayaan dan kolaborasi dengan komunitas digital dan organisasi 

masyarakat sipil bisa mempercepat deteksi dan pelaporan konten pornografi di X. 

                                                           
 95Zalzabila Armadani Purnama Sari, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai 

Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)’, Jurnal Magister Hukum 

ARGUMENTUM, 8.1 (2022), 1–13. 
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Tantangan budaya patriarki dan ketimpangan gender di masyarakat juga 

mempengaruhi penerapan hukum terhadap pornografi revenge porn yang menyasar 

korban perempuan. Kesulitan korban untuk melapor dan stigma sosial menjadi 

hambatan dalam penegakan hukum yang efektif. Selanjutnya sebagai data pendukung 

penulis melakukan wawancara kepada ibu Hilda Tri Ayudia, S.H selaku Hakim dan 

Humas Pengadilan Negeri Pinrang pada hari Jum’at tanggal 23 Mei 2025, yaitu: 

No Pertanyaan Jawaban Narasumber Simpulan 

1 

Apa dasar 

pertimbangan hukum 

yang digunakan hakim 

dalam  memutus 

perkara tindak pidana 

pornografi  di X? 

Tindak pidana pornografi 

melalui X atau media 

sosial diatur secara 

spesifik pada UU ITE. 

Dalam UU ITE pasal 27 

ayat 1 disebutkan 

mengenai tindak pidana 

yang dilakukan secara 

tanpa hak menyiarkan, 

mempertunjukkan, 

mempertransmisikan 

merupakan muatan yang 

melanggar kesusilaan. 

Sehingga pertimbangan 

hakim akan didasarkan 

pada uraian fakta hukum 

dikaitkan dengan unsur 

pasal tersebut. 

Dalam Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE), 

khususnya Pasal 27 ayat 

(1), secara tegas diatur 

larangan bagi setiap orang 

untuk dengan sengaja dan 

tanpa hak menyiarkan, 

mempertunjukkan, atau 

mempertransmisikan 

informasi elektronik 

dan/atau dokumen 

elektronik yang memuat 

muatan pornografi atau 

materi yang melanggar 

kesusilaan melalui media 

digital seperti X. Pasal ini 

menjadi dasar utama 

penegakan hukum terhadap 

tindak pidana pornografi di 

platform media sosial, di 

mana hakim akan 

mempertimbangkan fakta 

hukum dan unsur-unsur 

yang tercantum dalam pasal 

tersebut untuk menentukan 

pertanggungjawaban 

pelaku. Dalam prakteknya, 

pengaturan ini juga 

dipadukan dengan 

ketentuan dalam UU 

Pornografi untuk 
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No Pertanyaan Jawaban Narasumber Simpulan 

memperkuat sanksi atas 

penyebaran konten 

pornografi secara 

elektronik guna melindungi 

moral dan nilai-nilai 

kesusilaan masyarakat dari 

penyalahgunaan teknologi 

informasi 

2  

 memutus perkara 

tindak 

Bagaimana hakim 

menilai dan 

menerapkan 

pembuktian dalam 

 pidana pornografi 

melalui X? 

Dalam UU ITE diatur 

mengenai bukti elektronik, 

dan mengenai muatan 

kesusilaan. Tentunya perlu 

dibuktikan berdasarkan 

alat bukti sebagaimana 

pasal 184 KUHAP. Selain 

saksi, ahli, terdakwa, juga 

muatan kesusilaan itu 

sendiri dalam bentuk bukti 

elektronik. Dan 

berdasarkan 2 alat bukti 

yang sah tersebut, dapat 

dinilai apakah perbuatan 

terdakwa memenuhi 

kualifikasi unsur atau 

tidak 

Dalam pembuktian tindak 

pidana yang berkaitan 

dengan muatan kesusilaan 

di era digital, Undang-

Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU 

ITE) mengakui bukti 

elektronik sebagai alat bukti 

yang sah, yang 

penggunaannya tetap 

mengacu pada ketentuan 

Pasal 184 KUHAP. Bukti 

elektronik seperti dokumen, 

gambar, atau rekaman 

digital harus didukung oleh 

alat bukti lain seperti 

keterangan saksi, ahli, atau 

terdakwa agar memenuhi 

standar pembuktian di 

pengadilan. Melalui 

minimal dua alat bukti yang 

sah dan saling mendukung, 

hakim dapat menilai apakah 

unsur tindak pidana 

kesusilaan telah terpenuhi, 

sehingga proses penegakan 

hukum terhadap kasus 

pornografi digital dilakukan 
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No Pertanyaan Jawaban Narasumber Simpulan 

secara adil dan sesuai 

prosedur. 

3 

Bagaimana hakim 

mempertimbangkan 

perlindungan korban 

dalam perkara 

pornografi? 

Korban dalam perkara 

kesusilaan bisa di 

dampingi oleh LPSK atau 

lembaga pemberdayaan 

perempuan dan anak 

selama proses 

persidangan. 

Korban dalam perkara 

kesusilaan berhak 

mendapatkan 

pendampingan dari 

Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban (LPSK) 

maupun lembaga 

pemberdayaan perempuan 

dan anak selama proses 

persidangan. 

Pendampingan ini 

bertujuan untuk 

memberikan rasa aman, 

perlindungan, serta bantuan 

psikologis dan hukum agar 

korban tidak menghadapi 

proses hukum sendirian dan 

hak-haknya tetap terjaga. 

Dukungan ini juga 

membantu korban dalam 

pemulihan mental serta 

memastikan keadilan dapat 

ditegakkan sesuai aturan 

perlindungan yang diatur 

dalam perundang-undangan 

di Indonesia. 

4 

Sejauh mana Undang-

undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik 

dalam menjerat pelaku 

pornografi di X? 

Efektivitas UU ITE 

tersebut bisa dinyatakan 

efektif jika memang 

adanya laporan atau aduan 

sehingga bsa di proses di 

persidangan. 

Efektivitas UU ITE hanya 

dapat berjalan optimal jika 

ada laporan atau pengaduan 

dari masyarakat yang 

kemudian diproses melalui 

penegak hukum hingga ke 

persidangan. Tanpa adanya 

aduan, mekanisme 

penegakan hukum sulit 

dijalankan karena aparat 

bergerak berdasarkan 
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No Pertanyaan Jawaban Narasumber Simpulan 

adanya laporan resmi, 

sehingga kasus-kasus 

pelanggaran sering kali 

tidak terungkap atau 

ditindak lanjut. Dengan 

demikian, partisipasi dan 

kesadaran masyarakat 

untuk melaporkan 

pelanggaran menjadi kunci 

utama agar UU ITE benar-

benar efektif dalam 

menanggulangi kejahatan 

di ranah digital. 

5 

Apakah hakim pernah 

menggunakan 

pendekatan fiqh 

jināyah  dalam 

memutus perkara 

pornografi? 

Fiqh jināyah  tidak dikenal 

dalam penjatuhan pidana. 

Penjatuhan pidana 

didasarkan pada KUHP, 

oleh karena istilah fiqh 

jināyah  hanya dikenal 

dalam hukum Islam yang 

mana bukan cakupan dari 

kewenangan Pengadilan 

Negeri. 

Fiqh jināyah  adalah istilah 

yang hanya dikenal dalam 

hukum Islam dan bukan 

menjadi dasar penjatuhan 

pidana dalam sistem hukum 

pidana positif di Indonesia. 

Penjatuhan pidana di 

Indonesia sepenuhnya 

didasarkan pada Kitab 

Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), sedangkan 

fiqh jināyah  lebih bersifat 

sebagai konsep dalam 

hukum Islam yang tidak 

termasuk dalam 

kewenangan Pengadilan 

Negeri. Dengan demikian, 

fiqh jināyah  tidak 

diaplikasikan dalam proses 

peradilan umum di 

Indonesia, dan penegakan 

hukum tetap mengacu pada 

ketentuan KUHP sebagai 

hukum positif yang 

berlaku. 

6 
Apakah ada perbedaan 

perlakuan hukum bagi 

Tidak ada perbedaan 

hukum semua sama saja, 

Dalam proses hukum, tidak 

ada perbedaan perlakuan 
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No Pertanyaan Jawaban Narasumber Simpulan 

pelaku pornografi yang 

menggunakan akun 

anonim dibandingkan 

akun resmi di X? 

hanya jika pengguna 

anonim membutuhkan 

lebih banyak waktu untuk 

menemukan siapa 

pelakunya. Tetai, selama 

pelaku memenuhi 

kualifikasi unsur pasal 

yang didakwakan maka 

alasan tersebut tidak 

dianggap relevan. 

antara pelaku yang 

menggunakan identitas asli 

maupun anonim, karena 

hukum tetap berlaku sama 

bagi siapa pun. Meskipun 

pelaku anonim memerlukan 

waktu lebih lama untuk 

diidentifikasi, hal ini tidak 

memengaruhi substansi 

perkara. Selama pelaku 

terbukti memenuhi unsur-

unsur pasal yang 

didakwakan, anonimitas 

tidak menjadi alasan yang 

dapat membebaskan dari 

tanggung jawab hukum. 

7 

Dalam memutus 

perkara pornografi di 

X, bagamana hakim 

menilai kekuatan dan 

keabsahan alat bukti 

digital seperti 

screenshoot dan 

rekaman digital? 

Tentunya keabsahannya 

juga harus dilihat apakah 

betul ada bukti, baik 

berupa bukti screenshoot 

sehingga di perlihatkan di 

muka persidangan. artinya 

bukti dapat diterima 

sebagai alat buktidan 

keabsahannya bisa kita 

ter. Tetapi, akan kembali 

diselidiki apakah itu AI 

atau bukan. 

Keabsahan bukti di 

pengadilan, seperti 

screenshot, sangat 

bergantung pada keaslian 

dan keterkaitannya dengan 

perkara, sehingga harus 

diperlihatkan di muka 

persidangan sebagai alat 

bukti elektronik yang sah 

(lihat). Namun, setiap bukti 

tetap akan diverifikasi lebih 

lanjut, misalnya untuk 

memastikan bukti tersebut 

autentik dan bukan hasil 

manipulasi, termasuk 

pemeriksaan apakah bukti 

itu dibuat oleh AI atau 

bukan. Proses ini penting 

agar hakim hanya 

mempertimbangkan alat 

bukti yang benar-benar 

valid dan dapat 

dipertanggungjawabkan 

dalam menilai unsur pidana 
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yang didakwakan. 

8 

Apa pertimbangan 

majelis hakim dalam 

menjatuhkan hukum 

pidana dan denda 

terhadap pelaku 

pornografi di media 

sosial agar 

memberikan efek jera 

sekaligus adil? 

Tentunya, UU sudah 

dipertimbangkan berat 

ringannya tetapi juga dari 

aspek sosiologisnya. 

Apakah memang memberi 

efek jeraatu tidak kepada 

pelaku. Tentunya sudah 

memberikan efek jera 

jarena ada penjatuhan 

pidan, dan denda tetapi 

innni juga tergantung 

kasusnya pakah berat atau 

ringan. 

Undang-undang di 

Indonesia, termasuk dalam 

penjatuhan pidana, telah 

mempertimbangkan secara 

saksama berat ringannya 

hukuman serta aspek 

sosiologisnya, dengan 

tujuan memberikan efek 

jera kepada pelaku. Efek 

jera diharapkan timbul dari 

ancaman dan penjatuhan 

sanksi pidana, baik berupa 

penjara maupun denda, 

agar pelaku enggan 

mengulangi perbuatan 

pidananya. Namun, 

efektivitas efek jera ini 

sangat bergantung pada 

ketepatan penerapan 

hukuman dan kondisi 

kasusnya—apakah 

pelanggaran yang 

dilakukan tergolong berat 

atau ringan. Dalam 

praktiknya, meskipun ada 

pelaku yang merasa jera, 

tapi dalam beberapa kasus 

hukuman yang terlalu 

ringan atau fasilitas yang 

didapat selama menjalani 

hukuman justru dapat 

mengurangi efek jera 

tersebut. Oleh karena itu, 

efek jera bisa tercapai jika 

hukum ditegakkan secara 

adil dan proporsional, serta 

tetap memperhatikan faktor 

keadilan dan kebaikan 

bersama bagi masyarakat. 
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9 

Bagaimana 

pertimbangan hakim 

dalam memberikan 

perlindungan 

khususbagi korban 

anak dalam perkara 

yang melibatkan sosial 

media? 

Korban anak tentunya 

akan didampingi oleh 

LPSK dan pemberdayaan 

perempuan larena kita 

takutnya adaada efek 

trauma psikologis yang 

menimpa sang anak. 

Korban anak dalam kasus 

kesusilaan akan 

mendapatkan 

pendampingan dari LPSK 

dan lembaga pemberdayaan 

perempuan dan anak untuk 

mencegah timbulnya 

trauma psikologis. 

Pendampingan ini penting 

agar anak merasa aman, 

terlindungi, dan mendapat 

pemulihan secara mental 

selama proses hukum 

berlangsung. Langkah ini 

juga memastikan hak anak 

tetap terjaga sebagai 

korban, sekaligus 

mencegah dampak jangka 

panjang dari pengalaman 

traumatis tersebut. 

10 

Bagaimana menurut 

majelis hakim tentang 

konten-konten 

pornografi di X yang 

mudah di akses oleh 

anak dibawah umur? 

Semuanya dimulai dari 

rumah, bagaimana orang 

tua dalam membatasi anak 

bermain gadget dan 

menagtur apa saja yang 

dibuka anak di hp. 

Pencegahan terhadap 

paparan konten negatif, 

termasuk pornografi, 

sejatinya dimulai dari 

rumah melalui peran aktif 

orang tua dalam mengawasi 

dan membatasi penggunaan 

gadget anak. Orang tua 

perlu mengatur apa saja 

yang boleh diakses anak di 

perangkat mereka, serta 

mendampingi aktivitas 

digital anak dengan bijak. 

Pola pengasuhan yang 

terbuka dan perhatian 

terhadap penggunaan 

teknologi menjadi kunci 

penting dalam menjaga 

anak dari pengaruh buruk 

media digital sejak dini. 
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BAB IV 

PANDANGAN DAN ANALISIS FIQH JINĀYAH  TERHADAP TINDAK 

PIDANA PORNOGRAFI MELALUI APLIKASI X DALAM HUKUM PIDANA 

ISLAM 

A. Pandangan Fiqh Jināyah terhadap Tindak Pidana Pornografi di Media 

Elektronik 

Dalam perspektif fiqh jināyah, pornografi merupakan perbuatan yang sangat 

dilarang karena secara substansial berlawanan dengan nilai-nilai moral dan syariat 

Islam. Tindakan ini dianggap mendekati zina dan merusak kesucian individu serta 

tatanan masyarakat, sehingga memerlukan penanganan hukum yang serius. Al-Quran 

dan Hadis menegaskan pentingnya menjaga aurat dan moralitas sebagai bagian dari 

ajaran Islam yang wajib dipatuhi oleh umat.96 

Secara khusus, pornografi yang tersebar melalui media elektronik seperti X 

mendapat sorotan karena kemudahan akses dan penyebaran yang sangat luas. Di mata 

fiqh jināyah, penyebaran konten tersebut tergolong jarimah taʿzīr, yakni pelanggaran 

yang tidak memiliki ketentuan hukuman pasti (seperti hadd atau qisas), namun tetap 

harus dikenakan sanksi yang sesuai demi kemaslahatan umat dan pencegahan 

kerusakan lebih lanjut. Hukuman taʿzīr memberi ruang bagi hakim untuk 

menyesuaikan sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan. 

Penetapan hukuman dalam kategori taʿzīr ini memungkinkan penerapan 

pendekatan yang fleksibel, dimana aspek pembinaan dan rehabilitasi pelaku menjadi 

bagian penting dalam proses hukuman. Dengan demikian, penegakan hukum tidak 

hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan bersifat memperbaiki agar pelaku 

tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Ini penting mengingat pornografi 

bukan hanya pelanggaran hukum tetapi juga perusak moral dan akhlak umat Islam. 

                                                           
 96Bambang Hermanto, ‘Sanksi Hukum Penyedia Konten Video Porno Menurut Undang-

Undang No. 44 Tahun 2008 Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam’ (Universitas Islam Negeri 

Sumatera Utara, 2020). 
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Al-Quran secara tegas memerintahkan agar setiap Muslim menundukkan 

pandangan dan menjaga kehormatan diri serta orang lain, sebagaimana dalam Surat 

An-Nur ayat 30-31. Larangan ini menjadi landasan utama dalam penolakan 

pornografi karena tindakan tersebut membuka aurat dan memperlihatkan hal-hal yang 

dilarang kepada publik. Dengan menyebarkan konten pornografi, pelaku tidak hanya 

berdosa secara individu tetapi turut menyebarkan kemaksiatan yang berdampak pada 

masyarakat luas. 

Hadis Rasulullah SAW menambah kekuatan dalil larangan tersebut dengan 

menjelaskan bahwa segala perbuatan yang menyerupai zina, termasuk memproduksi 

dan menyebarluaskan gambaran pornografi, juga dihukumi dosa besar. Oleh karena 

itu, fiqh jināyah  memandang pornografi tidak sekedar pelanggaran sosial, melainkan 

dosa yang harus dicegah dan diberantas melalui sanksi tegas demi menjaga kesucian 

umat dan mencegah kerusakan yang lebih parah. 

Lebih jauh,fiqh jināyahmembedakan antara pelaku utama yang memproduksi 

konten pornografi dan pihak yang sekadar ikut menyebarkannya, seperti melakukan 

retweet, share, atau forwarding. Keduanya dapat dikenai sanksi karena turut berperan 

dalam menyebarkan kemaksiatan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu 

dalam rantai penyebaran konten haram bertanggung jawab secara hukum sesuai 

perannya.Dalam praktik peradilan Islam, hakim diberikan keleluasaan untuk 

mempertimbangkan keadaan meringankan dan memberatkan pelaku sebelum 

menjatuhkan hukuman. Faktor-faktor seperti itikad baik, pengakuan kesalahan, serta 

tidak adanya eksploitasi anak atau tindakan kekerasan sering menjadi pertimbangan 

penting agar hukuman yang dijatuhkan adil dan proporsional dengan kerugian yang 

ditimbulkan. Ini menunjukkan dinamika dan fleksibilitas dalam penerapan fiqh 

jināyah.97 

                                                           
 97Irman Syariar Melianggraini, ‘Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dalam Dunia 

Maya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi’, LEGALITAS: Jurnal 

Ilmiah Ilmu Hukum, 7.2 (2024), 91–103. 
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Selain itu, fiqh jināyahmenuntut penegakan hukum yang menyeluruh dengan 

memperhatikan aspek pembinaan dan perlindungan korban. Hukuman tidak hanya 

diberikan sebagai bentuk balasan tetapi juga sebagai upaya pembinaan agar pelaku 

sadar dan menjauhi perbuatan tercela tersebut, sementara korban mendapat 

perlindungan, pemulihan, serta hak restitusi atas dampak psikologis dan sosial yang 

dialami. 

Dalam era digital saat ini, penerapan hukum pidana Islam terhadap pornografi 

harus adaptif dengan kemajuan teknologi. Ini mencakup penggunaan metode 

pembuktian berbasis digital, pemantauan melalui teknologi, serta mekanisme hukum 

yang dapat menjangkau aktivitas daring. Hal ini bertujuan agar fiqh jināyahtetap 

relevan dan efektif dalam mengatur perilaku umat Islam yang kian banyak 

berinteraksi di dunia maya 

B. Analisis Penerapan Hukum Pidana Islam (Fiqh Jināyah) terhadap 

Penyebaran Pornografi di X 

Penerapan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pornografi, terutama 

yang terjadi di platform digital seperti X, harus didasarkan pada prinsip-prinsip fiqh 

jināyahyang mengatur tentang jarimah taʿzīr. Pornografi secara eksplisit tidak 

disebutkan sebagai kejahatan hadd dalam Al-Qur’an dan hadits, sehingga pengenaan 

sanksinya bersifat taʿzīr yakni sanksi yang diserahkan kepada kewenangan penguasa 

untuk menentukan tingkat dan bentuk hukuman. Hal ini memberi fleksibilitas agar 

hukuman dapat disesuaikan dengan kemaslahatan dan konteks kasus. 

Dalam konteks penyebaran pornografi di X, pelaku dapat dikenai hukuman 

ta’zir berupa denda, penjara, atau hukuman fisik seperti cambuk, tergantung derajat 

pelanggaran dan dampak sosial yang ditimbulkan. Hukuman ini bertujuan 

memberikan efek jera sehingga dapat mengendalikan penyebaran konten negatif dan 

menjaga moralitas masyarakat, sekaligus menjadi bentuk perlindungan terhadap 

korban dan publik. 
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Hukuman ta’zir yang dijatuhkan harus mempertimbangkan aspek keadilan, 

kemaslahatan, dan pembinaan. Hakim atau penguasa diberikan kebebasan untuk 

menetapkan sanksi yang proporsional berdasarkan pertimbangan kondisi subjek 

hukum, motif pelaku, serta tingkat kerusakan yang terjadi. Oleh sebab itu, proses 

peradilan Islam menekankan pentingnya objektivitas dan konteks sosial dalam 

menentukan putusan. 

Selain menghukum secara represif, fiqh jināyahjuga mendorong penerapan 

pendekatan restorative justice dengan memberikan ruang bagi pelaku untuk bertobat 

dan direhabilitasi. Dalam kasus pornografi digital, pelaku membutuhkan pembinaan 

agar menghindari pengulangan perbuatan, sementara korban harus memperoleh 

perlindungan dan ganti rugi atas kerugian psikologis dan sosial yang dialami sebagai 

akibat penyebaran konten.98 

Pemidanaan dalam kasus pornografi harus mengacu pada dalil-dalil syar’i dan 

kearifan lokal agar hukum Islam mampu menjawab tantangan era digital dengan 

berbagai modus baru. Oleh karena itu, penerapan fiqh jināyahdi masa kini 

mengintegrasikan metode pembuktian digital dan regulasi yang responsif terhadap 

perubahan teknologi agar efektif menegakkan hukum. 

Sanksi pidana Islam terhadap pornografi tidak hanya membatasi aspek 

materiil, tapi juga memuat unsur edukasi dan moralitas agar pelaku memahami 

konsekuensi perbuatannya secara komprehensif. Dengan demikian, hukum pidana 

Islam tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga mendidik dan mengembalikan 

pelaku pada jalan yang benar sesuai syariat.99 

Dalam praktiknya, pelaksanaan hukuman bagi pelaku pornografi harus 

dilakukan dengan prinsip kemaslahatan bersama dan menghindari tindakan yang 

berlebihan (ghuluw) agar keseimbangan sosial tetap terjaga. Hal ini penting agar 

                                                           
 98Eka Novianty Wahyuni, ‘Diversi Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika 

Perspektif Fiqh Jinayah Dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak’ (IAIN Pare pare, 2024). 

 99Yusron Azzahidi, ‘Analisis Konsep Ta’zir Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Asusila 

Menurut Hukum Pidana Islam’, Journal of Legal and Judicial Studies, 1.02 (2025), 58–67. 
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sanksi tidak justru menimbulkan kerugian lain baik bagi pelaku maupun masyarakat 

luas. 

Koordinasi antar lembaga penegak hukum dan pemangku kepentingan penting 

untuk mendukung penerapan hukum pidana Islam yang efektif di ranah digital. 

Integrasi hukum pidana Islam dengan hukum positif nasional dapat memperkuat 

sinergi penegakan hukum terhadap penyebaran pornografi di media sosial seperti X. 

Sanksi hukuman yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana 

pornografi diX menurut  fiqh jināyah dikategorikan sebagai ʿʿUqūbah al-

Islāmiyyah, yakni hukuman yang tidak memiliki ketentuan pasti dalam nash 

Al-Qur’an dan Hadis, sehingga jenis dan beratnya diserahkan kepada 

kebijakan ulil amri atau penguasa. Pornografi yang tersebar di media sosial 

seperti X dianggap sebagai perbuatan yang mendekati zina karena membuka 

aurat dan memamerkan hal-hal yang dilarang syariat, sehingga pelaku dapat 

dikenai hukuman yang bersifat mendidik sekaligus memberikan efek jera. 

Hukumantaʿzīr ini dapat berupa cambuk, kurungan, denda, atau bahkan 

hukuman yang lebih berat sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak sosial 

yang ditimbulkan.100Dalam QS Al-Isra’/17:32, Allah swt berfirman: 

  ِنٰىٓ ا  لًَ نَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَۗسَاۤءَ سَبيِ  وَلَا تقَ رَبوُا الز ِ

Terjemahnya: 

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, 

dan suatu jalan yang buruk”.101 

Dalam fiqh jināyah, penerapan sanksi taʿzīr terhadap pelaku pornografi harus 

mempertimbangkan faktor-faktor seperti niat pelaku, kesadaran saat melakukan 

perbuatan, serta tingkat kerusakan moral yang ditimbulkan kepada masyarakat. 

Penguasa memiliki kewenangan penuh untuk menentukan jenis dan berat hukuman 

yang dianggap paling tepat, sehingga sanksi dapat disesuaikan dengan kondisi sosial 

                                                           
 100Prespektif Hukum Pidan Islam  and Ali Ihsan Ahmad Addary ‘Tindak Pidana Pelaku 

Pornografi dI Twitter ’. 

 101Kemenag RI, QS. Al- Isra'/17:32 Terjemahan 
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dan budaya setempat. Fleksibilitas ini memungkinkan hukuman ta’zir menjadi 

instrumen efektif dalam menjaga moralitas dan ketertiban sosial di era digital. 

Pelaku pornografi yang melibatkan anak-anak mendapatkan perlakuan khusus 

dalam fiqh jināyah karena anak merupakan golongan yang harus dilindungi secara 

maksimal. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku eksploitasi pornografianak 

biasanya lebih berat sebagai bentuk perlindungan terhadap keturunan dan untuk 

mencegah kerusakan moral yang lebih luas.102 Hal ini sejalan dengan maqasid syariah 

yang menempatkan perlindungan keturunan sebagai salah satu tujuan utama syariat 

Islam. Oleh karena itu, sanksi taʿzīr dalam kasus ini tidak hanya bersifat represif 

tetapi juga preventif dan rehabilitatif. 

Proses pembuktian dalam menetapkan sanksi hukuman taʿzīrharus dilakukan 

secara adil dan ketat agar tidak terjadi kesalahan hukum. Hukuman tidak boleh 

dijatuhkan tanpa adanya bukti yang kuat dan proses peradilan yang memenuhi prinsip 

keadilan, sehingga pelaku yang benar-benar bersalah mendapatkan hukuman yang 

setimpal, sementara yang tidak bersalah terlindungi haknya. Prinsip ini sangat penting 

dalam fiqh jināyah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum 

Islam dan memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan adil dan 

proporsional 

Dalam aturan hukum Islam pelanggar atau pelaku pornografi dikenai sanksi 

hukuman fisik seperti cambuk dan kurungan, fiqh jināyah juga membuka 

kemungkinan pemberian sanksi berupa denda atau hukuman sosial lainnya yang 

dianggap sesuai oleh penguasa. Hal ini memberikan keleluasaan dalam penegakan 

hukum agar dapat disesuaikan dengan kondisi pelaku dan masyarakat, serta 

menghindari hukuman yang berlebihan atau tidak proporsional. Pendekatan ini 

menegaskan bahwa tujuan utama sanksi hukuman dalam fiqh jināyah adalah menjaga 

                                                           
 102Sherinna, Sherina, ‘Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual 

Terhadap Anak Di Kab. Pinrang (Studi Putusan No. Pid. Sus Nomor 65/Pid. Sus/2020/PN Pin.’ (IAIN 

Parepare, 2023). 
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kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan moral yang dapat ditimbulkan oleh 

penyebaran pornografi di media sosial seperti X.103 

Pornografi yang tersebar di media sosial sepertiX merupakan salah satu bentuk 

pelanggaran yang dikategorikan sebagai jarimah taʿzīr dalam fiqh jināyah. Jarimah 

taʿzīr adalah tindak pidana yang hukuman dan sanksinya tidak ditetapkan secara pasti 

oleh nash Al-Qur’an dan Hadis, sehingga penentuan hukuman sepenuhnya berada di 

tangan ulil amri atau penguasa untuk menetapkan hukuman yang sesuai dengan 

kondisi dan tingkat kesalahan pelaku. Dalam konteks ini, pornografi dianggap 

sebagai perbuatan yang mendekati zina karena membuka aurat dan memamerkan hal-

hal yang dilarang syariat Islam, sehingga pelaku dapat dikenai hukuman yang bersifat 

mendidik sekaligus memberikan efek jera.104 

Sanksi ʿʿUqūbah al-Islāmiyyahyang dapat diterapkan terhadap pelaku 

pornografi di X sangat beragam, mulai dari hukuman cambuk, kurungan, denda, 

hingga hukuman sosial lainnya yang dianggap sesuai oleh penguasa. Fleksibilitas ini 

memungkinkan penyesuaian hukuman berdasarkan faktor-faktor seperti niat pelaku, 

kesadaran saat melakukan perbuatan, serta dampak negatif yang ditimbulkan terhadap 

masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip fiqh jināyahyang menempatkan keadilan 

dan maslahat sebagai landasan utama dalam penetapan hukuman.105 

Dengan melihat putusan No.65/PID.SUS/2020/PN.PINRANG. peristiwa ini 

terjadi di kabupaten Pinrang tepatnya di Jalan Kandea. Pelaku yang masih berusia 20 

tahun ini bekerja sebagai mucikari atau biasa disebut mami dan menyalurkan 

perempuan-perempuan yang bisa disewakan yang disebut ladies. Karena pekerjaan 

tersebut pelaku mendapatkkan sanksi sosial dari masyarakat berupa antipati dan 

pengucilan dari tetangga serta orang-orang yang mengenal pelaku. Hingga kini, 

                                                           
 103 Muhamad Setiawan, ‘Tinjauan Fiqih Jinayat Terhadap Pelaku Zina Menurut Kitab 

Undang-Undang Simbur Cahaya’, Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 3.2 (2022), 134–58. 

 104Munirotul Hasanah Sipayung and others, ‘Perbandingan Fiqih Jinayah Dengan Sistem 

Hukum Pidana Modern: Analisis Konsep Hukuman Dalam Islam’, Helium Journal of Health 

Education Law Information and Humanities, 1.2 (2025), 581–92. 

 105Islamul Haq, Fiqh Jinayah (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). 
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setelah bebas dari penjara pelaku sudah tidak pernah terlihat lagi di kediamannya 

karena merasa malu dengan para tetangga dan orang sekitar. 

Sehingga, perlindungan terhadap anak sebagai korban pornografi mendapat 

perhatian khusus dalam fiqh jināyah. Anak merupakan golongan yang sangat rentan 

dan harus dilindungi secara maksimal dari eksploitasi seksual, termasuk penyebaran 

konten pornografi. Oleh karena itu, pelaku yang terlibat dalam pornografi anak dapat 

dikenai hukuman yang lebih berat sebagai bentuk perlindungan keturunan dan untuk 

mencegah kerusakan moral yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan maqasid syariah 

yang menempatkan perlindungan keturunan sebagai salah satu tujuan utama syariat 

Islam.106 

Proses pembuktian dalam menetapkan ʿuqūbah harus dilakukan secara adil 

dan ketat agar tidak terjadi kesalahan hukum. Hukuman tidak boleh dijatuhkan tanpa 

adanya bukti yang kuat dan proses peradilan yang memenuhi prinsip keadilan. Hal ini 

penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Islam dan 

memastikan bahwa pelaku yang benar-benar bersalah mendapatkan hukuman yang 

setimpal, sementara yang tidak bersalah terlindungi haknya. Prinsip ini menegaskan 

bahwa ʿuqūbah bukan sekadar pembalasan, melainkan manifestasi keadilan dan 

perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif fiqh jināyah.107 Proses pembuktian 

juga disebutkan pada Dalam QS An-Nur/24:3, Allah swt berfirman: 

رِكَةً  ا نيِ  لَا يَن كِحُ الِاَّ زَا نِيَةً اوَ  مُش  كِحُهَاۤ الِاَّ زَا نٍ اوَ   ْ   الَزَّ ا نِيَةُ لَا يَن  وَّ الزَّ

مِنِي نَ  ْ   مُش رِك   مَ ذٰلِكَ عَلىَ ال مُؤ  وَحُر ِ  

Terjemahnya : 

“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) 

dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan 

                                                           
 106Andi Besse Sry Dewi Rahayu, ‘Analisis Konsep Uqubah Terhadap Sanksi Pidana Pelaku 

Persetubuhan Anak Di Kota Parepare’ (IAIN Parepare, 2024). 

 107 Aditya Renaldi Yasdin, Rapung Rapung, and Irsyad Rafi, ‘Tinjauan Fikih Jinayah 

Terhadap Konsekuensi Zina Dalam KUHP Tahun 1946 Dan No. 01 Tahun 2023’, AL-QIBLAH: Jurnal 

Studi Islam Dan Bahasa Arab, 3.4 (2024), 608–30. 
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puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. 

Mereka itulah orang-orang yang fasik”108 

Selain hukuman fisik dan denda, fiqh jināyah juga menganjurkan pendekatan 

preventif dan rehabilitatif dalam penerapan ʿuqūbahtaʿzīrterhadap pelaku pornografi. 

Hukuman tidak hanya bertujuan memberi efek jera, tetapi juga membina pelaku agar 

sadar dan kembali ke jalan yang benar. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip 

maqāṣid sharʿiyyahyang menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan 

harta. Dengan demikian, penerapan uqubah dalam kasus pornografi di Xharus bersifat 

komprehensif, menggabungkan aspek hukuman, pendidikan, dan pencegahan agar 

tujuan syariat dalam menjaga moral masyarakat dapat tercapai secara optimal.109 

Dalam fiqh jināyah, ʿʿUqūbah al-Islāmiyyah memberikan ruang bagi 

penguasa untuk menyesuaikan hukuman dengan kondisi sosial dan budaya 

masyarakat. Hal ini penting mengingat karakteristik pelaku dan modus penyebaran 

pornografi di media sosial yang sangat dinamis dan berkembang cepat. Penyesuaian 

hukuman yang proporsional dan kontekstual menjadi kunci efektivitas penegakan 

hukum dalam mencegah penyebaran pornografi.110 

Salah satu bentuk ʿuqūbah yang sering diterapkan adalah hukuman cambuk, 

yang dalam fiqh jināyah dianggap sebagai hukuman yang dapat memberikan efek jera 

secara langsung. Namun, penerapan cambuk harus memenuhi syarat dan ketentuan 

yang ketat agar tidak menimbulkan kezaliman. Dalam kasus pornografi, cambuk 

dapat dijatuhkan jika pelaku terbukti dengan jelas melakukan penyebaran konten 

yang melanggar syariat dan merusak moral masyarakat. 111  Dalam QS. Al-

Mu’minun/23:6-8, Allah swt berfirman: 

                                                           
 108Ridho Riyadi Riyadi, ‘Penafsiran Ali Ash-Shabuni Tentang Ayat-Ayat Zina’, Jurnal Al-

Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur’an Dan Tafsir, 5.2 (2020), 36–60. 

 109 Andrew Christian Banjarnahor and Hana Faridah, ‘Tinjauan Yuridis Dalam Proses 

Pembuktian Cyber Pornography Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif 

Indonesia’, Jurnal Analisis Hukum, 6.1 (2023), 33–47. 

 110 Ahmad Syarbaini, ‘Konsep Ta’zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam’, Jurnal 

Tahqiqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam, 17.2 (2023), 37–48. 

 111Kelvin Dedy Riyanto, ‘Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Konten 

Pornografi di Media Sosial (Studi Kasus Di Polres Demak)’ (Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang, 2022). 
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وَاجِهِم   عَلٰىٓ الِاَّ  نَ   غَي رُ  فَاِنَّهُم   ايَ مَانهُُم   مَلكََت   مَا اوَ   ازَ  مِي  ىِٕكَ  ذٰلِكَ  وَرَاۤءَ  اب تغَٰى فمََنِ  مَلوُ 
ۤ
 فَاوُلٰ

نَ  هُمُ  دِهِم   لِامَٰنٰتهِِم   هُم   وَالَّذِي نَ    ال عَادوُ  نَ  وَعَه      رَاعُو 

Terjemahnya : 

“dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka 

atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela. 

Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah 

orang-orang yang melampaui batas.”112 

Kurungan penjara juga merupakan bentuk uqubah ta’zir yang relevan dalam 

kasus pornografi di X. Hukuman ini tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga 

membatasi ruang gerak pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Kurungan juga 

memberi kesempatan bagi pelaku untuk menjalani proses pembinaan dan rehabilitasi 

selama menjalani hukuman.113 

Denda sebagai bentuk ʿuqūbah ta’zir memberikan alternatif hukuman yang 

bersifat ekonomis dan dapat disesuaikan dengan kemampuan pelaku. Denda juga 

berfungsi sebagai bentuk kompensasi sosial atas kerusakan moral yang ditimbulkan 

oleh tindak pidana pornografi. Dalam beberapa kasus, denda dapat dikombinasikan 

dengan hukuman fisik atau kurungan untuk memberikan efek hukuman yang lebih 

optimal.114 

ʿUqūbah ta’zirjuga dapat berupa hukuman sosial, seperti pengucilan atau 

pencabutan hak-hak tertentu, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan 

menjaga kehormatan masyarakat. Hukuman sosial ini dapat diterapkan jika hukuman 

fisik dan denda dirasa kurang efektif dalam mencegah pelaku mengulangi 

perbuatannya. 

Penerapan ʿuqūbah terhadap pelaku pornografi juga harus memperhatikan 

aspek niat dan kesadaran pelaku. Pelaku yang dengan sengaja dan sadar melakukan 

                                                           
 112 Kemenag RI surah Al-Mu’minun/23:6-8 terjemahan 

 113Rizal Abdullah and S H Jaka Susila, ‘Sanksi Pidana Bagi Penyebar Hoax Berkonten 

Pornografi Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam’ (IAIN Surakarta, 2020). 

 114Muhamad Pahlevy Wisnu Wardana and S H Muchamad Iksan, ‘Analisis Tindak Pidana 

Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Nomor 169/Pid. 

Sus/2018/PN. Skt)’ (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020). 
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penyebaran konten pornografi akan dikenai hukuman yang lebih berat dibandingkan 

dengan pelaku yang tidak sadar atau dipaksa. Hal ini sesuai dengan prinsip fiqh 

jināyah yang menekankan pertanggungjawaban moral dan hukum berdasarkan niat 

pelaku. 

Dalam konteks pornografi yang melibatkan unsur kekerasan atau pemaksaan, 

seperti revenge porn atau eksploitasi seksual, fiqh jināyah memberikan ruang untuk 

menjatuhkan hukuman yang lebih berat sebagai bentuk perlindungan terhadap korban 

dan pencegahan kerusakan sosial yang lebih luas. 115 Oleh karena itu, penerapan 

uqubah harus mempertimbangkan aspek keadilan dan maslahat agar tidak 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pelaku maupun masyarakat luas. 

Penerapan ʿʿUqūbah al-Islāmiyyahdalam kasus pornografi di X juga harus 

disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan pola penyebaran konten di dunia 

maya. Hal ini menuntut penguasa untuk terus melakukan ijtihād dan pembaruan 

dalam menentukan jenis dan berat hukuman agar tetap relevan dan efektif dalam 

menanggulangi kejahatan di era digital. 

Dalam beberapa penelitian, ditemukan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh 

hakim terhadap pelaku pornografi di media sosial masih cenderung ringan dan belum 

memberikan efek jera yang maksimal. Hal ini menjadi perhatian dalam kajian fiqh 

jināyah yang menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas agar pelaku tidak 

mengulangi perbuatannya dan masyarakat terlindungi dari dampak negatif pornografi. 

Selain itu, fiqh jināyah  mengajarkan pentingnya penerapan kebijakan non-

penal sebagai bagian dari upaya pengendalian pornografi, seperti pendidikan moral, 

pengawasan sosial, dan pembinaan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. 

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip maqasid syariah yang mengutamakan 

perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.116 

                                                           
 115Moh Ifkar Kamal Atqia, ‘Sanksi Bagi Pelsku  Revenge Porn Pornografi Balas Dendam) 

Prespektif Hukum Pidana positif dan hukum Pidan islam MengenaiI:(Putusan Hakim No. 96/Pid. 

Sus/2023/PT BTN’ (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). 

 116 Nur Muhammad, ‘Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam’ (Yayasan PENA, 

2020). 
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ʿUqūbah dalam fiqh jināyah terhadap pelaku pornografi di media sosial 

seperti X merupakan manifestasi dari upaya menjaga kesucian dan moralitas 

masyarakat di era digital. Hukuman taʿzīr yang dijatuhkan harus mampu 

menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan pola penyebaran konten 

pornografi agar efektivitas penegakan hukum tetap terjaga. 

Secara keseluruhan, ʿuqūbah dalam fiqh jināyah memberikan kerangka 

hukum yang fleksibel dan adaptif dalam menangani tindak pidana pornografi. Dengan 

kewenangan ulil amri dalam menentukan hukuman taʿzīr, sistem ini memungkinkan 

penegakan hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan kondisi sosial tanpa 

meninggalkan tujuan utama syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan umat. 

Dalam menghadapi fenomena pornografi di X, fiqh jināyahmenuntut adanya 

keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan pendekatan pembinaan agar 

pelaku dapat kembali ke jalan yang benar. ʿʿUqūbah al-Islāmiyyah bukan semata-

mata hukuman, melainkan juga sarana edukasi dan rehabilitasi yang bertujuan 

menjaga kemaslahatan umat secara menyeluruh. 

Dalam Aturan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai pornografi 

berdasarkan Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan 

Pornoaksiadalah pedoman yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk 

mengatur dan melarang segala bentuk pornografi dan tindakan yang dianggap sebagai 

pornoaksi menurut ajaran Islam. Peraturan ini bertujuan menjaga moral dan akhlak 

umat Muslim dengan menghindari segala hal yang dapat merusak kesucian dan 

kehormatan manusia, seperti gambar, tulisan, atau perilaku yang memancing nafsu 

seksual secara tidak wajar atau tidak sesuai dengan norma agama. 

Secara sederhana, peraturan ini menegaskan bahwa segala bentuk pornografi 

(konten yang menampilkan alat kelamin, ketelanjangan, atau aktivitas seksual) dan 

pornoaksi (perilaku atau tindakan yang menggoda atau menimbulkan nafsu seksual 

yang berlebihan) adalah haram dan harus dihindari. Peraturan ini juga menjadi dasar 

bagi umat Islam untuk menolak dan melawan penyebaran pornografi serta menjaga 
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diri dari pengaruh buruknya demi terciptanya masyarakat yang bermoral dan 

berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islam.117 

Dengan demikian, penerapan sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana 

pornografi diX menurut fiqh jināyah harus mengedepankan prinsip keadilan, 

maslahat, dan ijtihad ulil amri, serta mempertimbangkan aspek perlindungan korban 

dan pendidikan moral bagi pelaku agar tercipta masyarakat yang bersih dari pengaruh 

negatif pornografi. 

                                                           
 117Cut Zahara Fuenna, ‘Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Terhadap Anak Di 

Akun Media Social Dalam Perspektif Hukum Positif Danhuku Islam (Analisis Putusan Nomor 91/Pid. 

B/2023/PN Tub)’ (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian penelitian mengenai Analisis Fiqh Jināyah Terhadap 

Tindak Pidana Pornografi Melalui Aplikasi X (Twitter)” di atas, maka penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ketentuan tindak pidana pornografi dalam hukum positif Indonesia telah diatur 

secara jelas dalam KUHP, UU Pornografi No. 44 Tahun 2008, dan UU ITE, 

termasuk penyebaran konten pornografi melalui aplikasi seperti X. Siapapun 

yang dengan sengaja dan tanpa hak memproduksi, mendistribusikan, 

mentransmisikan, atau membuat konten pornografi dapat dipidana penjara 

hingga 6 tahun dan/atau denda hingga Rp2 miliar, tergantung pada bentuk 

pelanggarannya Penegakan hukum ini juga berlaku untuk semua media 

elektronik dan media sosial tanpa terkecuali. 

2. Implementasi dan penegakan hukum positif terhadap tindak pidana pornografi 

di media sosial X sudah berjalan melalui penerapan Undang-Undang 

Pornografi, UU ITE, dan KUHP. Aparat penegak hukum melakukan patroli 

siber, pemantauan konten, serta bekerja sama dengan platform dan masyarakat 

untuk menindak pelaku yang memproduksi, mengunggah, atau 

menyebarluaskan konten pornografi. Sanksi tegas berupa pidana penjara dan 

denda diberikan kepada pelaku, meski dalam praktiknya masih ada tantangan 

seperti keterbatasan teknologi, perilaku anonim pelaku, serta perbedaan 

kebijakan antara hukum Indonesia dan sistem moderasi X. 

3. Dalam pandangan fiqh jināyah, tindak pidana pornografi yang disebarkan 

melalui aplikasi X dikategorikan sebagai jarimah ta’zir, yaitu perbuatan tercela 

yang dilarang syariat dan sanksinya tidak ditentukan secara spesifik dalam Al-

Qur’an maupun Hadis, melainkan sepenuhnya menjadi kewenangan ulil amri 
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(pemerintah). Penyebaran konten pornografi, baik dalam bentuk gambar, video, 

atau ajakan, dianggap merusak moral, mempertontonkan aurat, dan mendekati 

zina, sehingga pelakunya berdosa dan wajib dijatuhi hukuman ta’zir sesuai 

tingkat kejahatan dan dampak sosial yang ditimbulkan. Hukum Islam tidak 

membenarkan adanya penyebaran pornografi, dan menekankan kepentingan 

umum serta perlindungan martabat umat sebagai dasar penetapan sanksi. 

B. Saran 

1. Perlu peningkatan kolaborasi antara aparat penegak hukum, platform media 

sosial, dan masyarakat dalam pengawasan serta pelaporan konten pornografi di 

dunia maya. Edukasi literasi digital untuk masyarakat dan optimalisasi sistem 

pengaduan juga penting agar pencegahan serta penindakan tindak pidana 

pornografi di X dan platform digital lainnya bisa berjalan efektif sesuai 

peraturan perundang-undangan. 

2. Agar implementasi hukum semakin efektif, perlu peningkatan kolaborasi antara 

aparat, platformX, dan masyarakat dalam pelaporan serta pemantauan konten 

pornografi. X diharapkan menyesuaikan sistem moderasinya dengan hukum 

Indonesia dan meningkatkan filter serta respons terhadap konten terlarang, 

sementara literasi digital masyarakat pun wajib ditingkatkan agar kesadaran 

melapor konten negatif semakin kuat. 

3. Demi efektivitas penanggulangan pornografi digital di media sosial, pemerintah 

bersama ulama dan tokoh masyarakat perlu bersinergi dalam edukasi, 

pengawasan, serta penegakan sanksi ta’zir yang proporsional. Literasi hukum 

Islam mengenai bahaya pornografi harus terus ditingkatkan di tengah 

masyarakat, sehingga kesadaran menjaga etika digital dan kepatuhan terhadap 

fatwa serta regulasi dapat tercipta, khususnya di era keterbukaan informasi 

seperti saat ini. 
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